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I

Sektor industri
Industrialisasi
sektor usaha formal bagi masyarakat serta menghasilkan produktivitas
yang lebih tinggi. Pembangunan sektor industri juga menciptakan
pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah.
Industrialisasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian dan Rencana Induk Industri
Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 dengan visi menjadikan Indonesia
sebagai negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri yang
kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan, berdaya saing tinggi di tingkat global,
dan berbasis inovasi dan teknologi.
Proses industrialisasi merupakan bagian implementasi Rencana Jangka
Panjang Pembangunan Nasional (RPJPN) 2OO5-2O25 dan selaras dengan
visi menuju Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-S di
dunia pada tahun 2O45. Sektor industri sebagai motor penggerak
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ditandai dengan
meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat setingkat dengan
negara-negara maju.
Berbagai program prioritas telah diimplementasikan dalam rangka

peran industri nasional bagi pertumbuhan dan pemerataan
untuk mencapai visi di atas. Pada tahap pertama

implemen tasi RIPIN 2015-2035 melalui Keb[jakan Industri Nasional (KIN)
Tahun 2OL5-2O19, pembangunan industri nasional diprioritaskan untuk:

(l) pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa;

(21 penumbuhan populasi industri; dan

(3) peningkatan daya saing dan produktivitas.
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HaI ini dilakukan mengingat persebaran pertumbuhan industri belum
merata ke seluruh wilayah, rendahnya populasi industri berskala besar
dan sedang, dan rendahnya kontribusi nilai tambah yang dihasilkan
industri berskala kecil terhadap perekonomian nasional. Populasi industri
yang didorong untuk tumbuh utamanya adalah industri yang mengolah
Sumber Daya Alam (SDA) menjadi produk yang lebih bernilai tambah
(hilirisasi industri). Program prioritas juga diarahkan untuk peningkatan
kemandirian, daya saing dan produktivitas mengingat produktivitas sektor
industri secara parsial lebih rendah dibandingkan negara-negara lain yang
disebabkan rendahnya kandungan nilai tambah dan teknologi produk
manufaktur lokal.
Beberapa capaian program-program prioritas tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Terkait dengan pengembangan perwilayahan industri, telah terbangun

dan beroperasi 8 (delapan) kawasan industri baru yang difasilitasi
pemerintah serta 14 (empat belas) sentra Industri Kecil dan Menengah
(IKM) yang telah beroperasi.

b. Populasi industri berskala besar dan sedang telah tumbuh melampaui
target sebesar 9.OOO unit usaha dalam 5 (lima) tahun yaitu tumbuh
sekitar 15.OOO (lima belas ribu) unit usaha selama periode 2OL5-2O19
dengan jumlah tenaga kerja sektor industri manufaktur saat ini 15,2
juta orang. Penyerapan t€naga kerja baru di sektor industri meningkat
paling signifikan pada tahun 2017 yaitu sekitar 1,6 juta orang
melampaui target penyerapan rata-rata sebesar 6OO ribu orErng per
tahun.

daya saing dan produktivitas dilakukan antara lainc.
melalui peningkatan skill tenaga kerja industri, riset dan inovasi
teknologi industri, standardisasi industri, kemitraan IKM dan industri
besar serta pengembangan wirausaha baru.

Dengan demikian, dari sisi penyerapan tenaga kerja, potensi pemerataan
pembangunan ekonomi wilayah serta penumbuhan populasi industri,
sektor manufaktur hingga saat ini memiliki peranan yang signifikan.
Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang menunjukkan
kendala dalam pembangunan industri nasional antara lain: tingkat
pertumbuhan sektor industri lebih rendah dari pertumbuhan PDB; rata-
rata produktivitas tenaga kerja sektor industri selama sepuluh tahun
terakhir hanya meningkat sebesar 3,7o/o per tahun, cenderung lebih landai
dari peningkatan produktivitas tenaga kerja di negara-negara lain,
meskipun lebih tinggi dari sektor primer dan jasa; delisit neraca
perdagangan sejak tahun 2018 karena daya saing dan nilai tambah
produk ekspor nasional masih rendah padahal produk industri
pengolahan merupakan komoditi ekspor terbesar yaitu berkontribusi
sebesar 7oolo dari total nilai ekspor nasional. Kebutuhan pelaku usaha dan
masyarakat terhadap barang modal, bahan baku, komponen, bahan
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penolong dan barang konsumsi cenderung semakin kompleks dan
beragam. Hal ini terlihat dari pola pergerakan nilai ekspor yang meningkat
sebesar 4,4o/o per tahun (periode 2015-2O19) namun diiringi pola
peningkatan nilai impor yang lebih tinggi yaitu sebesar 7,2%o per tahun.
Selain itu untuk bersaing dengan negara- negara lain
dalam menarik penanaman modal asing khususnya di sektor manufaktur
sering menjadi sorotan karena mencerminkan rendahnya kemampuan
penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
Dalam rangka mengatasi berbagai kendala pembangunan sektor industri
diatas terdapat beberapa upaya yang perlu didorong yaitu
produktivitas sektor industri, khususnya secara parsial direpresentasikan
melalui peningkatan nilai tambah per tenaga kerja sektor industri. Hal ini
dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi teknis, seperti peningkatan
keahlian tenaga kerja industri, memperkuat riset dan inovasi teknologi
industri atau melalui penerapan paradigma produksi baru yang
mendorong efisiensi melalui penggunaan teknologi industri 4.O. Selain itu
kapasitas dan nilai tambah industri kecil dan menengah perlu
ditingkatkan antara lain melalui peningkatan keahlian pekerja sektor IKM,
kemitraan dengan industri besar serta membangun iklim usaha yang
kondusif untuk pengembangan skala usaha.
Di samping itu, perlu didorong peningkatan daya saing sektor industri
denga.n menjamin ketersediaan bahan baku dan penolong sebagaimana
amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
Untuk menjamin ketersediaan bahan baku tersebut, perlu diketahui data
produksi dan kebutuhan bahan baku secara transparan, akuntabel, dan
dapat dipercaya.
Upaya lainnya adalah mendorong peningkatan daya saing produk yang
berorientasi ekspor melalui diversifikasi produk. Aktivitas produksi di
selrtor manufaktur perlu diarahkan pada subsektor prioritas yang

produk bemilai tambah tingg, memiliki potensi
pertumbuhan nilai ekspor serta terkoneksi dengan rantai nilai global.
Selain upaya memperkuat daya saing ekspor produk manufaktur, upaya
penguatan struktur industri melalui substitusi impor dapat dilakukan
secara selektif, holistik dan mengarah pada peningkatan kapasitas rantai
nilai industri yang berkelanj utan.
Mempertimbangkan berbagai hal tersebut diatas, fokus pembangunan
industri pada Kebljakan Industri Nasional Tahun 2O2O-2O24 diarahkan
pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan
melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi serta
didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
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Sejalan dengan fokus Kebilakan Industri Nasional 2O2O-2O24 dart
berbagai kendala yang ingin diatasi, Pemerintah telah meluncurkan
inisiatif Making Inloncsia 4.O yar:g bertujuan untuk mempersiapkan
Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2O3O melalui
pencapaian 3 (tiga) aspirasi utama yaitu:
(1) peningkatan porsi nett-ekspor menjadi 107o dari Produk Domestik

Bruto (PDB);

(21 peningkatan dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya;
(3) porsi pengeluaran penelitian dan pengembangan

menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB.
Implementasi inisiatif Making Indonesia 4.O dilakukan melalui 10
(sepuluh) strategi prioritas yaitu:
(1) perbaikan alur aliran material;
(21 re-desain zona industri;
(3) akomodasi standar kebedanjutan;
(4) pemberdayaan IKM;
(5) membangun infrastruktur digital nasional;
(6) menarik investasi asing;
(71 peningkatan kualitas SDM;
(8) pembentukanekosisteminovasi;
(9) menerapkan insentif investasi teknologi; dan
(10) harmonisasi aturan dan kebijakan.
lnisiatif Makfuq Ind.onesia 4.0 diprioritaskan pada 7 (tujuh) sektor industri
yaitu makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, alat transportasi,
elektronika dan telematika, kimia, farmasi, dan alat kesehatan.

SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Mengacu kepada sasaran pembangunan industri nasional pada RIPIN
20 15-2035 serta mempertimbangkan berbagai isu strategis saat ini,
sasaran pembangunan industri nasional periode 2022-2024 ditetapkan
sebrgai berikut:

Tabel 2,1 - Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Nonmigas Nasional
Tahun2022-2024

il

No. Indikabr hhbangunan ladustri

Pertumbuhan industri pengolahaa nonmigas

Setuen ,TW\ 2V23 2V24

1 o/" 5,26

Vo 17,95

7,70 8,40

2 Kontribusi industri pengolahal nonmigas
terhadap PDB 18,40 18,90
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ru. FOKUSPENGEMBANGANINDUSTRI

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015
tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2O15-
2035, periode tahun 202O-2024 merupakan tahap II dari pembangunan
industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional
pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan
bert'awasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan
penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia (SDM)
yang berkualitas dengan uraian sebagai berikut:

1. Penguatan Struktur Industri dilaksanakan melalui:

l) Perbaikan alur material melalui pembangunan industri hulu;

2) Memperkuat iktim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam
rantai nilai produksi global;

3) Menarik investasi melalui insentif dan kolaborasi untuk
pengembangan dan penyediaan produk inovatif serta percepatan
transfer teknologi;

4) Mendesain ulang zona industri nasional;

5) Pemberdayaan IKM melalui dukungan pengembangan kompetensi
internal, pengembangan ekosistem bisnis, kelembagaan dan
penyediaan fasilitas;

6) Memberikan kemudahan berusaha dalam rangka
ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dengan
penyederhanaan perizinan (perizinan berbasis risiko).

No, Irldikator FErnbargunar Irdustri Satuan 2UEt 2023 2(}24

3
Kontribusi ekspor produk industri pengolahan
nonmigas terhadap total ekspor

o/" 7 5,47 76,O0 76,49

4 Jumlah tenaga kerja di sektor industri
pengolahan nonmigas

Juta
orang

20,84 21,34 21,94

5 Percentase tenaga kerja di sektor industri
pengolahan nonmigEs t€rhadap total pekerja

o/o

MuktivitaE tenaga kerja sektor industri
pengolahan nonmigas

Rp
6 Juta

7 Rasio impor bahan baku sektor induetri
terhadap PDB sektor industri nonmigas

o/o

14,96 15,26 15,65

1t5,77 120,38 r24,73

38,05 37,08 36,12

E
Nilai Investasi sektor industri pengolahan
nonmigas

Rp 334,90Triliun 544,59 613,85

9 Persentase nilai tambah sektor industri yang
diciptakan di luar Pulau Jawa

oa 31,50 32,30 33,10
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2, Penguasaan Teknologi

l) Pembentukan ekosistem teknologi
melalui pengembangan pusat-pusat unggulan oleh pemerintah,
swasta, masyarakat, dan universitas;

2) Menerapkan insentif fiskal dan nonliskal untuk menarik investasi
teknologi;

3) Membangun infrastnrktur digital nasional;

4) Pengembangan Industri Hijau;

5) Melakukan alih teknologi melalui kemitraan yang dijalin baik
dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar
negeri ke dalam negeri atau sebaliknya;

6) Pengembangan infrastruktur pendukung riset dalam bentuk
regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi industri dalam
negeri.

3. Peningkatan Kualitas SDM

1) Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi
dan diklat berbasis kompetensi;

2) Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis
kompetensi;

3) Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan
diklat berbasis kompetensi.

RIPIN Tahun 2015-2035 telah mencanangkan pembangunan dalam 1O
(sepuluh) industri prioritas, dan pengembangan industri nasional tahun
2022-2024 diarahkan pada prioritas sebagai berikut:
A. Industri Pangan (Makanan dan Minuman)

1. Industri Pengolahan Susu
1) Susu untuk kesehatan (susu cair, bubuk dan ander*edl
2l Probiotic dan pangan fungsional lainnya berbasis susu

2. Industri Pengolahan Bahan Penyegar

1) Kopi dekafeinasi
2) Aneka pangan olahan berbasis kopi organik
3) Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi
4l H@hualuetea
5) Suplemen berbasis teh

3. Industri Tepung
1) Tepung gandum tropika

2) Pati. . .
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2) Pati dari biomassa limbah pertanian
3) Pangrm darurat
4l Grarutlated ampositJlour

4. Industri Gula Berbasis Tebu
1) Gula pasir

B. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
1. Industri Farmasi dan Kosmetik

ll Lanzaprazole

2) Vitamin C

3) Atoruastatin
4) Betalaroten
5l Stevioside

6l Simuastatine
7) Produk Biologik
8) Vaksin
9) Produk Herbal/Natural
10) Produk Kosmetik
11)Bahan baku tambahan pembuatan obat (excipienfl

2. Industri Alat Kesehatan

1) Produk disposable and. onsumables
2l Hospital Fttmiture
3) Implan Ortopedi
4l Electromedim.l deuies
5l Diognostbinstrument
6) PACS (Pidure Ardiuing and. Communication Sgstem)
7l Softtaare and IT
8l Diagnostbs reagents
9) POCT (Point of Care Testing)

1O) Radiologi

C. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka
1. Industri Tekstil

1) Serat tekstil mikro
2l Dissoluing pulp ragon
3l PET reqde
al Garment fundional and smart apparel

5) Rajut. . .
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5) Rajut
6) Tekstil Khusus

2. Industri Kulit dan Alas Kaki
1) Alas kaki
2) Produk kulit khusus (aduaned material)
3) Kulit sintetis
4) Bahan kulit nonkonvensional

3. Industri Fumitur dan Barang lainnya dari Kayu
l) High tech furnitur kayu dan rotan bersertifikat industri hijau
2) Kera.iinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan

kayu
4. Industri Plastik, Pengolahan Karet, dan Barang dari Karet

1) Plastik untuk keperluan umum
2) Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan,

otomotif, dan elektronik)
3) Karet untuk keperluErn umum
4) Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan,

otomotif, dan elektronik)

D. Industri Alat Transportasi
I. lndustri Kendaraan Bermotor

1) Penggerak mr;Ia (enginel listrik dan.Jtrel ell
2) Perangkat transmisi Qnwer trainl

2. Industri Kereta Api
1) Kereta listrik
2l Magnetbleuitation (mogleu)

3. Industri Perkapalan
1) Itupal laut
2) Kapal selam (eksploitasi bawah laut)

4. Industri Kedirgantaraan
1) Pesawat terbang propeler
2) Komponen pesawat

3) Perawatan pesawat

E. Industri Elektronika dan Telematika/ICT
l. lndustri Elektronika

L) Smarthome applianes
2) Komponen elektronika (tanpa komponen fabrikasi//abtess/

SK No 132732A
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2. Industri Komputer
1) Komputer highspeed

3. Industri Peralatan Komunikasi
1) Transmisi telekomunikasi (radar dan satelit)
2l Smart mobile plonc

F. Industri Pembangkit Energi
1. Industri Alat Kelistrikan

1) Motor/ generator listrik
2) Baterai
3l Solar ell
4) Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

G. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa
Industri
1. Industri Mesin dan Perlengkapan

Ll Industrial tools
2l CNC controll.er

3l Flexible Machinrng Center
4) Otomasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan

pangan

2. Industri Komponen
1) Kemasan berkualitas nnggj (pacl@ginS tugh quality) berbasis

karton dan plastik
2) Barang-barang karet dan plastik engineering

3) Ban vulkanisir ukuran bes* lgiant rrulranised tyre) (untuk
pesawat dan offroadl

4l Zat aditif.

51 ?at pewarna tekstil (dye stufl, plastik dan karet (prgmen|
6) Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut)

3. Industri Bahan Penolong

1) Katalis
2) Pelarut (Soluent)

4. Jasa Industri
1) Perancangan pabrik
2) Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi)
3) Pemeliharaan mesin/ peralatan industri

H. Industri . . .
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H. Industri Hulu Agro
1. Industri Oleofood

ll Specialtg fats (aa butter substitute)
2l Tooplerol
3l Betamroten
4) Asam organik dan alkohol dari limbah industri sawit

2. Industri Oleokimia
Ll Methglesters
2) Plastik bio berbasis limbah industri sawit
3) Minyak atsiri

3. Industri Kemurgi
1) Biodiesel
2) Bioetanol
3) Bioavtur (Bb jet fue\
4l dari palm oil mill effluent (POME)

5) Biomaterial untuk peralatan medis, aromatic buildirtg blocks
berbasis lignin untuk sintesis obat/farmasi

6) Bioetanol berbahan baku lignoselulosa dan limbah biomassa
4. Industri Pakan

1) Suplemen pakan ternak darr aquacultwe
5. Industri Barang dari Kayu

1) Serat bambu untuk tekstil
2) Aneka produk berbasis limbah industri kayu

6, Industri Pulp dan Kertas
1) Pulp dan aneka barang kertas diproduksi secara ramah

lingkungan

L lndustri l,ogam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
1. Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar

1l Slab, Billet, Bloom
2l Hot Rolled Coils (HRC), Hot Rolled. Plate (HRP), Cold RoLled Coil.s

(CRC} Wirc rod
3l Profile, bar, uire
4) Paduan besi (feno allogl
5) Baja tahan karat (stainless steellong andJtatproducts)
6) Baja untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan,

pertahanan, otomotif)
2. Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam Dasar Bukan Besi

1) Alumunium dan o.lumunium allag

SK No 132730A
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2l Mbced Hgdroxide hecipitate (MHP), Mixed Sifide Precipitate
(MSP), Niclcel Metal

3) Paduan tembaga lupper allogll

4l Copper/Bross Sleet
3. Industri Logam Mulia, Tanah Jarang (Rare Earth), dan Bahan

Bakar Nuklir
1) logam mulia untuk dekorasi dan perhiasan
2l l,ogantanahjarang

4. Industri Bahan Galian Non Logam
1) Keramik
2) Kaca/Gelas
3l Refradory

J. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
1. Industri Petrokimia Hulu

1) Asam formiat
2) O-Xylena
3) Benzena
4) Toluena

2. Industri Kimia Organik
1) Kaprolaktam
2l Atmene
3) Propilen Glikol
4) Etilen Glikol
5) Fenol
6) Asam Fumarat
7l Ptalic Anhtulrat

3. Industri Pupuk
1) Pupuk I\rnggal (basis fosfat dan kalium)
2) Pupuk Majemuk

4. Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik
1) Metil Metakrilat
2) Polikarbonat
3) Polivinil Alkohol

5. Industri Karet Alam dan Sintetik
Ll IsopreneRubber(IR)
2l Auglonitrile Butadiene Rubber (ABR)

3l Chlorcprene Rubber (CRl

SK No 132729A
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4l Ethglene Propglene Diene Monomer(EPDM)
5l Engineering natuml rubber ompound
6l Acrglonifrile Butadiene Stgrene (ABS)

6. Industri Barang Kimia Lainnya
1) Propelan
2l BahanPeledak

TAHAPAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Tahapan capaian pembangunan industri 2022-2024 memberikan arah
dan tolok ukur terhadap keberhasilan pembangunan industri prioritas
setiap tahunnya serta merupakan uraian inisiatif dan aktivitas utama
untuk pembangu.nan industri prioritas. Tahapan capaian tersebut
tercantum sebagaimana uraian berikut.

4,1. Tahapan Capaian Industri Pangan (Makanan dan Minuman)

1. Kondisi saat ini
Sepanjang kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan
industri pangan nasional bergerak secara bervariasi.
Pertumbuhan tertinggi tercatat pada industri minyak nabati
yang ditandai dengan adanya peningkatan kapasitas produksi
dari 34 juta ton pada tahun 20 15 menjadi 55 juta ton pada tahun
2019. kapasitas tersebutjuga terjadi pada industri
pangan lainnya seperti industri pengolahan rumput laut,
industri pengolahan dagrng, industri pengolahan buah,
pengolahan kakao, dan teh. Akan tetapi terdapat pula sejumlah
industri yang menunjukkan stagnasi dalam hal kapasitas
produksi seperti industri gula berbasis tebu serta industri
pengolahan ikan.

Dari sisi utilisasi, secara umum industri pangan tidak
menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Sebagian
industri pangan berhasil menjaga tingkat utilisasinya tetap
tinggi seperti pada industri pengolahan buah dan industri
pengolahan kopi yang masih berada di atas 9oolo.. Industri lain
seperti industri pengolahan susu, industri minyak nabati, dan
industri teh tingkat utilisasinya bertahan di level moderat pada
rentang 60-8O0/o. Sementara industri pengolahan ikan, industri
pengolahan rumput laut, serta industri pengolahan kakao
tingkat utilisasinya berada pada kisaran 50o/o atau lebih rendah
dari itu. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa masih
terdapat banyak ruang untuk melakukan perbaikan di masa
depan.
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Dari sisi ekspor, industri pangan secara umum menunjukkan
adanya perbaikan baik di sisi volume maupun nilai. Ekspor
industri minyak nabati meningkat dari 19,95 juta ton dengan
nilai USD12,1 miliar pada tahun 2015 menjadi 32,3 juta ton
atau senilai USD18,1 miliar pada tahun 2O19. Selain itu industri
kakao berhasil mengekspor produk olahan seperti coaa liquor,
aaa butter, dan oaa pouderpada tahun 2019 dengan volume
sebesar 285,786 ribu ton dengan nilai mencapai USDl,O1 miliar.
Akan tetapi terdapat pula sejumlah industri yang menunjukkan
penurunan kuantitas dan nilai ekspor, seperti pada industri
pengolahan teh dan industri pengolahan susu. Sementara pada
industri lainnya seperti industri pengolahan buah ekspornya
cenderung stagnan.
Dalam hal penyerapan tenaga kerja, industri pangan tergolong
sektor yang berada pada level sedang. Sebagian besar tenaga
kerja yang terserap berada di sisi on.farra Subsektor industri
pangan turunan CPO yang menyerap tenaga kerja paling besar
adalah industri minyak nabati.

2. Permasalahan

Secara umum permasalahan utama yang terdapat pada industri
pangan adalah terkait dengan pasokan bahan baku.
Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh minimnya
pasokan bahan baku, kontinuitas yang kurang andal serta
ketidakseragaman kualitas produk on-farm agro, Di samping itu,
rendahnya produktivitas lahan juga turut menghambat
pengembangan ke depan.
Dari sisi produktivitas, kondisi permesinan yang berusia tua
serta masih menggunakan teknologi lama masih menjadi salah
satu faktor utama yang menghambat. Selain itu faktor
kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan SDM juga turut
mempengaruhi daya saing industri pangan.

3. Peluang dan tantangan

Industri pangan memiliki sejumlah peluang yang dapat
dimanfaatkan. Jenis peluang tersebut ada yang bersifat umum
dan ada yang bersifat spesifrk, tergantung pada subsektor
industrinya. Peluang yang bersifat umum antara lain adalah
besarnya ukuran pasar produk industri pangan, baik di dalam
negeri maupun luar negeri seiring dengan peningkatan jumlah
populasi penduduk dunia. Hal tersebut
terbukanya pasar ekspor.

Peluang . . .
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Peluang yang bersifat spesifik antara lain seperti tingginya
potensi alam Indonesia untuk menghasilkan bahan baku
produksi, sebagaimana yang terdapat pada industri pengolahan
kelapa, industri minyak nabati, industri pengolahan perikanan
dan lain-lain. Selain itu, beberapa produk hasil olahan seperti
industri pengolahan kopi dikenal telah memiliki citra yang baik
di pasar internasional, Ditambah lagi sebagian komoditas bahan
baku seperti minyak nabati dan kelapa memiliki produk turunan
yang bervariasi. Hal tersebut dapat dikapitalisasi untuk
melakukan penetrasi pasar lebih dalam lagi.

Industri pangan juga menghadapi sejumlah tantangan yang
perlu direspon dengan tepat. Wujud dari tantangan tersebut
antara lain berupa kurang andalnya pasokan bahan baku yang
disinyalir muncul akibat beberapa faktor diantaranya maraknya
alih fungsi lahan perkebunan untuk kegiatan ekonomi lain,
rendahnya produktivitas di sisi on /arm, serta ketergantungan
yang tinggi terhadap impor. Hal tersebut berakibat pada tingkat
utilisasi industri yang rendah. Selain itu derasnya arus impor
produk yang sejenis yang bersaing di tingkat harga juga turut
menekan industri pangan nasional.

Tabel 4.1...
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Tabel 4.1 - Tahapan Capaian Pembangunan Industri Pangan

Inisiatif Utama

Aldivitas Utama

Jenis Industri
Prioritas

- Menurunnya ketergantuaga-n impor bahan baku
industri pengolahan susu

- Meningkatn5ra mutu produk olahan susu
- Meningkatnya kompetensi SDM di industri

pengolahan susu
- Meningkatnya elisiensi dan daya saing industri

pengolahan susu melalui penerapaa teknologi IoTs

- Fasilitasi kemitraan industri pengolahan eusu
dengan petemak dan/atau koperasi dan
pengembangan petcmakan terintegrasi

- Fasilitasi pen5rusunan/revisi stardar produk
olahan susu

susu
- Fasilitasi penerapan teknologi induetri 4.0 di

industri pengolahan susu
Industri Pengolnhan Susu
1. Susu untuk kcsehatan (susu cair, bubuk dan @nden*4
2. Ptobiotic dan berbasis susu

- Menurunnya ketergantungan impor bahan baku
industri pengolahan susu

- Meningkatnya mutu produk olahan susu
- Mcningkatn5ra kompetenei SDM di industri

pengolahan susu
- Meningkatnya efrsiensi dan daSra saing industri

pengolahan susu melalui penerapan teknologi IoTs

- Fasilitasi kemitraan industri pengol,ahan susu
dengan peternak dan/atau koperasi dan
pengembangan petemakan tcrintegrasi

- Fasilitasi penyusunan/r€visi standar prcduk
olahan ausu

susu
- Fasilitasi pcnerapan t€knologi industri 4.O di

indu8tri pengol,ahan susu

- Menurunnya ketergantungan impor bahan
baku industri pengotrahan susu

- Meningkafrya mutu produk olahan susu
- Meningkatnya kompeten8i SDM di industri

pengotrahan susu
- Meningkatnya. efisiensi dan daya saing industri

pcngolahan susu melalui penerapan teknologi
IoTs

- Fasilitasi kemitraan industri pengolahan susu
dengan petemak dan/atau koperasi dan
pengembangan peternalqn t€rintegrasi

- Fasilitasi penyusunan/revisi standar produk
olahan susu

- Fasilitasi sertilikasi SDM di industri
pengolahan susu

- Fasilitasi penerapan teknologi industri 4.0 di
industri pengolahan susu

- Fasilitasi sertifikasi SDM di industri pengolahan - Fasilitasi sertifikasi SDM di industri pengolahan

Industri . . .
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Inisiatif Utama - Peningkatan nilai tambah bagi ekspor produk
bahan penyegar olahan

- Peningkatan teknologi industri pengolahan bahan
penlregar

- Peningkatan kualitas SDM
- Perluasan pasar produk bahan penyegar (olahan)

di dalam neeeri dan luar negeri

- Mengu.rangi ketergantungan impor bahan baku
industri bahan perryegar

- Peningkatan mutu produk bahan penyegar olahan
- Penins.katan penerapan konsep industri hiiau

fgreen industri/

- Mengurangi ketergantungan impor bahan baku
industri bahan penyegar

- Peningkatan mutu produk bahan p€nyegar
olahan

- Perluasan pasar produk bahan penyegar
(olahan) di dalam negeri dan luar negeri

Aktivitas Utama - Pengembangan mutu dan citra produk industri
bahan pcnyegar di Indonesia

- Standardisasi al,at dan meein pengotrahan bahan
penyegar berbasis teknologi 4.O

- Teredukasinya konsumen domestik tentang
manfaat bahan penyegar dan cara mengonsumsi
produk bahan p€nyegiar 5rang benar

- Promosi dan penetrasi ke negara-negara enerCins
marlect dan taditional narket

- Memfasilitasi keterkaitan bisnis dalam rangka
jaminan suplai antara penyedia bahan baku dan
industri pengolahaa bahan penyegar

- Pen€rapan Standar Nasional Indonesia produk
bahan penyegar

- Penerapan Stardar Industri Hljau pada
perusahaen

- Memfasilitasi keterkaitan bisnis dalam ranglra
jaminan suplai antara penyedia bahan baku
dan industri pengoLahan bahaa penyegar

- Penerapan Standar Nasional Indonesia produk
bal:an pcnyegar

- Promosi dan penetrasi ke negara-negara
emergtq market da,r traditioral narbt

Jenis Industri
PrioritaE

Industri Pengolahan Bahan Penyegar
l. Kopi dekafeinasi
2. Aneka pangan oLahan berbasis kopi organik
3. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi
4. Wh ual e tea

5, Suplemen berbasis teh

Si( No054411C
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Inbiatif Utama - Meningkatnya utilisasi industri tepung dan
turunannya

- Meningkatnya ekspor produk tepung dan
turunannya

- Peningkatan Kompetensi SDM

- Meningkatnya utilisasi industri tepung dan
turunaflnya

- Meningkatnya ekspor produk tepung dan
turunannya

- Peningkatan Kompetensi SDM

- Meningkatnya utilisasi industri tepung dan
turunannya

- Meningkatnya ekspor produk tepung dan
turunanrrya

- Peningkatan Kompetensi SDM

Aktivita8 Utama - Fasilitasi pcnyediaan bahan baku
- Fasilitasi peningkatan investasi industri tepung

dan turunan rya
- Fasilitasi atandardisasi produk tepung dan

tufunannya
- Pendidikan dan pelatihan SDM
- Fasilitasi Penerapan Industri 4.0

- Fa8ilitasi penyediaan bahan baku
- Fasilitasi peningkatan investasi industri tepung

dan turunannya
- Fasilitasi standardisasi produk tepung dan

turunannya
- Pendidikan dan pelatihan SDM

- Fasilitasi Penerapan Industri 4.O

- Fasilitasi penyediaan bahan baku
- Fasilitasi peningkatan investasi industri tcpung

dan turunannya
- Fasilitasi standardisasi produk tepung dan

turunamya
- Pendidikan dan pelatihan SDM
- Fasilitasi Penerapnn Industri 4.0

Industri Pengolahan Tepung
l. Tepung gandum tropika
2. Pati dari biorrassa limbah pertanian
3. Pangan darurat
4. Gmnulated @rnposit Jlour

Jenis Industri
Prioritas

SK I'lo 054410 C
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lnfuiatif Utarna - Meningkatnya produksi gula
- Penurunan impor gula
- Keterampilan tenaga kerja

- Meningkatnya prcduksi gula
- Penurunan impor gula
- Keterampilan tenaga kerja

- Meningkatnya produksi gula
- Penurunan impor gula

Aktivitas Utama - Pembangunan pabrik gula baru
- Pemberian fasiEtas bahsn baku
- Pemberian fasilitas frskal induetri gula yang

terintegrasi
- Pembangunan induEtri gula yang terintegra8i

dengan produk hilir lainnya
- Pendidikan dan pelatihan SDM melalui vokasi di

bidang industri gula
- Fasilitasi Penerapan Industri 4.0

- Pembangunan pabrik gula baru
- Pemberian fasilitae bahan baku
- Pemberian fasilitas fiskal industri gula yang

trrintegrasi
- Pembangunan industri gula yang terintegrasi
- Pendidikan dan pelatihan SDM melalui vokasi

industri gula
- Fasilitaai Penerapan Industri 4.O

- Pembangunan pabrik gula baru
- Pemberian fasilitas bahan baku
- Pemberian fasititas Iiskal industri gula yang

terintegrasi
- Pembangunan industri gula yang terintegra8i

dengan produk hilir lainnya
- Fasilitasi Penerapan Industri 4.O

Jenis Industri
Prioritas

lndustri Gul,a Berbasb Tebu
1. Gul,a pasir

4,2 Ta}:.apan. . .
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4.2. Tahapan Capaian Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

1. Kondisi saat ini
Industri farmasi merupakan salah satu industri yang tetap
mencatatkan pertumbuhan yang positif dalam kurun waktu lima
tahun terakhir meskipun sempat mengalami perlambatan dan
kembali tumbuh pada kondisi darurat kesehatan karena wabah
pandemi Covid-19. Populasi industri farmasi obat kimia di dalam
negeri sendiri sebanyak 218 industri hingga semester I tahun
2020 termasuk di dalamnya 5 perusahaan BUMN, L62

swasta, dan 51 perusahaan multinasional.
Kemudian juga terdapat sebanyak 122 industri obat tradisional
dan 17 industri ekstrak bahan alam. Menurut sifatnya, industri
farmasi tergolong industri yang padat modal, padat teknologi,
diatur dan diawasi oleh pemerintah secara ketat, dan memiliki
ketergantungan tinggi terhadap keahlian dan kompetensi tenaga
kerja.

Industri kosmetik sepanjang lima tahun ke belakang juga
mencatatkan pertumbuhan positif meskipun tidak terlalu pesat.
Industri ini berhasil tumbuh sebesar 8,2o/o di tahun 2019. Nilai
ekspor produk kosmetik lokal mencapai USD5I6,99 juta, naik
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD47O,3O juta.
Jumlah populasi industri kosmetik sendiri tergolong besar yaitu
sejumlrah 729 sarana produksi industri kosmetik hingga
semester I tahun 2020, namun sebanyak 95o/o di antaranya
adalah perusahaan skala menengah dan kecil, Menurut sifatnya
industri kosmetik tergolong industri yang padat karya, relatif
dinamis mengikuti trend ya g ada di pasar, memiliki
ketergantungan tinggi terhadap keahlian dan kompetensi tenaga
kerja, serta sensitif terhadap citra dan merek produk.

Pada industri alat kesehatan, terdapat sekitar llo perusahaan
yang menjadi anggota dari Asosiasi Produsen Alat Kesehatan
Indonesia (ASPAKI) dari total 590 perusahaan yang tercatat
hingga triwulan Il 2O2O. Produk yang mampu dihasilkan cukup
beragam mulai dari furnitur rumah sakit, instrumen diagnosa,
elektromedik hingga implant. Adapun tingkat utilisasi industri
alat kesehatan secara umum berada pada kisaran 707o.

SK No 132747A
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Dibandingkan dua jenis industri lainnya, produk industri alat
kesehatan memiliki permintaan pasar ekspor yang cukup tinggi
ditandai dengan nilainya yang mencapai USD249,44 juta pada
tahun 2019 atau meningkat sebesar 1,95% dibandingkan tahun
sebelumnya. Ekspor tersebut didominasi oleh ansumable dan
disposable product, antara Lain: pakaian dan aksesori pakaian
(sarung tangan, mitten dan mitt), lensa kontak, sanitary tou.rcl
dan tampon saniter, serta instrumen dan peralatan
elektromedis. Negara tqjuan ekspor alat kesehatan terbesar pada
tahun 2O2O antara lain: Singapura, Jerman, Jepang, Amerika
Serikat, Tiongkok, Australia, Amerika Latin, dan Taiwan.

2. Permasalahan

Terdapat sejumlah permasalahan yang tengah dihadapi industri
farmasi kosmetik dan alat kesehatan. Beberapa di antaranya
adalah ketergantungan yang tinggi pada bahan baku impor
ditandai dengan hampir 9Oo/o bahan baku berasal dari luar
negeri. Hal ini berlaku baik di industri farmasi, industri
kosmetik, maupun industri alat kesehatan. Dampak dari kondisi
tersebut adalah kerentanan terhadap flukhrasi harga bahan
baku serta biaya produksi yang relatif lebih tinggi mengingat
pasar dalam negeri juga terbuka terhadap impor produk sejenis
atau substitusi.

Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan pemanfaatan
teknologi bernilai tambah tinggi yang belum optimal. Sebogai
contoh, teknologi yang digunakan pada industri alat kesehatan
nasional masih digolongkan pada kelompok teknologi rendah
sampai medium. Selain itu teknologi dan peralatan industri yang
digunakan oleh industri alat kesehatan hampir semuanya
diimpor dari pengembang alat kesehatan dari luar negeri.
Kondisi ini dipandang terjadi karena belum berkembangnya
pusat inovasi dan desain industri alat kesehatan di dalam negeri.

3. Peluang dan tantangan

Industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan juga memiliki
sejumlah peluang yang dapat lebih dimanfaatkan. Beberapa
diantaranya adalah:

(U jumlah populasi penduduk Indonesia yang sangat besar
yang menjadi basis pasar produk industri;

SK No 132746A
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l2l adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai
bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang
diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme
asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib ftnandatoryl,

(3) adanya mekanisme yang memprioritaskan dan
penggunaan produk dalam negeri melalui

pengadaan barang oleh Pemerintah dengan
anggarErn sesuai ketentuan yang berlaku;

(4) hayati di Nusantara sebagai basis
pengembangan bahan baku dan produk khususnya untuk
industri farmasi dan kosmetik; serta

(5) pemberlakukan Asean Eonomic Communitg yang
memungkinkan produsen lokal untuk meningkatkan
pangsa pasar ekspomya.

Adapun beberapa hal yang menjadi tantangan pengembangan
industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan dalam negeri
antara lain:
(1) ketergantungan impor bahan baku masih sangat tinggi;

(21 industri alat kesehatan dalam negeri masih terbatas pada
teknologi rendah dan menengah;

(3) minimnya lembaga riset dan pengujian produk farmasi,
kosmetik dan alat kesehatan;

(4) tingginya biaya riset dan pengembangan produk farmasi,
kosmetik dan alat kesehatan;

(5) sebaran industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan
belum merata di seluruh wilayah Indonesia;

(6) terbatasnya SDM industri yang kompeten dan memiliki
keahlian di bidang farmasi, kosmetik dan alat kesehatan.

Tabel 4.2...
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Tabel 4.2 - Tahapan Capaian Pembangunan Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

Inisiatif Utama - Mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat,
obat tradisional dan kosmetik

- Pendalamar struktur industri farmasi dan kosmetik
- Meningkatkan kualitas SDM Indu8tri Farmasi dan

Kosmetik
- Transfer teknologi produksi bahan balru obet, obat

tradisional dan kosmetik dengan menarik investasi
skala bcear

- Pendalaman strukhrr industri farmasi dan
kosmetik

- Meningkat}an kualitas SDM Industri
Farmasi dan Kosmetik

- Penguasaan t€knologi terkini untuk
produksi bahan baku obat, obat tradisional
dan kosmetik

- Pendalaman struktur industri farmasi dan
kosmetik

- Meningkatkan kualitas SDM Industri Farmasi
dan Kosmetik

- Penguasaan teknologi terkini untuk produksi
bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetik

- Peningkatan pangsa pasar dalam negeri dan luar
negeri

- Mengembangkan teknologi nasional untuk
memproduksi bahan baku obat, obat tradisional
dan kosmetik

- Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan
industri farmasi dan kosmetik ska.la besar
dengan orientasi ekspor

- Promosi produk-produk obat, obat tradisional
dan kosmetik di dalam dan luar negeri

- Pemberian kebijakan dan in8entif datram
peningkatan daya saing dengan produk luar
negcri

Aktivitas Utama - Membangun pu3at inovasi dan pu8at standardisasi
untuk bahan baku obat, obat tradisional dan
kosmetik

- Mengembangkan teknologi nasional untuk
memproduksi bahan baku obat, obat tradisional da.Ir
kosmetik

- Membangun laboratorium uji t€rakreditasi
- Menyuaun atandar koEpetensi SDM Industri Farmasi

dan Kosmetik
- Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan

industri farmasi dan kosmetik skala besar dengan
orientasi ekspor

- Membangun pusat inovasi dan pusat
standardisasi untuk bahal baku obat, obat
tradieional dan kosmetik

- Mengembangkan t knologi nasional untuk
memproduksi bahan baku obat, obat
tradisional dan kosmetik

- Membangun laboratorium uji teralcEditasi
- Menyusun Etandar kompetensi SDM

Industri Farmasi dan Kosmetik
- Memfasilitasi pengembangan dan

pembangunan induetri fsrmasi dan
kosmetik skal,a besar dengan orientasi
ekspor

Jenis . . .
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Jenis lndustri
Priorito.s

Industri Farmasi dan Kosmetik
l. lanvapruznle
2. Vitamin C
3. Atoruastatin
4- Beta-caroten
5. S'teuioside
6. Samuast,,tine
7. Produk Biologik
8. Vakin
9. ProdukHerbal/Natural
10. Produk Kosmetik
11. Bahan baku tambshan obat

n7. l7, Erl.{t-?t'JFrrtl
Inisiatif Utama - Penguasaan teknologi terkini untuk sediaan bahan

baku dan pengembangan standardieasi serta
perlindungan kekayaan int€lelfiral industri alat
kesehatan

- Terbangunnya pusat inovasi dan desain
industri alat kesehatan

- Peningkatan pangsa pasar dalarn negeri dan luar
negeri (pasar non tradisironal)

Aktivitas UtaJrra - Meningkatkan penguasaan alih teknologi terkini
untukbahan baku alat kesehatan

- Mengembangkan Lanjut untuk standardisasi dan
dukungan hak kekayaan intelektual atas produk alat
kesehatan di dalam negeri

- Mengembangkan enlct of exellentyang mencakup
penelitian dan pengembangan industri alat kesehatan
dasar masal untuk keperluan dalam negeri

- Mengembangkan kerjasama industri, riset
dan pemerintah

- Mempriorita.skan penggunaan industri alat
keehatan dalam ne.geri pada pengadaan
pemerintah

- Pemberian insentif p€mbayaran dalam rangka
meningkatkan daya saing harga

- Mengembangkan lanjut untuk penguatan
industri kecil dan industri menengah modem
penghaBil komponen alat kesehatar.
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,ifrv1

Jenis Industri
Prioritas

Industri Alat Kesehatan
1. Produk diqposable and. consumables
2. Hospitol Furniane
3. Implan Ortopcdi
4. Electonadiel and Dlecfrottrerupg fuvies
5. Diagnosticir*turnent
6. PACS (Pic:dtre Arcltiuing and Comrrruniulion Sysr/-m)
7. SofllDore and IT
8. Diagnostis reagents
9. PoCI (tuint of Care Testing)
10. Radiologi

4.3 Tahapan. . .
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4.3. Tahapan Capaian Pembangunan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki,
dan Aneka

1. Kondisi saat ini
Industri TPT di Indonesia dikl,asifikasikan ke dalam tiga
kelompok besar yaitu hulu, antara, dan hilir yang saling
memiliki keterkaitan yang kuat satu dengan yang lain. Di
Industri hulu terdapat 33 perusahaan yang memproduksi serat
poliester, nilon, dan rayon dengan kapasitas produksi 3,31juta
ton. Di industri antara terdapat 294 industri pemintalan yang
memproduksi benang dengan kapasitas produksi 3,97 juta ton
serta 1,540 industi skala besar dan 131 ribu industri mikro
kecil yang menghasilkan produk kain tenun, kain rajut,
dgeing I pinting / finishing dengan kapasitas produksi 3, 1 3 Juta
ton. Di industri hilir, terdapat 2.995 industri skala menengah
besar dan 407 ribu industri mikro kecil yang memproduksi
garrnen dengan kapasitas 2,18 juta ton serta 765 perusahaan
industri kecil, menengah dan besar yang memproduksi produk
tekstil lainnya dengan kapasitas 0,68 juta ton.

Tingkat utilisasi sektor industri tekstil dan pakaian jadi dari
hulu ke hilir berkisar antara 40-560/o. TPT menjadi penyumbang
terbesar ketiga terhadap total ekspor non migas dengan kinerja
perdagangan yang pertumbuhannya stabil selama 7 (tqiuh)
tahun terakhir. Pada tahun 2019 ekspor TPI mencapai
USD12,84 miliar dengan surplus pada neraca p€rdagangan
sebesar USD3,47 miliar. Komposisi ekspor terbesar disumbang
oleh produk pakaian jadi dengan kontribusi sebesar 64,L lo/o,
sedangkan impor terbesar disumbang oleh kain dengan
kontribusi 48,99o/o terhadap total impor TPT. Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat pendalaman struktur di industri
tekstil masih lemah pada proses antara dikarenakan sebagian
besar bahan baku maupun bahan penolong proses masih
bergantung pada impor.

Industri tekstil dan produk tekstil khususnya garmen
merupakan sektor padat karya yang menyerap 3,7 juta orang
pada tahun 2O19. Kinerja industri Tekstil dan Pakaian jadi terrs
meningkat dengan lqiu pertumbuhan 15,35% pada tahun 2O19,
naik dibandingkan tahun 2018 sebesar 8,73o/o, Kontribusinya
terhadap PDB manufaktur juga cenderung stabil pada kisaran
7o/o,

Industri . . .
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Industri Alas Kaki dan Kulit merupakan industri penyumbang
devisa ekspor dan penyerap banyak tenaga kerja. Sektor ini
menyerap tenaga kerja lebih dari 7OO ribu tenaga kerja dan
ekspor mencapai USD5,12 miliar pada tahun 2019, Kapasitas
produksi alas kaki nasional mencapai 1,29 miliar pasang dan
menempatkan Indonesia sebagai produsen alas kaki terbesar ke-
4 dunia. Di sisi lain kapasitas produksi industri penyamakan
kulit mencapai 579,5 ribu squarefeet dan barang jadi kulit
sebesar 2,9 juta pcs.

Kinerja industri kulit, barang jadi kulit, dan alas kaki cenderung
meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2019 sedikit
menqalami kontraksi setelah mengalami pertumbuhan positif
sebesar 9,42Vo pada periode 2018. terhadap PDB
manufaktur mencapai 1,5%o. Neraca perdagangan sektor ini
stabil pada kisaran USD4 miliar per tahun.

2. Permasalahan

Dalam perkembangannya industri tekstil dan produk tekstil
menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

a) Industri pertenunan, perajutan, dUeing, printin4 dan
fmishing memerlukan revitalisasi mesin dan peralatan
modern untuk kapasitas produksi serta
melakukan pengembangan produk agar sesuai dengan
selera pasar saat ini.

b) Beberapa bahan baku untuk industri hulu tekstil masih
tergantung impor seperti kapas sebagai bahan baku utama
sepenuhnya diimpor, bahan baku serat rayon berupa
dissolving ptlp, bahan baku serat poliester berupa
para:rylena dan MEG. Akses terhadap bahan baku alternatif
berupa poliester daur ulang juga masih mengalami
hambatan. Demikian halnya bahan baku kain dan
aksesoris untuk alas kaki 85% tergantung pada impor.

c) Permasalahan terkait SDM khususnya pengupahan,
produktivitas, dan usia kerja.

d) Besamya biaya energi listrik maupun gas untuk industri.
e) Masalah pencemarErn lingkungan untuk industri

khususnya pada industri dgeing, pinting dan fmishing srurta
penyamakan kulit.

f) Belum . . .
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f) Belum adanya link arld matdt yang kuat antara sektor-
sektor hulu hinega ke hilir industri TPT.

d Penguasaan pangsa pasar TPf global cenderung stagnan
sedangkan untuk alas kaki cenderung menurun khususnya
ke Uni Eropa dan Amerika Serikat.

h) Riset pengembangan produk dan branting yang masih
lemah.

i) Industri alas kaki rentan terhadap persaingan dengan
produk impor.

3. Peluang dan Tantangan

Peluang dan tantangan yang dihadapi oleh industri tekstil antara
lain:

a) Peluang pertumbuhan yang sigrrifikan untuk tekstil khusus
(bernilai tinggi), misalnya tekstil untuk otomotif, teclmical
Ertile, serta tekstil untuk industri. Demikian halnya untuk
industri sepatu olahraga dan usual serta bahan baku kulit
altematif yang potensial untuk terus dikembangkan.

b) Pasar domestik maupun ekspor yang terus tumbuh.

c) Bonus demograli dan angkatan ke{a yang melimpah
sebagai sumber tenaga kerja untuk industri TPI maupun
alas kaki.

d) Semakin banyaknya pendatang baru pada industri TPT dan
alas kaki menyebabkan persaingan di pasar global maupun
domestik semakin ketat.

e) Masih lemahnya aspek distribusi dan pemasaran produk
alas kaki lokal.

f) Masalah pencemaran lingkungan untuk industri
khususnya di DAS Citarum mengganggu aktivitas produksi
dan penurunan kapasitas produksi. Demikian juga limbah
industri penyamakan kulit masih menghasilkan krom
bervalensi 6.

d Ketergantungan terhadap impor bahan baku dan bahan
penolong.

h) Kompetensi tenaga kerja SDM yang tersedia belum
memenuhi kebutuhan industri TPT Kulit dan Alas Kaki
menyebabkan produktivitas dari tenaga kerja menjadi
rendah terutama pada daerah-daerah investasi baru.

Tabel 4.3...
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Tabel 4.3 - Tahapan Capaian Pembalgunan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka

Inisiatif Utama

Aktivitas Utarna

- Mcmbangun rangkaian industri t€kstil/buBana
dan menghubungkan melalui teknologi industri
4.0

- Meningkatkan kapasitas pmduk8i sebeser 3O0
ribu ton/tahun untuk industri serat sintetis,
469 ribu ton/tahun untuk industri benang, 965
juta meter/tahun untuk industri kein dan 50O
juta pcs/tahun untuk industri pakaian jadi

- Membangun rangkaian industri trkstil/busana
dan menghubungkan melalui teknologi industri
4.O

- Meningkatkan kapasitss produkai sebesar 300
ribu ton/tahun untuk indusfi Berat sint€tis, 469
ribu ton,/tahun untuk industri benang, 965 juta
meter,/tahun untuk industri l(ain dan 500 juta
pcs,/tahun untuk industri pakaian jadi

- Membangun rangkaian industri tekstil/busana
dan menghubungkan melalui teknologi industri
4.O

- Meningkatkan kapasitas produksi scbesar 300
ribu ton/tahun untuk industri serat sintctie, 469
ribu ton/tahun untuk industri benang, 965 juts
meter/tahun untuk industri kain dan 50O juta
pcs/tahun untuk industri pal<aian jadi

- Re-orientasi fokus manufaktur garmen dari czt,
make, timke FOB, pn cess sourcing yang lebih
efrsien melalui integrasi vertikal

- Meningkatkan kemampuan/kompetensi SDM
produksi dan manajemen pada industri garmen
dan industri hulunya sesuai dengan
pengembangan teknologi 4.O

- Memfe8ilitasi pemanfaatan teknologi industri 4.0
pada industri garmen dengar dukungan akses
terhadap bahan baku melalui konektivitag
industri hulu-antafa-hilir tekstil dengan
platform berbasis 4.0

- Pergembangan standar dan standardisasi
produk

- Re-orientasi fokus manufaldur garmen dari czt,
mokc, timke FOB, pmcess sourcr'ng yang trebih
cfi8ien melalui integrasi vertikal

- Meningkatkan kernampuan/kompetcnsi SDM
pmduksi dan manajemen pada industri garmen
dan industri hulunya scsuai dengan
pengenbangan tcknologi 4.0

- Memfasilitasi pemanfaatan teknologi industri 4.0
pada industri garmen dengan dukungan akses
terhadap bahan baku melalui konektivitas
industri hulu-antara-hilir tekstil dengsn platform
berbasis 4.O

- Pengembangan standar dan standardisasi produk

- Re-orientasi fokus manuEktur garmen dari
makloon cut, nalee, ,rim ke FOB, process sozrcing
yang lebih cfisien melalui integrasi vertikal

- Meningkatlan kenampuan/ kompetensi SDM
produksi dan manqiemen pa.da industri garmen
dan industri hulunya sesuai dengan
pcngembangan teknologi 4.0

- Memfasilitasi pemanfaatan teknologi industri 4.0
pada industri garmen dengan dukungan aksee
terhadap bahan baku melalui konektivitas
induetri hulu-antara-hilir tekstil dengan platform
berbasis 4.0

- Pengembangan standar darr standardisa.si produk
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7i;tin

- Menyiapkan agenda promosi dan bmnding
gannent dam fundbnal utd snart apparel

- Menyiapkan ekosistcm branding dan promosi
dengan melibatkan deaainef, dan sekotrah mode

- Penerapan sopgrzard bahan baku, bahan
penolong s€rta produk tekstil dan pakaian jadi
dalam negeri untuk memperkuat harmonisasi
rantai pasok

- MenJ.usun itatrdar produk untuklfuncticnal
tefiilc, functional clathing, lashion sgnfietic
fibers, special indust iolfabrbs, high WaliA gon

- Implementasi kes€@katan tra.de agrcenant
dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat

- Pembangunan inFastrulrhrr utama dan
penunjang pada Kawasan Industri Cirebon-
Indramayu-Majalengfta, Kawasan Industri
Cilegon-Serang-Tangerang, I(awasan Industri
Bogor-Bekasi-Purwakarta-Suban g- Karawang,
Kawasan Industri Kendal-Semarang-Demak,
Kawasan Industri Tuban-Lamongan-Gresik-
Surabaya- Sidoado-Mojokerto-Bangkalan serta
Kawasan Industri Batang dan l(awasarr Industri
Brebes

- Promosi dan brandilg ggnnent dan lundiornl and
srarT opparel

- MenJrusun standar produk untuk rtndional
brtite, fundional dathirq, Ja.shion sgntlntic fiberc,
special h&tstial Jabrbs, high qalitg garn

- Implementasi kesepqkatan ta.de agreencnt
dengan Uni Eropa dan Amerika Scrikat

- Pembangunan infrastruktur utaEa dan
penunjang pada l(awasan Industri Cirebon-
Indramayu-Majalcngka, Ihwasan Industri
Cilegon-Serang-Tangerang, IGwasan Industri
Bogor-BekaslPurwakarta-Subang-lGrawang,
Kawasan Industri Kendal-Semarang-Demak,
Kawasan Industri Ttrban-Lamongan-Gr€sik-
Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Ban gkalan s€rta
Kawasan Industri Batang dan Kawasan Industri
BtEbes

- Promosi dan brandu:,Lg ganent dan: functbml and
snl,,rt apparcl

- MenJrusun stardar produk untuk /unctbnal
brtile, fundbnal dathing, fashion sgqthetic fibers,
special hd$trial fabrbs, high qtafu gam

- Implementasi kesepakatan tode agreenent
dengan Uni Eropa dan Am€rika Serikat

- Pembangunan infrastrukhrr utatne dan
penunjang pada I(awasan Industri Cirebon-
IndralEyu-Majalengka, Kawasan Industri
Cilegon-Serang-Tangerang, Kawasan Industri
Bogor-B€kasi-Purwakarta-Subang-IGrawang,
I(awasan Industri Kendal-Semarang-Demak,
Kawasan Industri T\rban-la.mongan-Gresik-
Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Bangkalan serta
Kawaean Industri Batang dan Kawasan Industri
Brebes

Jenis Induetri
Prioritas

Industri Tekstil
I. Serat tekstil mikro
2. Dissoluhg pulp ragon

3- PDT rccycle
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4. Garnentfundional and sflurt apparel
5. Rajut
6. T€kstil Khusus

E EIIN
Inisiatif Utama - Bimbingan teknis produksi induatri kulit,

industri alas kaki, kerajinan kayu/rotan, dan
peralatan produksi dari industri plastik dan
karet hilir

- Meningkatkan kapasitas produksi sebesar 25O
juta pc8/tahun untuk induatri alas kaki

- Menambah invectasi sebeear Rp2l,7
triliun/ tahun

- Meningkati<an nilai ekspor menjadi USD5,3
miliar/tahun

- Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang
terserap menjadi 1,12 juta orang/tahun

- Pembangunan pusat inovasi teknologi dan
perlindungan kekayaan intelektual industri kulit
dan alas kald serta pengembangan teknologi
untuk produksi bahan dasar plastik dan karet

- Meningkatlan kapesitas Foduksi sebesar 25O
juta pcs/tahun untuk industri alas kaki

- Menambah investaei sebesar Rp21,7 triliun/tahun
- Meningkatlan nilai ekspor menjadi USD5,3

miliar/tahun
- Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap

menjadi 1,12 juta orang/tahun

- Memiasilitasi perlindungan hak kekayaan
intelektual desrbm produk alas kaki yang
dihasilkan di dalam negeri

- Re-orientasi fokus manufaktur alas ka]<i dari anA
male, trimke FoB, dengan konektivitas industri
hulu dal,am negeri

- Promosi dan bmnding produk al,as kaki dan
barang jadi kulit

- Pengembangan sist€m rantai pasok bahan baku
(kayu dan rotarr) serta peningkatan kegiatan
litbang desain produ* fumitur dengsn advokasi
dan regulasi terkait kekayaan intelektual

- Meningkatkan kapasitas produksi sebesar 25O
juta pc8/tahun untuk industri alas kaki

- Menambah investasi sebesar Rp21,7 triliun/tahun
- Meningkatkan nilai ekspor menjadi USD5,3

miliar/tahun
- Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ters€rap

menjadi 1 , 12 juta orang/ tahun

Aktivitas Utama - Meningkatkan kemampuan produksi industri
kulit khusus untuk penggunaan di industri

- Meningkatlan ketnampuan (terutama
eryonami@l design) industri alas kaki untuk
pcrluasan pasar global

- Meningkatkan keterampilan dan kreatilitas SDM
dalam memproduksi kerqiinaa kayu/rotan

- Re-orientasi fokus manufaktur alas kaki dari cul
malce, trtm ke FOB, dengan konektivitas industri
hulu dalam negeri

- Promo$i dan branding produk alas kaki dan
barangjadi kulit

- Menjamin ketersediaan pasokan bahan batu
(kayu dan rotan) melalui pcngembangan Eistem
rantai pasok yang ramah lingkungan, didukung
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- Memperkuat kernampuan nasional untul
memproduksi mesin dan peraliatan poduksi dari
industri plastik dan karet hilir

- Mendorong pengembangan teknologi nasional
untuk memproduksi bahan dasar plastik dan
karet

- Memfasititasi pengembangan lanjut pusat desain
dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan
daya saing industri kulit dan alas kaki

dengan infrastruli.tur (transportasi dan
pelsbuhan) yang memadai

Industri Kulit dan ALas I(aki
1. Alas kaki
2. Produk kulit k}:ruaras laduaned matcriaq
3. Kulit sintetis
4. Bahan kulit non konvensional

Jenis Industri
Prioritas

4.4Tahapan...
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4.4. Tahapan Capaian Pembangunan Industri Alat Tlansportasi

1. Kondisi saat ini
Pada tahun 2019, produksi kendaraan bermotor roda empat
atau lebih sebesar L,29 juta unit. Ekspor CBU pada tahun 2O19
mencapai 332 ribu unit atau naik 25,5% dari tahun 2018.
Sampai tahun 2019, Investasi di sektor industri kendaraan
bermotor roda empat atau lebih mencapai Rp93,22 Triliun,
sedangkan investasi di sektor industri sepeda motor mencapai
Rp10,22 Triliun. Jumlah industri perakitannya pada tahun 2O19
mencapai 22 perusahaan dengan industri pendukung sebanyak
3OO industri.
Pada tahun 2O3O, Indonesia ditarget}an menjadi pemain utama
dalam produksi kendaraan bermotor Internal Combustion Enginc
(ICE) maupun Eledricfied Vehble (EV) untuk pasar domestik
maupun ekspor. Sektor otomotif mengalami
peningkatan volume produksi sampai dengan 3 juta unit pada
tahun 2O3O dimana 25o/o diantaranya adalah kendaraan
berbasis listnk @bdrified Velic.lelBYl, serta dengan target
ekspor sebesar 9OO ribu unit.
Untuk itu telah ditetapkan program pengembangan kendaraan
ramah lingkungan seperti neu Kendaraan Bermotor Roda Empat
Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2), Ebetrified Vehicle
(Kendaraan hybrid, pfuS-in hgbrid, Batterai Electric Vehicb serta
hidrogen) dan Flery Engile.
Dalam rangka memperkuat inisiatif pengembangan kendaraan
bermotor ramah lingkungan khususnya EV, Pemerintah melalui
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan
Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery
Electric Vehicle) untuk Tlansportasi Jalan telah menetapkan
Program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (KBL Berbasis Baterai) yang meliputi beberapa aspek
pengaturan dalam Peraturan Presiden tersebut antara lain
pemberian fasilitas fiskal dan non-liskal untuk percepatan
pembangunan industri KBL berbasis Baterai.
Program fasilitas liskal yang akan diberikan untuk mendorong
percepatan KBL Berbasis Baterai antara lain insentif bea masuk
untuk CKD, IKD atau komponen utama, pajak penjualan atas
barang mewah, pembebasan atau pengurangan pajak, bea
masuk atas importasi mesin, barang, dan bahan dalam rangka
penanaman modal, pembiayaan ekspor, kegiatan penelitian dan
pengembangan, inovasi teknologi dan vokasi, keringanan biaya
untuk pengisian listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik
Umum (SPKLU).

Produksi. . .
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Produksi sepeda motor tahun 2Ol9 sebesar 7,29 juta unit atau
naik sebesar 284 ribu unit dibandingkan dengan tahun
sebelumnya (tumbuh sebesar 4,Q4o/ol. Neraca perdagangan
untuk produk sepeda motor mencatat surplus dengan total nilai
ekspor sepeda motor pada tahun 2Ol9 sebesar 810 ribu unit
atau naik sekitar 28,5o/o dari tahun 2018. Jumlah industri
peralitan untuk kendaraan bermotor roda dua pada tahun 2Ol9
sebanyak 17 perusahaan dengan 7Ol industri pendukung yang
memproduksi komponen. Secara keseluruhan, pada tahun 2Ol9
nilai ekspor sektor kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer
(KBLI 29) naik 1,98% atau senilai USD6.154,06 juta.

Selain kendaraan bermotor roda dua dan roda empat untuk
transportasi jalan, program pengembangan Alat Mekanis
Multiguna Pedesaan (AMMDes) merupakan program utama
industri alat angkut yang mendukung pengembangan industri
kecil dan menengah karena hampir seluruh komponen dipasok
oleh IKM otomotif. Saat ini AMMDes telah diproduksi massal
dengan kapasitas produksi sebesar 3.OOO unit/ tahun.

Industri kereta api di dalam negeri saat ini masih, merupakan
satu-satunya di wilayah ASEAN yang dimiliki sepenuhnya oleh
Pemerintah dengan nama PI Industri Kereta Api (PT INKA)
(Persero). Kemampuan produksi rata-rata PT INKA pertahun saat
ini adalah untuk gerbong barang sebesar 30O unit gerbong,
kereta penumpang (tidak sebanyak 120 unit
kereta, kereta berpenggerak (KRL, KRD, KRDE) sebanyak 4O unit
kereta, lokomotif sebanyak 15 unit, dan bogie sebanyak 3OO
unit. PT INKA saat ini telah masuk ke pasar ekspor dengan
negara tujuan Australia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan
Bangladesh. Melalui skema pembiayaan ekspor, PT INKA
berpeluang untuk penguasaan pasar ekspor
khususnya ke negara-negara yang bukan pasar
tradisional seperti Afrika atau Asia Selatan. Sementara di dalam
negeri dengan arah pengembangan alat trasportasi berbasis rel
seperti Light Rapid TYansit (LRT) I Mass Rapid ??onsit (MRT), serta
High Speed Ttain antar kota yang saat ini sedang dibangun oleh
Pemerintah, merupakan pasar yang sangat besar untuk
mengembangkan industri komponen baik utama rnaupun
penunjang Kereta Api.
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Industri perkapalan tersebar di wilayah Batam, Jawa,
Kalimantan, dan Sulawesi dengan jumlah sebanyak kurang lebih
250 industri. Industri perkapalan mempunyai dua kegiatan
bisnis utama yaitu pembangunan kapal baru dan kegiatan
reparasi kapal. Kemampuan industri perkapalan saat ini
mencapai 1.OOO.OOO DWT/tahun untuk pembangunan kapal
baru dan 12.000.000 DWT/tahun untuk reparasi, dengan
tingkat utilisasi mencapai 4O-45o/o untuk pembangunan kapal
baru, dan 75-85Vo untuk kegiatan reparasi.

Industri pesawat terbang dalam negeri saat ini masih dimiliki
sepenuhnya oleh Pemerintah dan merupakan satu-satunya
industri pesawat terbang di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT
Dirgantara Indonesia. Produk yang dikembangkan saat ini yaitu
pesawat CN-235 (kapasitas produksi 6 buah/tahun), CN-212
(kapasitas produksi 6 buah/tahun) dan N-219 (kapasitas
produksi 12 buah/tahun). Hingga saat ini sudah ada sekitar 235
letter of intent (LoI) untuk pesawat N-219 dari pasar domestik
dan luar negeri. Selain industri manufalrtur pesawat terbang,
saat ini Jasa Maintcnane, Repair dan Ouerhaul (MRO) domestik
juga telah cukup berkembang dan ditawarkan oleh beberapa
perusahaan yang pada umumnya berafiliasi dengan maskapai
penerbangan. Industri MRO domestik mampu menyerap sekitar
3oolo order jasa MRO untuk air /rame, engine dan @mponent
pesawat udara, sedangkan sisanya dipenuhi oleh jasa MRO
asing.

Permasalahan

Permasalahan yang ada di dalam proses produksi kendaraan
bermotor adalah masih dibutuhkannya baja khusus yang harus
diimpor, hal tersebut disebabkan karena produk dari pabrik baja
domestik masih fokus kepada baja konstruksi. Sedangkan
untuk mendukung pengembangan produk substitusi
komponen/bahan baku impor masih diperlukan
dari pemerintah.

Utilisasi pada industri perkapalan menunjukkan bahwa tingkat
pembangunan kapal baru masih rendah, hal tersebut
disebabkan oleh masih tergantungnya produksi dari kegiatan
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu
meskipun jumlah armada kapal yang tercatat terus mengalami
peningkatan tidak serta merta meningkatkan utilisasi industri
perkapalan nasional, penambahan armada kapal tersebut lebih
banyak terjadi karena dominasi dari pembelian kapal bekas
terutama dari impor.

SK No 132750 A

Pengembangan . , .



PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

-35-

Pengembangan industri pesawat udara belum dapat dilakukan
optimal, karena belum terjalinnya sinergi antara industri-
industri pendukung, seperti industri penyedia desain dan
engineering, industri pembuat komponen pesawat, industri
MRO, serta industri penerbangan/airlines dalam negeri.
Keterkaitan sektor industri pesawat udara dengan industri-
industri pendukungnya sangat besar, sehingga apabila sinergi
tersebut tidak dijaga, maka akan melemahkan salah satunya.
Disamping itu, dukungan pemerintah dalam proses sertilikasi
mempengaruhi proses peningkatan kapasitas produksi PI
Dirgantara Indonesia dan pengembangan industri komponen
yang terkait dengan pesawat N-219. Dukungan pemerintah juga
diperlukan guna meningkatkan kapabilitas penguasaan
teknologi serta promosi untuk meningkatlan order jasa MRO di
dalam negeri serta fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, dan
kegiatan yang terkait dengan pengembangan SDM
kedirgantaraan.

3. Peluang dan Tantangan
Rasio kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia yang masih
rendah membuka peluang untuk produksi
kendaraan bermotor karena potensi pasar domestik masih
terbuka lebar. Tlen produksi kendaraan bermotor yang ramah
lingkungan khususnya EV memperoleh perhatian khusus
dengan ditetapkannya berbagai regulasi yang mendukung
antara lain percepatan program KBL Berbasis Baterai untuk
transportasi jalan serta kebijakan konservasi energi berdasarkan
RUEN yang mendukung pengembangan industri kendaraan
yang rendah emisi karbon.
Salah satu tsntangan pada industri kendaraan bermotor adalah
mengenai ketersediaan bahan baku (industri hulu) di dalam
negeri yang belum mampu mendukung kebutuhan industri
perakitan atau industri tier I otomotif. Kemudian bea masuk
untuk industri bahan baku, komponen, IKD dan CKD yang
masih belum harmonis, Terkait standar, untuk ekspor produk
otomotif ke negara mitra masih terkendala terkait mufital
reagnition agreement serta adanya perbedaan segmen produk
yang diminati oleh pasar ekspor dibandingkan selera konsumen
dalam negeri.
Potensi pasar domestik untuk industri AMMDes cukup besar
mengingat wilayah pedesaan yang sangat luas. Namun demikian
pengembangan AMMDes terkendala oleh belum berkembangnya
ekosistem industri, belum adanya standardisasi, dan biaya
manufaktur yang masih mahal serta perlu peningkatan
penguasEran teknologi komponen dan manufaktur.

Peluang . . .
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Peluang pemasaran produk kereta api sangat besar mengingat
adanya program pengembangan transportasi massal di dalam
negeri, yang diikuti oleh pembangunan rel KA antar kota di
Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta penambahan
jumlah rute kereta api sebagai moda transport di dalam kota.
Selain itu perintisan pasar ekspor memiliki potensi yang cukup
baik dengan telah tergarapnya pasar ekspor di Bangladesh,
Filipina, serta dijajakinya potensi pasar di beberapa negara di
Afrika dan Asia.

Terbatasnya kemampuan industri dalam negeri
untuk memahami ketentuan-ketentuan teknis yang
dipersyaratkan dalam memenuhi kebutuhan komponen Kereta
Api, keterbatasan kegiatan RnD&D sektor industri, merupakan
tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri kereta
api. Di Lain hal belum terciptanya regulasi yang mendukung
(misalnya terkait standar teknis, SPM, serta prosedur investasi),
perlunya kesiapan dari sisi teknis dan manajerial dari industri
kereta api dalam menghadapi peningkatan permintaan, perlunya
pembinaan SDM Perkeretaapian (Regulator & Operator),
penguasEran teknologi tinggi termasuk teknologi industri 4.0.

Penerapan azas Cabotage memberikan peluang pengembangan
industri perkapalan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan
penggantian armada-armada kapal niaga nasional. Selain itu
menurut data statistik angkutan laut nasional, volume bongkar
muat baik antar pulau maupun luar negeri menunjukkan tren
positif, serta tersedianya SDM industri yang cukup dan
infrastruktur pendukung kompetensi SDM Industri yang
tersedia.

Pada industri perkapalan, keterlibatan sektor BUMN/BUMD dan
sektor swasta dirasakan masih rendah dan perlu ditingkatlan,
serta regulasi klasifikasi galangan kapal belum ada. Dukungan
kebijakan pembiayaan juga belum optimal, dan hingga 7oolo
kebutuhan komponen kapal masih harus diimpor.

Peluang pengembangan industri pesawat udara di Indonesia
masih terbuka sangat lebar melihat luasnya wilayah Indonesia
sehingga membutuhkan sistem transportasi nasional yang
handal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,
pengembangan dan konektivitas antar wilayah, pertahanan dan
keamanan serta memperkuat kedaulatan NKRI. Selain itu
Indonesia sebagai satu-satunya negara di ASEAN yang
menguasai skill teknologi perancangan, produksi dan manajerial
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industri pesawat terbang, saat ini tengah melakukan
pengembangan produk pesawat terbang untuk jarak menengah
yang sangat cocok untuk wilayah NKRI.

Tantangan dalam pengembangan industri pesawat udara yakni:
regulasi yang dapat terbentuknya sinergi antar
industri pendukung, keterbatasan informasi kemampuan
industri pendukung, dan masih belum optimalnya manajemen
SDM yang mendukung industri pesawat udara.

Tabel 4.4..,
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Tabel 4.4 - Tahapan Capaian Pembangunan Industri Alat Transportasi

Inisiatif Utama - Memperkuat produksi local kendaraan ICE
- Mendorong investasi EV
- Pengunaan Bio Fuel
- Penggunaan Bio Etanol
- Mendorong ekspor KBM ICE roda 2 dan 4
- Pengembangan produksi lokal sepeda motor listrik
- Memulai produksi xEV
- Mendorong investasi xEV
- Pengembangan AMMDes bertenaga listrik
- Pemberdayaan IKM Komponen Kendaraan Bermotor

- Memperkuat produkci local kendaraan ICE
- Mendorong investasi EV
- Penggunaan Bio Fuel
- Penggunaan Bio Etanol
- Mendorong ekspor KBM ICE mda 2 dan 4
- Pengembangan produksi lokal sepeda motor listrik
- Memulai produksi xEV
- Mendorong investasi xEV
- Persiapan stl'tdi Autanonous Vehicle

- Pengembangan AMMDcs bertenaga lbtrik
- KomersialisasiAMMDes
- Pemberdayaan IKM Komponen Kendaraan B€rmotor

- Memperkuat produkei local kendaraan ICE
- Mendorong invBtasi EV
- Penggunaan Bio Fuel
- Penggunaan Bio Etanol
- Mendorong ekspor KBM ICE roda 2 dan 4
- Pengembangan produksi lokal sepeda motor

ligtrik
- Memulai produksi xEV
- Mendorong investasi xEV
- Persiapan studi Autott,nan/,s Vehicb
- Pemberdayaan IKM l(omponen Kendaraan

Bermotor

Aktivitas . . .
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- Implementa3i harmonisaai skema perpajakan
- Mempromosikan skema RDnD komponen KBM dan

peningkatan kualita8 SDM khusuanya untuk
desrln, EV, komponen dwr oduanced. maren:als serta
vokasi SDM bagi industri KBM

- Fasilitasi implementasi penggunaan bio fuel dan bio
etanol

- Promosi Investasi kendaraan xEV
- Dukungan pembukaan akses Pasar
- Pengembangan Standar KBM yang merujuk pada

stsndar global
- Meningkatkan kemampuan pmduksi bahan baku

(baja, kimia)
- Meningkatkan produktivitas kendaraan ICE dengan

mengadopsi teknologi
- Memp€rkuat kemampuan manufaktur komponen

lokal dengan mempercepat FDI dan trartsfer
teknologi

Aktivitas Utarra - lmplementasi harmonisasi skema perpajakar
- Mempromosikan skema RDnD komponen KBM dan

peningkatan kualitas SDM khususnya untuk
design, EY , komponen dan aduaned. materi,,ls sert,
vokasi SDM bagi indushi KBM

- Faeilitasi implementasi penggunaan bio fuel dan bio
etanol

- Promosi Investasi kendaraan xEV
- Dukungan pembukaan akses Pasar
- Pengembangan Standar KBM yang merujuk pada

otandar global

- Meningkatkan kemampuan prcduksi bahan baku
(baja, kimi4

- Meningkatkan produktivitas kendaraan ICE dengan
Bengadopsi teknologi

- Memperkuat kemampuan manufaktur komponen
lokal dengan mempercepat FDI dan transfer
teknologi

- Impl€rnentasi harmonisasi skema perpajakan
- Mempromosikan skema RDnD komponen KBM

dan pcningkatan kualitas SDM khususnya
untuk des{,rm, EV, komponen dan aduaned
,rll,teriols serla vokasi SDM bagi industri KBM

- Fasilitasi implementasi penggunaan bio fuel
dan bio etanol

- Promosi Investasi kcndaraan xEV
- Dukungan pembukaan akses Pasar
- Pengembangan Standar KBM yang merujuk

pada standar global
- Meningkatlan kemampuan produksi bahan

baku (baja, kimia)
- Meningkatkan produktivitas kendaraan ICE

dengaa mengadopsi teknologi
- Memperkuat kemampuan manufaktur

komponen lokal deng{rn mempercepat FDI dan
transfer teknologi

Membuat
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Jenis lndustri
Prioritas

- Membuat Roadnup vIJfik Bia FueL

- Evaluasi komitmen Peserta Program PPnBM

- Pengembengan model bisnis AMMDes
- Peniagkatan level aistem manufaktur dan

kompeGnBi SDM IKM kendaraan bermotor

Industri Kendaraan Elermotor
1. Penggerak mula (engn:ne) listrik danfuelell
2. Perangkat transmisi (pourer rroin)

- Membuat Roadmap ufiruk Bb I\teL
- Evalu,asi komitmen Peserta Progrsm PPnBM
- Promosi dan kampanye penggunaan AMMDea
- Peningkatan level sistem manufaktur dan

kompetensi SDM IKM kendaraan bermotor

- Membuat Roadnqi\EJk Bb F el.

- Evaluasi komitmen Peserta Program PPnBM

- Peningkatan level sbtem manufaktur dsn
kompetensi SDM lKM kendaraan bermotor

lr'fittlf.s.trlPl
Inisiatif Utama - Pengembangan teknologi mat€rial kereta api

- Penguassan teloologi komposit
- Penguasaan teknologi nanufofr[e konaposit
- Pengu.asaaa verifikasi struktur komposit
- Penggunaan Bio Fuel sampai ke El80.

- Peng€mbangar produk mrbodu
aluminium/komposit

- Pengembangan produk bogie kereta dan komponen
pcn5ruEun bogie

- Pengembangal produk eksterior dan interior

- Pengembangan produk oarbody komposit
- Pengembangan produk bogie kereta dan

komponen pen5mEun bogie

- Pengembangan pmduk ekstcrior dan interior
komposit

Aktivitas
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Viv'l
Aktivitas Utama - Pengembaagan Standarlntemasional

- Implementa8i StandeJ Kompetensi Keda Nasional
Indonesia

- Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM
- Desain dan produkai komponen sarana

perkeretaapian
- PenJ,usunan regulasi/kebijalan yang terkait

- Pengembangan Standarlnternasional
- Implementasi Standar Kompetensi Kerja Nasionat

Indonesia
- Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM
- Desain dan produksi komponen sarana

p€rkeretaapian
- Pen5msunan regulasi/kebiiakao yang terkait

- Pengembangan Standar Intemasional
- Implementasi Standar I6mpetensi Kerja

Nasional Indonesia
- Menyediakan dan meningkatkan kemampuan

SDM
- Desain dan produksi komponen sararra

perkeretaapian
- Penlrusunan r€gulasi/kebiialan yang terkait

Industri Kereta Api
1. Kereta listrik

Jenis Industri
Prioritaa

Inisiatif Utama - Optimalisasi pcmbangunan kapal dalam negeri
sebagai baseload peningkatan kemampuan dan
utilisasi

- Penguatart kemampuan industri pendukung

- Optimalisasi pembangunan kapal dalam negeri
sebagai baseroad peningkatan kemampuan dan
utilisasi

- Penguatan kern mpuan industri pendukung

- Optimalisaei pernbangunan kapat dalam
negeri sebagai baselood peningkatan
kemampuan dan utilisasi

- Penguatan kemampuan industri pendukung

Penguatan . . .
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- Penguatan kegiatan RnD&D khususnya untuk
industri komponen dan industri penunjang

- Peningkatan kemampuan dan sertilikasi SDM
industri perkapalan termasuk penempatan kerja
baik dalam negeri maupun luar negeri

- Peningkatan penguasaan teknologi, rancang
bangun, dan reka5rasa industri perkapalan dan
komponen kapal

- Pcningkatan akses pa.sar produk industri
perkapalan dan komponen kapal

- Perbaikan iklim usaha untuk m€ndukung
pengembangan industri maritim

- Peningkatan lGndungan Iokal (TKDN) Sektor
Industri Perkapalan dan Komponen Kapd

- Revitalisasi dan r€strukturisasi fasilitas produksi
untuk mendukung kegiatan produksi baik
pembangunan kapal baru maupun kegiatan
reparasi kapal

Penguatan kegiatan RnD{BD khususnya untuk
industri komponen dan industri penunjang
Peningkatan kemampuan dan sertifrkasi SDM
industri perkapalan termasuk penempatan kerja
baik dalam negeri maupun luar negeri
Peningkatan penguasaan teknologi, rancang
bangun, dan rekaya3a industri perkapalan dan
komponen kapal
Peningkatan akses pasar produk industri
perkapalan dan komponen kapal
Perbaikan iLlim usaha untuk mendukung
pengembangan industri maritim
Peningkatan Kandungan Lkal IrKDN] Sektor
Industri Perkapatrar dan Komponen Kapal
Revitalisasi dan re Etrulidr.rrisasi fasilitas produksi
untuk mendukung kegiatan produksi baik
pembangunan kapal baru maupun kegiatan
reparasi kapa.l

Penguatan kegiatan RnD&D khususnya untuk
industri komponen dan indusai penunjang
Peningkatan kemampuan dan sertilikasi SDM
industri perkapalan termasuk penempatan
kcda baik dalam negeri maupun luar negeri
Peningkatan penguaaaan teknologi, rancang
bangun, dan rckayaea industri prcrkapalan
dan komponen kapal
Peningkatan akses pnser produk industri
perkapatran dan komponen kapal
Perbaikan iklim usaha untuk mendukung
pengembangan industri maritim
Peningkatan Kandungan Irksl (IKDN) Sektor
Industri Perkapalan dan Komponen Kapal
Revitalisasi dan restrukturisasi fasilitas
produksi untuk mendukung kegiatan
produkei baik pembangunan kapal baru
maupun kegiatan reparasi kapal

Aktivitas . . .
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- Mengusulkan rrgulasi industri perkapalan:
1. Pen5msunan regulasi klasifrkasi galangan kapal
2. Pengusulan regulasi tentang standar biaya

pembangunan kapal baru dan reparasi kapal
3, Pengusulan regulasi tentang desain kapal seris
4. Pengembangan regulasi pembiayaan sektor

industri perkapalan dal komponen kapal
5. Finalisaei roadmap pngernbangan industri

maritim
6. Pengembengan regulasi industri penutuhan kap€I

(shlp recycling industri)
- Mengusulkan pengembangan industri komponen

kapal :

I . Peningkatan kualitas / standar produk industri
komponen prrkapalan

2. Pen5nrsunan roadmnp prlngerlnbangan industri
komponen kapal

- Mengusulkan regulasi industri perkapalsn:
1. Pengusulan regulasi tentang standar biaya

pembangunan kapal baru dan reparasi kapal
2. Pengusulan regulasi tentang desain kapal seris
3. Pengembangan regulasi pembiayaan sektor

industri perkapalan dan komponen kapal
4. Finalisasi roadmalt pngemt:r.tgan industri

maritim
5. Pengembangan regulasi industi penutuhan kapal

(stulz reqgrcftn, industri)
- Sosialisasi regulasi klasifikasi galangan kapal
- Mengusulkan pengembangan induetri komponen

kapat :

1. Peningkatan kualitas /etandar produk industri
komponen perkapa.lan

2. Pcnlrusunan roadrnop pngembarrgan industri
komponen kapal

Aktivitas Utama - Mengusulkan regulasi industri perkapalan:
1 Pengusulan reguLasi tentang standar biaya

pembangunan kapal baru dan reparasi kapal
2. Pengusul,an regulasi tentang desain kapal

serig

3. Pengembangan regulasi pembiayaan sektor
industri perkapalan dan komponen kapal

4. Finalisasi roadmap petgembangan industri
maritim

5. Pengembangan regul,asi industri penutuhan
kapal (sh.1p recgrcIing induetri)

- Sosieliiasi regulasi klasilikasi galangian kapal
- Mengusulkan pengembanga-n industri

komponen kapal :

l. Peningkatan kualitas /standar produk
industri komponen perkapalan

3. Sertifftasi
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3. Sertilikasi TKDN produk industri perkapalan dan
komponen kapal

4. Sosialisasi SNI lifejacket
5. Penyiapan lab uji SNI wajib lif,ejrclet

- Penguatan akses pasar industri perkapelan dan
komponcn kapal:
l. Promosi Investasi bidang lndustri maritim
2. Pembukaan akses pasar di luar negri

- Penguatan SDM industri perkapalan dan komponen
kapal:
1. Memperkuat kerjasama pengembangan sDM

bidang perkapalan dengan negara mitra (Korea
Selatan, Jepang, Taiwan)

2. Pengembangan atandar kompetensi bidang
maritim

3. Peningkatan komp'etensi SDM industri maritim
- Audit teknologi industri, lrn5msunan rEkomendasi

dan insentif rcvitali8aoi dan

2. PenJrusunan roadmap pengembangan
industri komponen kapal

3. Sertifikasi TKDN produk industri perkapalan
dan komponea kapal

4. Sosialisasi SM lifejarleet
5. Penlapan lab uji SNI wajib Afefucl@t

- Penguatan akses paEar industri perkapalan darl
komponen kapal:
l. Promosi Investasi bidang Industri maritim
2. Pembukaan akscs pasar di luar negri

- Penguatan SDM industri perkapatran dan
komponen kapal:
l. Memperkuat kerjasama pengembangan

SDM bidang perkapa.lan dengan negara
mitra (Korca Sel,atan, Jepang, Taiwan)

2. Pengembangan standar kompetensi bidang
maritim

3. Sertilikasi TKDN produk industri perkapalan dan
komponen kapal

4. Sosialisasi SNI tifejacket
5. Penyiapan lab uji SM wajib tifejaclet

- Penguatan akses pasar industri perkapalan dan
komponen kapal:
1. Promosi Inv$taei bidang Industri maritim
2. Pembukaan akses pasar di luar negri

- Penguatan SDM industri perkapalan dan komponen
kapal:
1. Memperkuat kerjasama pengembangan SDM

bidang perkapalan dengan negara mitra (Korea
Selatan, Jepang, Taiwan)

2. PenEembangan standar kompetensi bidang
maritim

3. Peningkatan kompetensi SDM industri maritim
- Audit teknologi industri, penyusunan rekomendasi

dan resulasi kebiiaken insentif revitalisasi dan

restrukturisasi
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mrIl
restrukturisasi fasilitas produksi pembangunan dan
reparasi kapal

restruldurisasi fasilitas produksi pembangunan dan
reparasi kapal

3- Peningkatan komp€tensi SDM industri
maritim

Jenis Industri
Prioritas

Industri Perkapalarr
1. Ikpal laut
2. Kapal selam (eksploitasi bawah laut)

Inisiatif Utama - Memperkuat produksi lokal, khusuanya
mendukung pengembangan pesawat jarak
menengah/propeler engine

- Meadorong investasi indu8tri komponen utama dan
penunjang (parrs lainnya) dan kompnnennya

- Mendorong ekspor pesawat terbang dan
komponennya

- Mendorong penguatan industri Jasa Perbaikan
Pesawat Udara (MRO| sebagai penunjang industri
utamanya

Memperkuat produksi lokal, khususnya
mendukung pengembangan pesawat jarak
menengah/propebr engine
Mendorong investaei induetri kompoaen utama dan
penunjang (@rrs Lainnya) da.tr komponennya
Mendorong ekspor pesawat terbang dan
komponennya
Mendorong penguatan industri Jasa Perbaikan
Pesawat Udara (MRO) sebagai penunjang industri
utamanya

- Memperkuat produksi lokal, khususnya
mendukung pengembangan pesawat jarak
menengah/propeler engine

- Mendorong investasi industri komponen
utama dan penunjang (parts lainnya) dan
komponennya

- Mendorong ekspor pesawat terbang dan
komponennya
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Mendorong penguatan indu$tri Jasa Perbaikal
Pesawat Udara (MRO) sebagai penunjang
industri utamanya

Alftivitas Utama - Persiapan implementasi skema perpajaksn
- Memfasilitasi sinergi penguatan industri komponen

p€sawat udara dan MRO
- promosi produk dan fasilitasi investasi untuk

kemitraan strategis dengan industri MNC
- Pembukaan akses pasar ekspor
- Meningkatkan kernampuan produksi komponen

bahan baku
- Memperkuat kemampuan rnanufaktur presawat dan

komponenn5ra dengan mempercepat t?r}sfer
teknologi

- Penlrusunan regulasi/kebiiakan yang terkait

- Persiapan implementaai skema perpajakan
- Memfasilitasi sinergi penguatar industri komponen

pesawat udara dan MRO

- promosi produk dan liasilitasi inveataai untuk
kemitraan strategis dengal industri MNC

- Pernbukaan akses pasar ekspor
- Meningkatlan kemampuan produksi komponen

bahan ba-ku

- Memperkuat kemampuan manufaktur pesawat dan
komponennya dengan mempercepat transfer
teknologi

- Penrusunan reguLasi/keblialan ya-ng terkait

- Persiapan implementasi skema perpajakan
- Memfasilitasi sinergi penguatan industri

komponen pesawat udara dan MRO
- promosi produk dan fasilitasi investasi untuk

kemitfaan strategis dengan industri MNC

- Pembukaan akses pasar ekspor
- Meningkatkan kemampuarl produksi

komponen bahan baku
- Memperkuat kemampuan manufaktur pesawat

dan komponennyadengan mempercepat
traJrsfer teknologi

- Penyuaunan rEgulasi/kebijakan yang terkait

Jenis . . .
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Jenis Industri
Prioritas

Industri Kedirgantaraa!
1. Pesawat terbang propeler
2. Komponen pesawat

3. Perawata, pesawat

4.5Tahapan...
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4,5. Tahapan Capaian Pembangunan Industri Elektronika dan
Telematika/ICT

1. Kondisi Saat Ini
Industri elektronika dan telematika merupakan klaster industri
yang termasuk kedalam kategori produk berteknologi tinggi
(Iligh-Tech Produds) menurut klasifikasi UNIDO. Penambahan
populasi industri pada sektor ini selama periode 2O|2-2OL7
rata-rata sejumlah 31 perusahaan per tahun. Menurut Data IBS,
perusahaan pada sektor Komputer, Barang Elektronik dan Optik
(KBLI 26) berjumlah 497 perusahaan di tahun 2Ol9 atau naik
2,26% daxi tahun sebelumnya. Nilai ekspor produk dari induski
komputer, barang elektronik dan optik di tahun 2019 bernilai
USD5,75 Milliar dan capaian investasi baik PMA & PMDN pada
sektor industri elektronika dan telematika di tahun 2Ol9 sebesar
Rp5,3 triliun.' Industri animasi di Indonesia terdiri atas kelompok produk film
animasi, video, dan fotografi. Kontribusi sektor tersebut
terhadap PDB Nasional pada tahun 2O16 memang terbilang
kecil, yaitu senilai 0,O17% dengan nilai ekspor senilai USDI.161.
Namun laju pertumbuhan sektor tersebut pada tahun 2014-
2O16 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pada tahun
2Ol4 laju pertumbuhan sebesar 5,31% menjadi 10,09% pada
tahun 2O16. Jumlah penduduk yang bekerja pada sektor
tersebut pada tahun 2O 16 berjumlah 39.546 orang yang tersebar
pada2.4L8 perusahaan. Pelaku industri animasi masih terpusat
di kota-kota besar. Pasar animasi Indonesia masih banyak yang
diisi oleh produk impor, dan nzunun demikian hasil karya lokal
seb"sian besar berorientasi ekspor.
Kontribusi sektor industri sofiware dan games terhadap PDB
Nasional pada tahun 2016, yaitu senilai 1,86% dengan nilai
ekspor senil,ai USDlO.9 miliar. laju pertumbuhan sektor
tersebut pada tahun 2OL4-2O16 mengalami kenaikan yang
cukup signifikan, dari 6,010lo menjadi 8,O6%o pada tahun 2O16.
Penyerapan tenaga kerja tahun 2016 sejumlah 41.065 orang
yang tersebar pad,a 12.44L perusahaan.

2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi pada sektor induski elektronika
konsumsi dan komponen adalah ketergantungan pada barang
impor, dimana produk impor harganya lebih kompetitif dan
berteknologi maju. Perjanjian internasional yang menghilangkan
taiff-barrier produk elektronika dari negara mitra menyebabkan
produk impor yang masuk ke Indonesia dengan harga yang
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sangat kompetitif dibandingkan dengan produk elektronika
domestik. Penguatan struktur industri melalui pengembangan
industri komponen elektronika membutuhkan skala ekonomi
yang besar dan padat modal. Daya saing penumbuhan industri
juga diukur dengan adanya pesaing industri komponen luar
negeri sebagai pemasok global.

Dalam hal teknologi, sektor industri elektronika konsumsi dan
komponen masih perlu dikembangkan terutama pada produk
semikonduktor serta komponen lainnya seperti CPU, baterai dan
LCD. Penguasaan teknologi nasional melalui riset pada produk
tersebut masih lemah.

Harmonisasi kebijakan terkait pengaturan aspek perdagangan
ekspor dan impor komponen elektronika yang digunakan oleh
produsen lokal perlu diterapkan, misalnya terkait kemudahan
rmpor komponen baterai dalam perangkat PC dan smartplone
jenis Lithium yang memiliki perbedaan spesifikasi teknis dengan
SNI. Saat ini produsen PC dan smartphone lokal mengalami
hambatan sehingga bahan baku komponen yang dibeli lebih
mahal l5-2oo/o dari negara asalnya. Hal ini dikarenakan
pemberian insentif pajak sampai dengan L7 ,5o/o bag, produsen di
negara tersebut. Akibatnya harga produk PC dan smartplwne
lokal tidak berdaya saing karena konsumen lebih memilih
produk jadi yang lebih kompetitif dari sisi harga.

Belum banyaknya perusahaan distributor yang mampu
memasarkan film-film animasi dalam negeri menjadi
penghambat perkembangan industri animasi. Dari sisi Sumber
Daya Manusia (SDM), Indonesia memiliki banyak SDM dengan
potensi sebagai game artist dan programrn-er, namun belum
diimbangi dengan kualitasnya sebagai pemasok industri
permainan interaktif. Ditambah lagi rendahnya minat SDM yang
berkualitas untuk masuk ke industri games lokal menyebabkan
mereka masih lebih memilih untuk bekerja di luar negeri atau
perusahaan asing di dalam negeri. Selain itu jumlah pendanaan
yang masuk ke industri tersebut relatif kecil. Ditambah dengan
minimnya kerjasama antar pelaku (pemerintah, bisnis, dan
pendidikan) dalam membangun ekosistem industri sofiware dart
konten. Sehingga diperlukan sinergi antar pemangku
kepentingan dalam ekosistem ini untuk memaksimalkan potensi
industri secara keseluruhan.
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3. Peluang dan Tantangan

Melalui momentum implementasi industri 4.0 di sektor
elektronika produsen elektronika dalam negeri
mampu meningkatkan produktifitas dan elisiensi dalam proses
produksi, sehingga peningkatan manufaktur di sektor industri
elektronika dapat tercapai. Dengan tercapainya hal tersebut,
maka secara bersamaan akan meningkatkan kemampuan dan
keterampilan dari SDM industri elektronika dalam negeri.

Produk PC masih didominasi barang impor meskipun terdapat
beberapa merk lokal yang perlu memperoleh dukungan lebih.
Beberapa merk multinasional juga telah melakukan perakitan di
dalam negeri. Selain itu perlu adanya mekanisme monitoring
terhadap perbandingan harga jual dibanding biaya produksi,
dimana telah ada indikasi terjadi dumping yang menimbulkan
persaingan yang tidak sehat dan mendistorsi proses
pertumbuhan industri dalam negeri yang pada akhirnya akan
merugikan produk lokal.

Kebijakan TKDN sudah berjaLan cukup baik tetapi masih
diperlukan audit untuk semua merek termasuk TKDN non-
manufaktur serta perlu adanya penerapan Pajak Barang Mewah
(progresive) untuk smarfphone di atas USD3OO harga PIB.

Besamya potensi pasar domestik yang didukung oleh skill
sumber daya manusia Indonesia di bidang animasi memberikan
peluang besar untuk kemajuan sektor ini. Beberapa faktor yang
dapat mempengaruhi keberhasilan pengembangan sektor ini
antara lain terkait pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan
talenta agar mau berkarir di dalam negeri, fasilitas studio
animasi dan dukungan konsisten dari dunia industri dalam
pengembangan produk baru.

Tabel 4.5...
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Tabel 4.5 - Tahapan Capaian Pembangunan Industri Elektronika dan Telematikall0T

Inisiatif Utama -Mendorong investasi luar negeri industri
elektronika dan telematika

- Mendorong ekspor produk industri elektronika
- Memfasilitasi pengembangan center of exellenl
industri elektronika dan telerratika

- Peningkatan kompetensi SDM industri
elektronikE dan telematika

- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
untuk industri elektronika

- Pengembangan standardisasi industri
€l€ktronika dan telematika

- Pengembangan riset dan inovasi untuk
perancangan produk elektnonika dan telematika

- Penyediaan bahan baku untuk industri
elcktronika dan komponen elektronika

- Mendorong trartafer teknologi industri
elektmnika dan telematika

- Mengundang pelaku industri elektronika
terkemuka untuk berinvestasi

- Promosi Investasi industri elekronika dan
telematika di luar negeri

- Mengusulkan iDsentif untuk menarik invBtasi
industri elektronika dan telematika

- Mendorong investasi luar negeri industri elektronika
dan telematika

-Mendorong ekspor produk industri elektronika
- Memfasilitasi pengembangan enar of exciltent
industri elektronika dan telematika

-Peningkatan kompetensi SDM industri elelrtnjnika dan
telematika

- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk
industri elektronika

-Pengembaagan standardisasi industri elektronika dan
telematika

-Pengembangan risct dan inovasi untuk perancangan
produk elektroniLa dan telematika

-Penyediaan bahan baku untuk industri elelitronika
dan komponen elektronika

-Mendorong transfer teknologi industri elektronika dan
telematika

- Mengundang pelaku industri elektronika terkemuka
untuk berinvestasi

- Pmmosi InvestaBi industri elekronika dan telematika
di luar negeri

- Mengusulkan insentif untuk menarik investasi
industri elektronika dan telematika

- Mendorong investasi luar negeri industri
elektonika dan telematika

- Mendorong ekspor produk industri elektronika
- Memfasilitasi pengcmbangan @rrtct of ex@llent
industri elektronika dan telematika

- Peningkaton kompetensi SDM induEtri
elektronika dan telematika

- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
untuk industri elektronika

- Pengembangan stardardisasi industri elektronika
dan telematikq

- Pengembangan riset dan inovasi untuk
lxrancangan produk elekEonika dan telematika

- Penyediaan bqhan baku untuk industri
elektmnika dan komponen elektronika

- Mendorong transfer telorologi induetri elektronika
dan telematika

Aktivitas Utama - Mengundang pelaku indugtri elektronika
terkemuka untuk berinvestasi

- Promoai Inveatasi industri elekronika dan
telematika di luar negeri

- Mengusulkan insentif untuk menarik investasi
industri elektronika dal tclematika
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- Bttsitlr,s mat&ing dengan industri luar negeri
- Pemetsan pohon industri produk elektronika

dan telematika
- Penjajakan pasar non tradisional (Afiks. dan

Amerika Selatsn)
- Mengoordinasikan penelitian dan

pengembangan produk IoT untuk industri
- Meningkatkan sinergi antara lembaga litbang

dengan industri elektronika dan telematika
dalam raagka penguasaan teknologi

- Memfaeilitasi pengembangan industri foundry
penghasil material semicpndudar

- Mempercepat pengembangan keterampil,an bagi
SDM industri tingkat engineer

- Meningkatkan kemampuan rnanagerid SDM
industri elektfonika da-n telematika

- Implementasi kebijakan TKDN produk industri
elektronika

- Mendorong PSDN pada kegiatan pr€ngadaan
dengBn APBN

- PenJrusunan dan penerapan standar produk
industri elektncnika dan telematika

- Penyusunan dan penerapan standar
kompetensi SDM industri elektronika dan
telematika

- Busillcss match@ dengan industri luar negeri
- P€metaarx pohon industri prcduk elektrcnika dan

tclematika
- Penjajakan pasar non tradisional (Afrika dan Amerika

Selatan)

- Mengoordinasikan penelitian dan pengernbalgan
produk IoT untuk industri

- Meningkatkan sinergi antara lembaga litbang dengan
industri elektronika dan telematika d.lam rangka
penguasaan teknologi

- Memfasilitaoi pengembangan industri foundry
penghasil material semir,.nductot

- Mempercepat pengembangan keterampilan bagi SDM
industri tingkat engrEer

- Meningkatkan kemampuan managerial SDM industri
elektronika darr telematika

- Implementasi kebiiakan TKDN produk industri
elekEonika

- Mendorong P3DN pada kegiatan prengadaan dengan
APBN

- Penyusunan dan penerapan standar produk industri
elektronika dan telematika

- Penlrusunan dan penerapan standar kompetensi SDM
industri clektronika dan telematika

- Busirnss narching dengan industri luar negeri
- Pemetaan pohon industri produk elektronika dan

telematika
- Penjajakan pasar non tradisional (Afrika dan

Amerika Selatan)
- Mengoordinasikan penelitian dan pengembangan

produk IoT untuk industri
- Meningkatlan sinergi antara lembaga litbang

dengan industri elektronika dan tclematika
dalam raagka penguasaan teknologi

- Memfasilitasi pengembangan industri pundry
penghasil material semiandudDr

- Mempercepat pengembangan keterampilan bagi
SDM industri tingkat engbBer

- Meningkatlan kemampuan managerial SDM
industri elektronika dan telematika

- Implementasi kebijakan TKDN prpduk industri
elektronika

- Mendorong PADN pada k€giatan prengadaan
dengan APBN

- PenJrusunan dan pen€rapan stardar prcduk
industri elektronika dan telematika

- PenSmsunan dan penerapan standar kompetensi
SDM industri elektronika dan telematika
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- Memfasilitasi penerapaa industri 4.0 pada
industri elektronika dan telematika

- Memfasilitasi pengembangan ris€t untuk
pmduk baterai

- Memfasilitasi alih teknotrogi industri baterai
untuk keperluan industri

- Memanfaatkan teknologi dan investasi asing
- Penerapan teknologi manufacturing 4.0 pada

sektor industri elektronika dan telematika (IoT,
Bis tld,to,l

- Memfasilitasi penerapan industri 4.O pada industri
elelrtronika dan telematika

- Memfasilitasi pengembangan riset untuk produk
bat€rai

- Memfasittasi alih telsxologi iDdustri baterai untuk
keperluan industri

- Memanfaatkan teknologi dan investasi a8ing

- Penerapan teknologi manuliacturing 4.O pada s€ktor
industri elektronika dan telematika (IoT, Big datn)

- Memfasilitasi penerapan industri 4.O pada
industri elcktronika dan telematika

- Memfasilitasi pengembangan riset untuk produk
bat€rai

- Memfasittasi alih teknologi industri baterai
untuk keperluan industri

- Memanfaatkan telmologi dan investasi asing

- Penerapan teknologi manufacturing 4-0 pa.da
sektor industri elektronika dafl telematika (IoT,
Ets d,,ta,l

Jenis Industri
Prioritas

Industri Elektronika
l. Sn art home o{,F,li(,rlcf,s
2. Komponen elektpnik, (tanpa komponen fabrikasi/fablcss)

Industri Komputer
l. Komp[)ter Wh speed

Industri Peralatan l(omunikasi
1. Transmisi telekomunikasi (radar dan satelit)
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4.6. Tahapan Capaian Pembangunan Industri Pembangkit Energi

1. Kondisi Saat Ini

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 4 Tahun
2016 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan
sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 14 Tahun
2OL7 dan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis
nasional (PSN) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2O2O yangmengatur program
infrastruktur 35.000 megawatt ke dalam
Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal tersebut diharapkan dapat
memberikan dampak terhadap kebutuhan
peralatan listrik dan pembangkit energi, sehingga industri
pembangkit energi dalam negeri dapat berkembang. Hingga saat
ini pemenuhan kebutuhan peralatan listrik masih banyak
dibantu dengan impor. Sedikitnya utilisasi produk nasional
menunjukkan rendahnya kemampuan industri untuk tumbuh.

Nilai impor alat kelistrikan dan alat energi pada periode 2012-
2Ol7 terus mengalami peningkatan, berbanding terbalik dengan
nilai ekspornya yang menurun. Namun seiring dengan
tumbuhnya pasar domestik, pemain transformator tenaga mulai
menargetkan penjualannya di pasar domestik sehingga nantinya
impor alat listrik al<an berkurang. Melambatnya perekonomian
global juga berdampak terhadap penurunan kinerja industri
peralatan listrik yang berujung kepada turunnya penyerapan
tenaga kerja di sektor ini.

2. Permasalahan

Industri hulu (material dan komponen) pada industri peralatan
listrik masih lemah karena pemenuhan kebutuhan tersebut
masih dipenuhi oleh impor. Selain itu, di dalam proyek
pembangkit sebagian besar design dan engineering @mpanA
berasal dari luar negeri, sedangkan peranan desQn dan
engiraeritq @mpang sangat penting di dalam penentuan daftar
peralatan yang dipakai. Pemerintah perlu mendorong
keterlibatan desQn dan engineeing ampang dalam negeri
sehingga setiap design dari infrastrul:tur ketenagalistrikan akan
memaksimalkan penggunaan produk-produk dalam negeri.
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Penguasaan teknologi baik untuk pengujian maupun
produk peralatan kelistrikal di dalam negeri

perlu dikembangkan lebih jauh, sehingga untuk pengujian
produk peralatan kelistrikan dapat dilakukan di dalam negeri
dan mengurangi biaya produksi. Upaya transfer teknologi bidang
ketenagalistrikan juga perlu dikembangkan khususnya untuk
teknologi lanjutan seperti ultra super critiu,l technologg.

dari tenaga kerja pada industri pembangkit listrik
dan peralatan listrik cukup mempunyai kemampuan untuk
mendukung pengembangan produk dan teknologi proses,
narnun institusi/balai latihan perlu dimanfaatkan secara lebih
optimal dalam penyediaan tenaga kerja yang trampil,

3. Peluang dan Tantangan

Dengan adanya program pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan 35.OOO MW telah memberikan peluang bagi
industri peralatan listrik dalam negeri untuk dapat lebih
berkembang. Potensi pasar peralatan listrik dalam negeri untuk
dapat memenuhi kebutuhan proyek tersebut
sangat besar, mengingat adanya Permenperin yang telah
menetapkan nilai minimal TKDN yang harus dicapai pada setiap
pembangkit listrik. Sehingga diharapkan pemakaian akan
produk dalam negeri dapat dioptimalisasi oleh
kontraktor/ pembangkit listrik.
Menurut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), hingga tahun
2024 total kebutuhan liskik di Indonesia mencapai 129 GW
dimana sebesar 77 GW masih perlu dibangun. Maka PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) berencana untuk
melalrukan investasi sekitar Rp 1 .793 triliun untuk
pembangunan fasilitas listrik (pembangkit, transmisi, gardu
induk, dan distribusi) selama 10 tahun ke depan. Dengan
investasi yang besar tersebut diharapkan dapat mendorong
pemberdayaan industri dalam negeri.

Tantangan dalam mendorong industri pembangkit listrik adalah
kurang mampunya produsen lokal untuk bersaing dengan
produk dari impor. Perlu untuk mendorong agar seluruh proyek
infrastruktur menggunakan produk-produk dari industri
pembangkit listrik dalam negeri. Selain itu juga perlu adanya
ketegasan terhadap penerapan dari capaian nilai TKDN yang
telah ditetapkan pada pembangkit listrik. Kemudian untuk
mendorong industri komponen dan material pendukung industri
pembangkit listrik diperlukan insentif dan iklim usaha yang
mendukung,

Tabel 4.6...
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Tabel 4.6 - Tahapan Capaian Pembangunan Industri Pembangkit Energi

- Penerapan manajemen energi yang efisien, serta
penggunaan energi melalui penerapan teknologi
penghcmat listrik

- Peningkatan pemintaan komponen kelbtrikan
melalui penerapan kebiiakar manajemen energi
dan penerapan Eknologi penghemat listrik

- Penerapan Standar Nasional Ketenaaelistriksn (SNI
Produk lndustri Peralatan Pembangkit Ustrikl

- Pemanfaatan Produk Sel Surya sebagai
Sumber Energi di Sektor Industri

- Mendorong penerapan malajemen energi yang
elisien, serta penggunaan energi metralui
penerapan teknologi penghemat listrik

- Mendorong PenerapaJr Standar Nasional
Ketenagalistrikan (SNI Produk Indushi Peralatan
Pembangkit Listrik)

- Pen]nrsunan RSNI Produk Industri Ketenagalistrikan
- Memfasilitasi p€mbangunan laboratorium pcngujian

produk industri peralataa pembangkit listrik

- Memfasilitasi Pemanfaatan Produk Sel Surya
Sebagai Snmber Energi di Sektor Industri

- Pemberian ineentif atas pemanfaatan produk
sel surya sebagai sumber energi di sektor
industri

Industri Alat Kelistrikan
1- Motor/generatorlistrik
2. Baterai
3. Solar ell
4. PembsrAkit Listrik Tenaga Nuklir

Inisiatif Utama

Aktivitas Utama

Jenis Industri
Prioritas
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4.7. Tahapan Capaian Pembangunan Industri Barang Modal,
Bahan Penolong, dan Jasa Industri

l. Kondisi Saat Ini
Produsen (industri manufaktur) mesin perkakas di Indonesia
belum banyak berkembang dan jumlahnya relatif masih sedikit.
Program hilirisasi yang tidak diikuti dengan pengembangan
industri penunjang menyebabkan produsen barang modal sulit
berkembang dan pasar dikuasai produk impor. Produsen mesin
perkakas dalam negeri pada umumnya hanya memproduksi
mesin perkakas sederhana seperti mesin bor, mesin gerinda dan
mesin lipat pelat tipis. Keterbatasan kapasitas produksi nasional
yang hanya sekitar l.2OO unit per tahun pun sangat jauh untuk
memenuhi kebutuhan di dalam negeri yang cukup tinggi. Secara
kemampuan teknis, Industri lokal memiliki SDM rancang
bangun, walaupun terbatasnya sarana dan prasarana dan modal
dapat melaksanakan job order dengan baik dan memenuhi
tuntutan QuaW, Cost and Deliuery. Hingga saat ini
perkembangan ekspor mesin perkakas nasional dapat dikatakan
sangat lambat, dimana rata-rata nilai ekspomya masih jauh
dibawah nilai impor.

Disamping tenaga kerja industri yang ada, Indonesia juga
memiliki potensi SDM yang cukup besar dalam menciptakan
tenaga kerja khususnya di sektor industri mesin perkakas.
Tercatat Indonesia memiliki sekitar 3.124 lembaga perguruan
tinggi, dengan 208 lembaga perguru.rn tinggi jurusan teknik
mesin yang telah terakreditasi. Untuk meningkatkan kualitas
dan SDM sektor induski diperlukan program
kerjasama dan pelatihan antara industri, balai
penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan/pelatihan
serta lembaga sertifikasi profesi dalam memperoleh sertilikasi
profesi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKND yang berlaku.

Selanjutnya, saat ini industri alat dan mesin pertanian yang ada
masih terbatas kemampuannya dengan menggunakan teknologi
dan sumber daya yang sederhana dan masih jauh
perkembangannya negara-negara produsen alat
dan mesin pertanian lainnya. Oleh karena itu sektor industri
permesinan dalam negeri dituntut untuk selalu
daya saingnya, baik itu dalam kemampuan

meningkatkan

produk yang berkualitas dan tepat waktu, serta dengan harga
yang kompetitif.
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Sedangkan untuk industri mesin produksi dan peralatan pabrik,
sebagian besar masih belum dimanfatkan oleh industri dalam
negeri disebabkan oleh adanya spesifikasi khusus yang
dibutuhkan pengguna, faktor harga, serta keinginan dari
principal pemsahaan untuk memilih impor,

Saat ini jasa industri sering kali dikategorikan melekat pada
produk/ barang industri, padahal sangat dimungkinkan antara
jasa industri dan produk industri berada pada lingkup yang
berbeda. Aktivitas pembinaan jasa industri belum
terkoordinasikan secara baik. Hal ini mengakibatkan sulitnya
untuk melakukan identifikasi, koordinasi, penJrusunan
kebijakan, dukungan program, pengawasan serta pelaksanaan
sejauh mana peran dan kontribusi jasa industri di sektor
industri. Pada sisi yang lain, adanya tuntutan global akan jasa
industri yang semakin berkembang dinamis sesuai
perkembangan industri dan teknologi membutuhkan positionilq
jasa industri dalam memberikan penawaran maupun
permintaan dalam kerjasama industri internasional, Pada
tingkat internasional telah pedoman Central
Product (CPC) dafam kategorisasi jasa, termasuk
jasa industri. Berdasarkan kondisi tersebut, sudah saatnya
sektor industri memperhitungkan positionirg dan kontribusi
jasa industri dalam aktivitasnya guna
sektor industri yang lebih besar dalam

kontribusi
nasional.

2. Permasalahan

Secara umum isu yang dihadapi dalam
pengembangan industri mesin perkakas nasional antara lain:
kesulitan memperoleh bahan baku, rendahnya minat investor
untuk membangun pabrik mesin perkakas, teknologi produksi
yang masih rendah, serta kemampuan SDM di bidang desain
dan engineering produk yang masih terbatas.

Pengembangan Industri alat dan mesin pertanian juga masih
belum berjalan maksimal terkait dengan kendala permodalan
para pengguna yang berpengaruh terhadap daya beli alat dan
mesin pertanian, ditambah kondisi lahan pertanian / topografi
yang menjadi kendala mobilitas alat dan mesin pertanian di
Iapangan. Sedangkan dari segi produsen, jumlah produsen yang
benar-benar fokus dalam memproduksi alat dan mesin
pertanian masih sedikit dengan kemampuan kapasitas produksi
yang masih rendah. Ditambah dengan masih terbatasnya
dukungan bahan baku logam dan komponen dari industri dalam
negeri.

Begitu . . .
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Begitu juga dengan industri mesin produksi yang masih
menghadapi kendala pada bahan baku/komponennya yang
masih tergantung pada impor. Teknologi yang digunakan juga
belum dikembangkan karena terbatasnya fasilitas lembaga
penelitian dan pengembangan.

Belum adanya baseline jasa industri secara mandiri dalam KBLI
maupun panduan sejenis yang sulitnya
mengidentifikasi besaran kontribusi jasa industri. Koordinasi di
tingkat kementerian juga belum dilaksanakan dengan baik
sehingga belum terlihat peran yang dapat diberikan jasa induski
kepada sektor industri.

3. Peluang dan Tantangan

Potensi pengembangan industri mesin perkakas nasional
sebenarnya sangat besar mengingat sumber bahan
baku / komponen utama pembuatan mesin perkakas adalah
besi/baja cor dan pelat baja dimana sumber daya alam logam
banyak terdapat di Indonesia, namun masih dibutuhkan
pengelolaan lebih lanjut. Kemudian untuk mengurangi
ketergantungan produk mesin perkakas dan teknologi mesin
perkakas dari luar negeri perlu dikembangkan jtrga suatu
kemandirian teknologi dalam negeri pada industri mesin
perkakas sebagai dasar atau penyokong utama industri mesin
atau industri engheering.

Berdasarkan potensi dan isu maka
pengembangan teknologi industri alat dan mesin pertanian
nasional untuk 5 (lima) tahun kedepan difokuskan pada
pengembangan produk alat dan mesin pertanian traktor tangan,
lnraester, dan dryer untuk mendukung kegiatan mekanisasi
budidaya pertanian tanaman pangan komoditas padi dan
jagung. Adapun strategi yang sesuai dalam upaya
pengembangan teknologi industri alat dan mesin pertanian
nasional adalah strategi Growth and Build melalui marlcet
penetration & deuelopment, product deuelopment, dart uertical
integration.

Pada industri mesin produksi terdapat peluang pasar dalam
negeri yang masih besar untuk mendukung industri hilir serta
membuka peluang pasar ekspor. Investasi pada bidang industri
ini juga masih tersedia baik untuk investasi baru maupun
perluasan.
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Tantangan yang ada adalah munculnya pesaing-pesaing yang
kuat di pasar global, perkembangan teknologi proses yang
semakin elisien dan efektif, adanya isu-isu keselamatan,
kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup, serta munculnya
persaingan tidak sehat melalui instrumen tarif dan non tarif.
Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku
usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian
nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yang
akan menangani kegiatan berupa perumusan, dan penetapan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan
teknis, serta pengembangan dan pengawasan terkait jasa
industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi
industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis
baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya
penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan
dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan,
pen5rusunan kebljakan dan identifikasi jasa industri pada sektor
industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan
penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia
guna kontribusi sektor industri dalam
perekonomian nasional.

Tabel 4.7 ...
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Tabel 4,7 - Tahapan Capaian Pembangunan Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri

Inisiatif Utsma - TranBGr teknologi untuk industri mesin
perkakas dan komponennya

- Peningkatan kemampuan. SDM industri
untuk mendukung pengembalgan
industri mesin perkakas

- Peningkatan penggunaan prcduk dal,am
negeri untuk produk mesin perkakas

- Pengembangan etandardisasiindustri
mesin perkakas

- Peningkatan kemampuan industri mesin perkakas
dalam memproduksi mesin perkakas leaug dtty
dan high precision dar: flulti oxb

- Peningkatan kcmampuan SDM industri untuk
mendukung perrgembangan industri mesin
lrrkakas

- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
untuk produk mesin perkakas

- Peningkatan efisisiensi dalam kegiatan produksi
industri mesin perkakas

- Peningkatan kemampual industri mesin perkakas
dalam memproduksi mesin perkakas lEaW &tty
dan high precbion dan multr aris

- Peningkatan kemampuan SDM industri untuk
mendukung pengembangan industri mesin
perkakas

- Peningkatan penggunaan produk dala:n negeri
untuk produk mesin perkakag

- Peningkatan efisisiensi dalam kegiatan produksi
industri mesin perkakas

Aktivitas Utama - Memfasilitasi kerjasama
inveEtasi/ teknologi/pengembangan produk
dengan luar negeri, terutama untuk mesin
perkatas hcavg duQ dan high precbbn
darl nuthi oxi,s

- Memperkuat link utd ntr,tchindttstri mesin
perkakas dan pendidikan vokasi

- Menfasilitasi bimbingan teknis dan
pelatihan untuk penyediaan dan
peningkatan kemampuan SDM dengan
komD€tenai Dada desian enoin eeina.

- Memfasilitasi bimbingan teknis dan pe!,atihan
untuk penyediaan dan peningkatan kemampuan
SDM dengan kompetensi untuk prod\k heavg duay
dan high precision dan mzlfi oxis

- Mendorong P3DN pada kegiatan p€ngadaan
dengar APBN

- Menerapkan otomaBi pade proses produksi mesin
perkakas

- Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan
untuk penyediaan dan peningkatan kemampuan
SDM dengan komp€tensi untuk prodvk hEaW &tty
dan fuigh precision dan ruia axis

- MendoronS P3DN pada kegiatan pengadaan
dengan APBN

- Menerapkan otomasi pada proses produksi mesin
perkakas

proses ...
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pros€s presisi, p€ngukuran presisi, dan
mekatronika/ nobotika.

- Mendorong P3DN pada kegiatan
pengadaan dengan APBN

- Men}'usun standardisasi untuk produk
mesin pcrkakag

Industri Mesin dan Perlengkapan:
L lrd,uslllir,l tooLs

2. CNC @ntroller
3- Ftexiblp trlachining Centct
4. Otomasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan

Jenis Industri
Prioritas

Inisiatif Utama - M€ndorong produksi komponen utama
kendaraan listrik di dalam negeri

- Mendorong produksi komponen utama kendaraan
listrik di dalam negeri

- Mendorong produksi komponen utama kendaraan
listrik di dalam negeri

Aktivitas Utama - Memulai proses produksi lokal komponea
utama kendaraan list ik

MemuLai pros€s produksi lokal komponen utama
kendaraan liskik

- Memulai proses produksi lokal komponen utanna
kendaraan listrik

Jenis lndustri
Prioritas

lndustri Konponen
I
2
3
4
5
6

Kemasan berkualitae tinggi (paclraging high qtalitg) berbasis karton dan plaatik
Barang-barang karet dan plasttk eng Eerirq
Ban vulkaeinir ukuran besar (giant vulwnised tgre, (untuk pesawat dat oftoa@
Zat aditif
Zat pesrarna tekstil (dve sain, phstik dan karet @r@mentf
Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral lain)

Jasa .. .
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?\-iYt

Inisiatif Utama - Tersedianya klasiflkasi aktivitas jasa
industri

- Peningkatan kemarnpuan infrastruktLrr
pendukung jasa industri

- Peningkatan kemampuan jasa industri
untuk mendukung industri 4.O

- Peningkatan kemampuan SDM jasa
industri

- Peningkatan jasa industri untuk
standardisasi darr sertilikasi, desain dan
riaet

- Tersedianya klasirikasi aktivitas jasa induetri
- Peningkatan kemampuan infrastruktur pendukung

jasa industri
- Peningkatan kemampuan jasa indu8ai untuk

mendukung industri 4.0
- Peningkatan kemampuan SDM jasa industri
- Peningkatan jasa industri untuk standardisasi dan

sertifrkasi, desain dan riset

- Tercedianya klasilikasi aktivitas jasa industri
- Peningkatan kemampuan infrastruktur

p€ndukung jasa industri
- Peningkatan kema-rrpuan jasa industri untuk

mendukung induBtri 4.O

- Peningkatan kemampuan SDM jasa industri
- Peningkatan jasa industri untuk standatdisasi dar

sertifikasi, desain dan riset

ALtivitas Utama - Menyusun dan memfasilitasi kajian
pengembangan jasa industri

- Menyusun regulasi pengembangan jasa
industri

- Mendorong terjadinya alih telmologi untuk
meningkatkan kemampuan jasa industri
dalam negeri

- Memfafitasi bimbingan teknis dan
pelatihan untuk penyediaan dan
peningkatan kemampuan SDM dengan
kompetensi pada deeain, engheering,
proses presisi, pengukuran presisi,

choin

- Men!rusun dan memfasilitasi kajian pengembangan
jasa industri

- Menyusun reguLasi pengembangan jasa industri
- Mendorong tetadinya alih teknologi untuk

meningkatkan kemampuan jasa indu8tri dalam
negeri

- Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan untuk
penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM
dengan kompetensi pa.da desain, engineering, proses
presisi, p€ngukuran presisi, mekatronil€/robotika,
supply chain managem€nt, perawatan, perbaikan

- Menlruaun darl memfasilitasi kajian pengembangan
jasa industri

- MenJrusun regulasi pengembangan jasa industri
- Mendomng terjadinya alih teknologi untuk

meninglatkan kemafipuan jasa industri dalam
negeri

- Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan
untuk penlrediaan dan peningkatan kemampuan
SDM dengen kompctensi pada desain, engirrcering,
proses presisi, pengukuran presisi,
mekatronika/mbo$ka, supplg dnin narlagenent"
perawatan, perbaikan dan operagi pabrik, serta
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monagement, perawatan, perbaikan dan
operasi pabrik, serta konsultansi sistem
industri guna mendukung industri 4.0

- Memfasilitasi penguatan sarana dan
prasarana pendukung jasa industri untuk
standardisasi, s€rtfika8i, riset, desain dan
Perekayaaaan

dan operasi pabrik, serta konsultansi sistem
industri guna mendukung implementasi industri 4.O

- Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana
pendukung jasa industri untuk standardisasi,
sertifikasi, riset, deeain darr perekayasaan

konsultansi sisGm industri guna mendukung
implementasi industri 4.O

- Memfasilitasi penguatal sarana dan prasarana
pendukung jasa industri untuk standardisasi,
sertifikasi, riset, desain dan perekaJrasaan

Jenis Jasa Industri
Prioritas

Jasa Industri:
1. Perancangan pa.brik
2, Jasa proses industri (presisi dan bemilai tambah tinggi)
3. Pemeliharaan mesin/Deralatan industri

4.8Tahapan...
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4.a. Tahapan Capaian Industri Hulu Agro

1. Kondisi Saatlni
Industri hulu agro merupakan salah satu basis manufaktur
Indonesia dengan relatif besarnya kapasitas produksi yang
dimiliki. Beberapa di antaranya bahkan mengalami
pertumbuhan yang cukup baik yang ditandai dengan adanya
peningkatan kapasitas terpasang pada beberapa subsektor
utaina antara lain oleofood dan industri pakan temak.
Peningkatan kapasitas tersebut tentunya berdampak pada
peningkatan produksi dan ekspor ke negara lain.

Sebagian subsektor industri hulu agro lainnya berhasil
meningkatkan ekspor kendati tidak menunjukkan peningkatan
kapasitas produksi secara signifikan. Sebagai contoh ekspor
pulp kertas meningkat dari sebelumnya sebesar USD1,7 miliar
pada tahun 2Ol4 menjadi USD2,86 miliar pada tahun 2019
sedangkan untuk industri kertas nilai ekspor meningkat dari
USD3,3 miliar pada tahun 2014 menjadi USD4,1 miliar pada
tahun 2O19. Di masa depan industri hulu agro dinilai akan tetap
menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia.

Dari sisi utilisasi, industri hulu agro memiliki potensi untuk
terus dikembangkan. Sebagian jenis industri tingkat utilisasinya
masih berada di bawah 7O%, seperti industri kemurgi, industri
oleokimia, industri oleofood, dan industri crumb rubber. Akau;r
tetapi beberapa jenis industri lainnya telah memiliki tingkat
utilisasi di atas 70% seperti pada industri pakan, industri
pengolahan kayu, industri pulp dan industri kertas.

Industri hulu agro juga memiliki peran cukup besar dalam
penyerapan tenaga kerja mengingat karakteristiknya yang
terkait erat dengan perkebunan di sektor hulu. Secara agregat
penyerapan lsnaga kerja pada industri hulu agro berkisar antara
2 hingga 3 juta orang, Sedangkan secara spesifik yang berada di
industri mencapai lebih dari 5O0 ribu orang.

2. Permasalahan

Permasalahan yang masih meliputi industri hulu agro secara
umum merrrpakan permasalahan klasik yang muncul dari

sebagai industri yang terintegrasi dengan
sektor hulu, Beberapa permasalahan yang paling mengemuka di
antaranya adalah terkait dengan penyediaan pasokan bahan
baku, akibat aliran bahan baku tersebut ke pasar ekspor
sebelum diolah di dalam negeri, kualitas bahan baku yang
rendah di tingkat petani, belum tersentralisasinya sumber-
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sumhr bahan baku, ataupun adanya berbagai ketentuan
lainnya yang meningkatkan biaya penyediaan bahan baku.
Di samping permasalahan mengenai bahan baku, industri hulu
agro juga menghadapi permasalahan benrpa ketergantungan
yang cukup tinggi pada bahan penolong yang berasal dari impor,
ketersediaan infrastruktur logistik dan energi yang belum
memadai, pemanfaatan teknologi lama yang kalah dari sisi
elisiensi dan efektivitas produksi, serta berbagai aturan terkait
lingkungan yang menghambat gerak pengembangan lebih lanjut.
Selain itu ada pula permasalahan di sisi tenaga kerja berupa
adanya pergeseran minat generasi muda untuk beralih
meninggalkan pekerjaan di sisi manufaktur hulu agrc)
sebagaimana yang terjadi di industri pengolahan kayu (furnitur),
serta pemetaan kompetensi yang belum optimal.

Berbagai permasalahan di atas muncul disebabkan berbagai
faktor dan membutuhkan keputusan lintas
kewenanga.n. Oleh karena itu upaya untuk mereduksi dan

perlu melibatkan koordinasi yang intensif
antara instansi dan para pemangku kepentingan.

3. Peluang dan Tantangan

Disamping adanya berbagai permasalahan yang mengemuka,
industri hulu agro juga memiliki sejumlah peluang yang dapat
dimanfaatkan. Beberapa di antaranya adalah posisi industri
hulu agro nasional sebagai salah satu produsen terkemuka di
dunia, seperti yang terjadi pada industri oleofood dan oleokimia
berbasis sawit, industri pengolahan kayu, industri pulp dan
kertas, serta industri minyak atsiri, Selain itu produk hilir dari
indusri agro masih cukup bervariasi sehingga masih berpeluang
untuk terus dikembangkan.

Peluang lain yang perlu dimanfaatkan adalah adanya
kecenderungan peningkatan permintaan produk industri hulu
agro seiring dengan pergeseran minat konsumen ke arah produk
yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, Seiring dengan
peningkatan jumlah penduduk, permintaan agregat produk-
produk hulu agro akan terus tumbuh. Selain itu beberapa jenis
industri seperti industri pakan tingkat penetrasinya masih
belum terlalu dalam sehingga masih menyisakan ruang yang
cukup besar untuk pengembangan lebih lanjut.
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Untuk beberapa jenis industri yang spesifik, terdapat pula
sejumlah peluang lain. Pemerintah telah menetapkan kebijakan
penggunaan B3O yang merupakan jaminan pasar bagi industri
bioenergi nasional yang perlu dimanfaatkan sebaik mungkin,
terutama untuk penggunaan di sektor otomotif. Di samping itu
untuk industri pulp dan kertas, negara-negara Skandinavia yang
merupakan produsen utama dunia mulai menurun
produksinya. Hal tersebut juga dapat menjadi peluang bagi
industri pulp dan kertas nasional untuk
produknya di pasar dunia.

Namun demikian terdapat berbagai tantangan di antaranya
negatiue campaignyangterjadi di beberapa negara tujuan ekspor
produk oleofood nasional, kecenderungan masyarakat yang
semakin mengarah ke budaya paperless, serta persaingan
dengan produk sejenis maupun produk substitusi yang mulai
masuk di pasar dalam negeri. Seluruh tantangan tersebut
merupakan dampak dari dinamika ekonomi global yang saling
terkait satu sama lain.

suplai

Tabe1 4.8 ...
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Tabel 4.8 - Tahapan Capaian Pembangunan Industri Hulu Agro

Inisiatif Utarna - Meningkatnya utilisasi industri oleofood
- Ttrmbuhnya inveEtaEi baru pada indultri

oleofood

- Meningkatnya nilai ekspor produk industri
oleofood

- Menurunnya impor vitamin A (untuk fortilikasi)
- Penin8katan Kompetensi SDM

- Meningkatnya utilisasi industri oleofood
- Ttrmbuhnya investaei baru pada industri

oleofood
- Meningliatnya nilai ekepor produk induetri

oleofood

- Menurunnya impor vitamin A (untuk fortilikasi)
- Peningkatan Kompetensi SDM

- Meningkatnya utilisasi industri oleofood

- T\rmbuhnya investa8i ba-ru pada industri
oleofood

- Meningkahya nilai ekspor produk industri
oleofood

- Peningkatan Komp€tcnsi SDM

Aktivitaa Utama - Pengenaan Bea Keluar dan pungutan ekspor
(levy) untuk bahan baku induetri oleofood

- Pemberian fasilitas fiskal untuk industri oleofood

- Fasilitasi business matching dan etqort aachitrg
- Mendorong tumbuhnya industri viterain A yaIS

bersumber dari beta karoten sehingga
mengurangi impor vitamin A {sebagai fortifikan)

- Pendidikan dan pelatihan SDM
- Fasilitasi Penerapan Industri 4.0

- Pengenaan Bea Keluar dan pungutan ekspor
flevy) untuk bahan baku industri oleofood

- Pemberian fasilitas fiskal untuk industri oleofood

- Mcmfasilitasi penyusunan posisi kerjasama
intemasional terkait oleofood (Sidang Codex
ccRc)

- Mendorong tumbuhnya industri vitamin A yang
bersumber dari beta karoten Behingga
mengurangi impor vitamin A (sebagai fortifikan)

- Pendidikan dan pelatihan SDM
- Fasilitasi Penerapan krdustri 4.O

- Pengenaan Bea Keluar dan pungutan ekspor
(levy) untuk bahan baku industri oleofood

- Pemberian fasilitas frskal untuk industri
oleofood

- Inisiasi kajian pcngembangan pncduk
fungsional berbasiB sawil sep€rti tocopherol
dan lainnya

- Pendidikan dan pelatihan SDM

- Fasilitasi Penerapan Induatri 4.0

Jenis Industri Prioritas Industri Oleofood

1. Weci,],l'v lab (@co bufier substidtE)
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2. Toapherol
3, Betacarotefl
4. Asam organik dan alkohol dari limbah industri sawit

Inisiatif Utama - Peningkatan nilai ekspor dan keberterimaan
produk hilir sawit di dunia Intemasional

- Peningkatan daya saing industri oleokimia di
dunia internasional

- Peningkatan Kompetensi SDM

- Peningkatan investasi jenis industri hilir kelapa
satrit

- Peningkatan daya saing industri oleokimia di
dunia intemasional

- Peningkatsn Kompetensi SDM

- Peningt<atan investasi jenis industri hilir kelapa
Eawit

- Peningkatan daya saing industri oleokimia di
dunia internasional

- Peninglatan Kompet€nsi SDM

Aktivitas Utama - Penlrusunar standar bahan baku dan produk
intern@diate hilif saa,il

- Pemberian fasilitas liskal untuk industri
oleokimia

- Advokasi industri hilir kelapa sawit dalam
perdagangan intemasional

- Pemetaan perkebunan dan kebutuhan
infrastruktur tangki timbun

- Pembangunan sisrcm logistik dan infrastruldur
tangki timbun untuk menjamin keters€diaan
bahan baku di dalam negeri dan eebagai
instrumen pengendalian supplg lsupplA
nfiugenaenq

- Pendidikan dan pelatihan SDM

- PenJrusunan st3ndar bahan baku dan produk
intermediate hilit sawit

- Pemberian fasilitas fiskal untuk industri
oleokimia

- Advokasi industri hilir kelapa sawit dalam
perdagangan intemasiona.l

- Pemetaan perkebunan dan kebutuhan
infrastruktur tangki timbun

- Pembangunan sistem logistik dan infrastruktur
tangki timbun untuk menjamin keters€diaan
bahan baku di dalerrr negeri dan sebagai
instrumen p€ngen dalian suglg lsltpplg
nanagemenl

- Pendidilen dan pelatihan SDM

- PcnJrusunan stardar bahan baku dan produk
inbmLe diate hilir saw it

- Pemberian fasilitas fiskal untuk industri
oleokimia

- Advokasi industri hilir kelapa sawit dalam
perdagangan intemasional

- Pemetaan perkebunan dan kebutuhan
infrastruktur tangki timbun

- Pembangunan Eistem logistik dan infrastruktur
tangki timbun untuk menjamin ket€rsediaan
bahan baku di dalam negcri dar sebegai
instrumen pengen d^ti?a sryp,g (sapplg
nnflagenenq

- Pendidikan dan pelatihan SDM

SK I'lc 051440 C
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- Fasilitasi Penerapan Industri 4.O - Fasilitasi Penerapan Industri 4.0 - Fasilitasi Penerapan Industri 4.0

Jenis Industri Prioritas Industri Oleokimia
ll ktful esters
2) Plastik bio berbasis limbah industri sawit
3) Minyak atsid

IniEiatif Utama - Terciptanya teknologi pengembangan industri
kemurgi da.rr bioenergi, b€kerja sama dengan
pemerintah daerah dan BUMN terkait

- Implementasi investasi industri dengan shoru
ca.se pilot plant yang mul,ai bertumbuh secara
mandiri dengan penda[aan dari swasta

- Implementasi invEstasi industri dengan sla ut
c,^se pilot plant yang muLai bertumbuh secara
mandiri dengan pendanaan dari swasta

AktivitaB Utama - Penjruaunan standar bahan baku dan produk
inlemediarE hilir sawit

- Eva\)asi pilat prpject industri gz"engasolin
- Pemberian fasilitas Iiskal untuk indugtri

bioenergi dan kemurgi
- Mendorong R & D
- Identilikasi kebutuhan baban baku di industri

hilir baik jenis maupun standarnlra
- lmplementasi dan sertifikasi SDM Industri

minyak atsiri

- Penl,'usunan standsr bshan baku dan produk
intcrnediate l,.,Jir sawit

- Induatrialisasi greengosolin stand alonE secara
masif

- Pemberian fasilitas fiskal untuk industri
bioenergi dan kemurgi

- Mendorong R & D
- Identifikasi kebutuhan bahan baku di industri

hilir baik jenis maupun standamya

- Pen5.usunan standar bahan baku dan produk
intermedialc }:itrjl" sawit

- Industrialieaai gneengasotin stand alone *cara
masif

- Pemberian fasilitas fiskal untuk industri
bioenergi dan kemurgi

- Mendorong R & D
- Identifrkasi kebutuhan bahan baku di industri

hilir baik jenis maupun standamya
- Pembangunan TUK dounsream produk

-Pemberian...SK No 054439 C
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- Pemberian fasilitas fiskal pada industri
inlctnediate mrny ak atsii

- Pemberian hskal pa.da industri
tbrm.ediate minyelr aEiri

- Implementasi dan sertifikasi SDM Industri
minyak atsiri

- Pemberian fasilitas liskal pada industri
intcmediate minyak atsii

Jenis Industri Prioritas Industri Kemurgi
l. Biodiesel
2. Bioetanol
3. Bioavhrr (BrbJetfurl
a. Biogas, deji palm oil miL efrhlent IPoME.I
5- Biomaterial untuk peratratan medie, arcnatb buildtrg blocrcs berbasis lignin untuk sintesis obat/farmasi
6. Bioetanol berbahan baku lignoselulosa dan limbah biomaasa

- Inisiatif Utsma - Menurunnya impor bahan baku dan penolong
industri pakan ternsk

- Menurunnya impor bahan baku dan penolong
industri pakan ternak

- Menurunnya impor bahan baku dan penolong
industri pakan t€mak

- Aktivitas Utama. - Usulan p€mberian fasilitas ins€ntif liskal
- Pengernbangan industri bahan baku dan bahan

penolong bagi industri palan temak

- Fasilitasi pemberian insentif fiskal
- Pengembangan industri bahan baku dan bahan

penolong bagi industri pakan ternak

Fasilitasi pemberian insentif fiskal
Pengembangan industri bahan baku dan
bahan penolong bagi industri pakan ternak

Jenis Industri Prioritas lndustri Pakan
l. Suplemen paksn ternak dan quaaifrre

Industri . . .
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- Inisiatif Utama - Peningkatan investasi jenis industri pengolahan
kayu dan rotan

- Peningkatsn nilai ekspor dan keberterimaan
produk olahan kayu dan rotsn Indonesia di
dunia internasional

- Pembangunan sistem logistik pemenuhan bahan
baku kayu dan rotan secara naeional termasuk
infrastruktur dan kelembagaannya

- Penyrsunan kons€p desain nasional industri
p€ngolahan kayu khususnya Jfumirure yang dapat
diterima pasar internasiona.l dengan
mengkolaborasi antala desainer dalam negeri
denggn pelaku industri serta desainer dalam
negeri dengan desainer dari negara tujuan paaar.

- Pelaksanaan kegiatan SVLK untuk menunjang
peningkatan daya saing industri.,fzmifrte dan
industri barang dari kalru lainnya di pasar
global

- Pelaksanaan industrial inrclijen untuk melihat
skema insentif, perkembangan desain regulasi,
kebliakan pengemba-ngan industri di negara-
negara pesaing utana termasuk penetrasi
peluang pasar baru

- Implementasi rcEtrukturisasi mesin peralatan
industri pengolahan kayu

- Peningkatan daya saing industri pengolahan
kayu dan rotan di dunia intemasional

- Pembangunan sistem logistik lrmenuhan
bahan baku kayu dan mtan secara nasional
termasuk infraatruktur dan kelembagaannya

- Penyusunan konsep desain nasional industri
pengolahan kayu khususnya Jfurniturc yang
dapat diterima pasar inGrnasional dengan
m€ngkolaborasi altara desainer datram negeri
dengan pelaku industri serta desainer dalam
negeri dengan desainer dari negara tujuan
pasar.

- Pel,eksanaan kegiatan SVLK untuk menunjang
perdngkatan daya saing industri fumiare datr
industri barang dari kayu lainnya di pasar
global

- Pel€lsanaan industrial intelijen untuk melihat
skema insentif, perkembangan desain r€guLasi,
kebijalan pengembangan industri di ncgara-
negara pesaing utama termasuk pearctrasi
peluang pasar baru

- Implementasi restrukturisasi mesin peralatan
indusEi pengolahan kayu

- Aktivitas Utama - Pembangunan sistem logistik pemenuhan batran
baku kayr dan rotan s€cara naBional tcrmasuk
in-frastruktur dan kelembagaalnya

- Pen5nrsunan konsep desain nasional industri
pengolahan kayu khususnya;fumr'ture yang dapat
diterima pasar internasional dengan
mengkolaborasi antara desainer dalam negeri
dengan pelaku industri serta desainer dalam
neg€ri dengan desainer dari negara tujuan pasar.

- Pela&sanaan kegiatan SVLK untuk menunjang
peningkatan daya saing industri Jfumifrre dan
industri barang dari ka5m lainnya di pasar
global

- Pelaksanaan industrial inteujen untuk methat
skema insentif, perkembangan desain regulasi,
kebiiakan pengembangan industri di negara-
negara pesaing utama termasuk penetrasi
peluang pasar baru

- Implcmentasi restrulrturisasi mesin peralatan
industri pengolahan ka5nr
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- Pengembangan brand furnitur lndonesia - Pengembangan brund furnitur lndonesia - Pengembangan bmnd fumitur lndonesie,

Jenis Industri Prioritas Industri Barang dari Kayu
1. Serat bambu untuk teketil
2. Aneka produk berbasis limbah industri kayu

- Inisiatif Utalna - Peningkatan inveetasi jenis industri dissoluirtg
pulp, se@ritg Inper da,f spcialties paper

- Penyiapan SDM Industri Percetakan Offset dan
Kemasan yang bers€rtifil€si

- Peningkatan nilai ekspor dan keberterimaan
produk dissoluing pulp, seatritg paper d.an
specialties paperlndonesia di dunia intemasional

- Penyiapan SDM Industri Percetakan OI[Bet dan
Kemasan yang bersertifikasi

- Peningkatan daya saing industri dissolu@
pub, seanritg poper dan speciahi,es paper di
dunia internasional

- Penlnapan SDM Industri Percetakan OIIs€t dan
Kemasan Srang bersertifikasi

- Aktivitas Utama - Peningkatan re@uery rate kerla:s bekas di dalam
negeri

- Advokasi industri pulp dan kertas dalam
perdag,angan internasional

- Penyiapan Lmbaga Pengujian SNI untuk
di\soluing pulp dan produk rayon

- Penyusunan dan r€visi SNI produk pulp dan
kertas

- Pemberian fasilitas liskal untuk industri securitg
papef

- Diklat SDM Industri Percetakan Offset dan
I(emasan

- Peningkatan re@tEry tate kertas bekae di dalam
negeri

- Advokasi industri pulp dan kertas dalam
perdagangan internasional

- Penyiapan Lembaga Pengujian SNI untuk
dissolving pulp dan produk rayon

- PenJrusunan dan revisi SNI produk pulp dan
kertas

- Pemberian fasilitas frskal untuk industri securifg
pawr

- Diklat SDM Industri Percetakan Offset dan
Kemasan

- Peningkatan rc@tary ratu kertas bekas di
dalarn negeri

- Advokasi industri pulp dan kertas dalam
perdagangan intemasional

- Pcnyiapan Lembaga Pengujian SNI untuk
dissoluing pip dar: produk rayon

- Penyusunan dan r€visi SNI produk pulp dan
kertas

- Pemberian fasilitas fiskal untuk industri
seanritg pawr

- Diklat SDM Industri Percetakan Olfset dan
Kemasan

Sl( No 01 1{76 C
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- PengawaEan post border untuk SNI Wqiib
prcduk kertas pembungkus makanan

- Pembangunan Politeknik Bidang Percetakar
dan Kemasan

- Implementasi Sertifikasi SKKNI SDM industri
pulp dar kertas

- Sertifrkasi SKKNI SDM industri percetakal

- Pengawasan post Dorder untuk SNI Wajib produk
kertas pembungkus mal(anan

- Pembangunan Politeknik Bidang Percetakan dan
IGmasan

- Implementasi Sertifrkasi SKKNI SDM industri
pulp dan kertas

- Sertilikasi SKKNI SDM industri percetakan

- Pengawasan l2ost bolder untuk SNI Wajib poduk
kertas pembungkus makanan

- Pembangunan Politeknik Bidang Percetakan dan
Kemasan

- lmplementasi Sertiflkasi SKKNI SDM industri
pulp dan kertas

- Sertihkasi SKKNI SDM industri percetakan

Jenis Industri Prioritas Industri Pulp dan Kertas
1. Pulp dan aneka barang kertas diproduksi secara ramah lingkungal

4.9Tahapan...
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4,9, Tahapan Capaian Pembangunan Industri lngarn Dasar dan Bahan
Galian Bukan logam

1. KondisiSaatlni
Industri logam nasional terbagi ke dalam beberapa jenis industri
yang secara garis besar terdiri dari industri pengolahan dan

besi dan baja dasar, industri pengolahan dan
logam dasar bukan besi, serta industri logam mulia,

tanah jarang (mte eafih), dan bahan bakar nuklir. Kondisi dari
berbagai industri tersebut secara umum bervariasi. Sebagian
industri kapasitasnya belum dapat memenuhi seluruh
permintaan yang ada di dalam negeri di samping tingkat
utilisasinya juga masih relatif rendah. Akan tetapi terdapat pula
jenis industri lain, khususnya yang bergerak di sektor hulu, yang
hasil produksinya tidak dapat diserap secara optimal di dalam
negen.

Sebagai contoh pada tahun 2019 kapasitas produksi industri
baja nasional mencapai 9,2 juta ton dengan tingkat utilisasi
kapasitas industri baja nasional rata-rata sebesar 43%. Contoh
lainnya, pada industri pengolahan aluminium kebutuhan pasar
terhadap alumunium sudah mencapai 1 juta ton/ tahun,
sementara kapasitas produksi alumunium primer baru
mencapai 3OO ribu ton/ tahun.

Di sisi lain, sektor seperti industri nikel memiliki total kapasitas
terpasang slab/ billet stainless steel adalah sebesar 2 ifia
ton/tahun, sedangkan perkiraan konsumsi stainless steel
nasional yang hanya 200 ribu ton/tahun. Sama halnya dengan
industri tembaga di mana produksi dalam negeri mampu
menghasilkan konsentrat tembaga sebanyak 3 juta ton/ tahun
namun baru terserap 3oo/o oleh smelter tembaga dengan
kapasitas 300 ribu ton/tahun. Kondisi semacam ini
menyebabkan industri dimaksud lebih mengandalkan pasar
ekspor.

Adapun industri bahan galian bukan logam secara umum
terbagi ke dalam industri semen, industri keramik, industri
kaca, serta industri pengolahan bahan galian bukan logam
lainnya. Dari keempat jenis industri tersebut, industri semen
dianggap memiliki cakupan yang paling baik di mana hasil
produksinya sudah dapat memenuhi kebutuhan di dalarn negeri
serta cukup banyak melakukan ekspor. Kapasitas produksi
semen nasional pada tahun 2019 mencapai 11O juta ton/ tahun
dengan volume produksi 7l juta, ton tahun 2019 dan utilitas
terpasang sebesar 657o.
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Industri keramik dan industri kaca memiliki tingkat rata-raIa
utilisasi yang lebih baik dibandingkan industri semen, yalni
berturut-turut sebesar 73o/o dan 85Vo. Dengan kapasitas
produksi masing-masing 8,2 juta ton/tahun dan 1,3 juta
ton/tahun, kedua industri tersebut mampu melakukan ekspor
senilai USD341 juta serta USD284 juta. Akan tetapi karena
beragamnya jenis produk dari kedua industri ini, sebagian besar
permintaan masyarakat masih dipenuhi dari impor sebesar
USDI,7 juta sedangkan kinerja ekspor sebesar USD1 juta
sehingga hingga alhir 2019 mengalami neraca perdagangan
defisit sebesar USDTOO ribu.

Adapun kondisi industri bahan galian bukan logam selain
semen, keramik, dan kaca, secara umum belum cukup
berkembang di dalam negeri. Meskipun telah terdapat aktivitas
produksi dan ekspor sebesar USD147 ribu pada akhir tahun
2019, impor produk industri ini masih jauh lebih besar.
Pembinaan jenis industri ini akan terus dilakukan ke depan
mengingat Indonesia memiliki potensi bahan baku yang cukup
besar dan belum termanfaatkan.

2. Permasalahan

Pada industri logam, permasalahan utama yang dihadapi
diantaranya adalah relatif tertinggalnya teknologi yang
digunakan dalam proses produksi pabrik. Hal tersebut
berdampak pada adanya kesulitan dalam pemenuhan standar
produk akhir serta dampak yang lebih besar terhadap
lingkungan. Hal ini khususnya terjadi pada industri pengolahan
dan pemurnian besi dan baja dasar, serta industri bahan galian
bukan logam,

Permasalahan lain yang cukup mencuat diantaranya adalah
mengenai sebaran dan harga energi yang mempengaruhi
kelayakan produksi. Sebagian industri nasional, seperti industri
aluminium, menghadapi persoalan dalam hal perolehan akses
terhadap energi dengan harga dan jumlah yang memadai. Dalam
hal ini diperlukan koordinasi yang intensif dengan para
pemangku kepentingan,

Beberapa jenis industri lainnya juga menghadapi kendala dalam
hal penyediaan bahan baku yang memenuhi spesifikasi dan
standar kualitas tertentu, Hal tersebut menyebabkan
ketergantungan yang tinggi terhadap impor.

SK No 132774A
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3. Peluang dan Tantangan

Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam nasional
memiliki sejumlah peluang sekaligus tantangan. Beberapa
peluang yang masih dapat dimanfaatkan diantaranya adalah
masih tingginya kebutuhan pasar domestik khususnya untuk
produk besi baja, tersedianya sumber daya lokal yang cukup
besar khususnya untuk industri bukan besi, tersedianya
teknologi yang lebih maju yang dapat mendorong efisiensi
produksi lebih lanjut, serta adanya aliansi strategis dengan
sumber atau pemilik teknologi maju di dunia.

Adapun sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai diantaranya
adalah besarnya volume impor produk industri logam maupun
bahan galian bukan logam dari berbagai negara yang menggerus
pangsa pasar dalam negeri. Di samping itu adanya ketentuan
relaksasi terhadap ekspor konsentrat masih menjadi tantangan
dal,am pendalaman industri di dalam negeri untuk melakukan
pengolahan lebih lanjut. Tantangan lain yang cukup mencuat
adalah adanya ketentuan mengenai pengenaan status beberapa
produk atau hasil samping industri, khususnya industri nikel,
sebagai limbah El3. Hal tersebut menghambat pertumbuhan dan
pengembangan industri nasional lebih lanjut.

Tabel 4.9...
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Tabel 4.9 - Tahapan Capaian Pembangunan Industri togam dan Bahan Galian Bukan Logam

Inisiatif Utama - Meningkatkan kapasitas produksi ,7on dan Steel
nuking

- Pembangunan IndlJstxi hierrncdiale :
flabl Billet dala HR/CR baja karbon dan baja
paduan

- M€ningkatkan kapasitas produksi Iroa dan
Steel making

- Pembangunan l,lldlJatri htemediate.
1. Sla.b I Billet dan HR/CR baja karbon dan

baja paduan
2.Pipa, profil, urile dan plat baja karbon dan

baja paduan

- Meningkatkan kapasitas produksi .t?on dan
Steel naking

- Pembarrgunan I'rdrustri Intemtedialc:
l.Slab/ Billet dan HR/CR baja karbon dan

baja pa&tart
2. Pipo, profil, ube dan plal baja lcarbon dant

baja padtot

Aktivitas Utama - Mendorong penggunaan teknologi EAF untuk
menggantikan teknologi yang lama

- Meningkatkan kemampuan produksi baja
keperluan khusus

- Pemberian fasilitas liskal untuk industri
pengolahan dan pemumian besi dan baja dasar

- Promosi investasi
- Penguatan standar pmduk dan kompetensi SDM
- Pengawasan p€nerapan standar produk

- Mendorong penggunaan teknologi EAF untuk
mengSantikan teknologi yang lama

- Meninglatkan kemampuan produksi baja
keperluan khusus

- Pemberian fasilitas frskd untuk industri
pengolahan dan pemurnial besi dan baja
dasar

- Promosi investa8i
- Penguatan standar produk dan kompetensi

SDM
- Pengawasan penerapan standar produk

- Mendorong penggunaan teknologi EAF untuk
menggantikan teknologi yang lama

- Meningkatkan kemampuan produksi baja
keperluan khusus

- Pemberian fasilitas fiskal untuk industri
pengotrahan dan pemumian besi dan baja
dasar

- Promosi invegtasi
- Penguatan standar produk dan kompetensi

SDM
- Pengawasan penerapan standar produk

LlK No 05{4i 7 C
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v1?\l

- Memfasilitasi perluasan dan investasi baru
industri hlbmadiate:
SloblBilletdanHR/CR baja karbon dan baja
paduan

- Menyusun Roadm4p Industri Inrermediate:
Slabl Efllet dan HR/CR baja karbon dan baja
paduan

- Pemberian fa8ilitas frskal untuk industri
pengolahan dan pemurnian besi dan b4ia dasar

- Promosi investasi
- Penguatan standar produk dan kompetcnsi SDM

- Memfasilitasi perluasan dan investasi baru
ill.drtsti htenncdiate:
l- Slnbl BilW dan HR/CR baja karbon dan

baja paduan
2. Pipa, profil, wire dan plat baja karbon

dan baja paduan
- Menjrusun Roadmap Industri Inrernediate:

s/.olbl Bitlet dan HR/CR baja l(arbon dan baja
pa.duan

- Pemberian fasilitas Iiskal untuk induetri
pengolahan dan pemumian besi dan baja
dasar

- Promosi investasi
- Memperluas akses pasar
- Penguatan standar produk dan komp€tensi

SDM

- Memfasittasi perluasan dan investasi baru
indtl.etri Intarn9diate.
l. Slab/Billet dan HR/CR baja karbon dan

baja paduan
2, Pipa, profil, uire dan plat baja karbon

dan baja paduan
- Menlruaun Roadmap Industri Iarermcdiote

Slobl Billet del] HR/CR baja karbon dan baja
paduan

- Pemberian fasi[tas liskal untuk industri
pengolahan dan pemumian besi dan baja
dasar

- Promoei investasi
- Memperluas akse6 paaar

- Penguatan standar produk dan kompetensi
SDM

Jenis Industri Prioritae Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar
1. Slab, Billel Bloom
2. Hot Ro[ed Coils (HRC), Hot Rolled Plate (HRP), Cold Rolled Coil-s (CRQ, Wne rcd
3. Profile, boL tuirc
4. Paduan besi (ferro allog)
5. Baja tahan karat (stainless sreel long ardflat prod:ttctsl
6. Baja untuk keperluan khusus (anta-ra Lain untuk kesehatan, pcrtalEnan, otomoti0
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Inbiatif Utama - Meningkatkan kapasitas produksi:
L. Cower Cathade
2. Afurutniltm lngot

- Pembangunan ll)dlJstri InbrrBdiote i

1. Slab/ Br'llet Alumunium
2. SleeU Rod Copper

- Meningkatkan kapasitasproduksi:
l. Copper Catlode
2. Afumunium lr:got

- Pembangunan Indrnstri htcnedidte.
1. Sro,/BillerAlumunium
2. Sleet/ Rod Copper

- Pembangunan Indr:'stri htemediqtel
1. Foil/ baude/ Prcfile Afumanium
2. Wirel platc tembs.ga

- Meningkatkan kapasitas produksi:
l. Copper Cathode
2, Alumunium Ingot

- Pembarrgunan Industri Intcmediatai
l. Slo,bl B'tllct /rJrtmunium
2. Sleet/RodCopwr

- Pembangunan Ind\atri hbmedinte,
1. FoA Efrude/ Profile Atutrunium
2. Wire I plate tembaga

Aktivitas Utama - Memfasilitasi perluasan dan investasi banr
ir)dl.rsti Internediatei
1. Slabl Btillet Alumunium
2. ShceURod &pper

- MenJrusun Roadmap InduBtri InrermediaE:
1. SlablBillet Alumunium
2. Sheet/ Rod Copper

- Femberian fasilitas fiskal untuk industri
pengoLahan dal pemumian logam dasar bukan
beei

- Promosi inveetasi
- Penguatan otandar produk dan kompetensi SDM

- Memfasilitasi perluasan dan investasi baru
induardi InhnedidEl
l. SlaDlBitlel Alumunium
2. Shcet/ Rodcopper

- Menlrusun Roalrnap hdustdi hternediate.
l. Sl,a6/ Bilre, Alumunium
2. Sheet/Rod. Copper

- Pemberian fasilitas fiskal untuk industri
pengolahan dan pemurnian logam dasar
bukan besi

- Promosi investasi

- Memfasilitasi perluasan dan investasi baru
iIld]usrdi htcrrnediatei
I . Slab/ Brillet Alumunium
2. Shcet/Rod Coper

- Menlrusun Roadnap ll)&rstti hiennediate.
l. Slc&/BiIIet Alumunium
2. SleeV Rod Copper

- Pemberian fasilitas li8kal untuk industri
pengolahan dan pemumian logam dasar
bukan besi

- Promoai investasi
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Jenis Industri Prioritas

- Penguatan standa"r produk dan kompetensi
SDM

- Penguatan standar produk dan komlrtensi
SDM

Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam Dasar Bukan Besi
1. Alumunium dan ahtfl rrrium aW
2. Mired Hgdroxide tuecipitate (MEP), Mixed tulfide Precipitate (MSn, NicLel Metal

3. Paduan tf,mbag4 (@pper a og)

4. Copwr/Bm.ss Sheet

Inisiatif Utama Pembangunan industri pengolahan logam tanah
jarang lrare eafi! bcrbasis monasite timah

Pembangunan industri pengolahan logam
tanah jarang (rare eorrh) bcrbasis monasite
timah

Pembangunan industri pengolahan logam
tanah jarang (zare earth) berbasis monasitc
timah

Aktivitas Utama - Memfasilitasi pembangunan industri pengolahan
anode slime menjadi dore

- Fasilitasipembangunan industripengol,ahan
logam tanah jarang berbasis monasitc timah

- Memfasilitasi pembangunan induetri
pengol,ahan anode slime menjadi dore

- Fasilitasi pembangunan industri pengolahan
logam tanah jarang berbasis monasite timah

- Memfasilitasi pembangunan industri
pengolahan anode slime menjadi dore

- Fasilitasi pembangunan industri pcngolahan
logam tanah jarang berbasis monasite timah

Jenis Industri Prioritas Industri L,ogam Mulia, Tanah Jarang lRare earth), da-n Bahan Bakar Nuklir
1. Logatn mulia untuk dekorasi dan perhiasan

2. Ir8am tanah jarsmg (rare earth)

Inisiatif Utama - Mengurangi ketergantungan terhadap impor
bahan baku dan bahan penolong berasal dari
bahan galian nonlogam

- Mengurangi ketergaltungan t€rhadap impor
bahar baku dan bahan penolong berasal
dari bahan galian nonlogam

- Mengurangi ketergantungan terhadap impor
bahan baku dan bahan penolong berasal
dari bahan galian nonlogam

-Memperkuat...
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- Memperkuat daya saing industri bahan galian
nonlogam

- Memperkuat daya saing industri bahan
salian nonlogam

- Memperkuat daya saing industri bahan
galian nonlogam

Aktivitas Utama - Fasilitasi business matching produsen dan
industri pengguna soda ash

- Penguatan kebijakan iklim usaha dalam rangka
perlindungan industri keramik, kaca, bentonit
g:afit, refiactory, rock rool, silika dan zirkon

- Pengembangan teknologi glass ,ube untuk
farmasi

- Fasilitaei persiapan pembangunan industri frits
- Fasilitasi bustrcss matching produsen dan

industri pengguna swnt bleach V earth
- Pengembangan bentonit dan grafit sebagai bahan

balat elec:tric vehicle ballery
- Ikjian potemi pengembangan induatsi rcfractory

daa\ rcckl,tr,oL

- Penguatan kebliakan iklim usaha dalam
rangla perlindungan industri keramik, kaca,
bentonit, glraflt, reftacttry, rocrculoor, silika
dan zirkon

- Pengenalan pasar industri bentonit dan
grafit

- Pengembangan teknologi industri relmctory
dan rockuoot

- Pengenalan pasar industri refiaLtury darl
rock:unol

- Kajian potensi pengembangan industri silika
dan zirkon

- Penguatan kebliakan iklim usaha dalam
rangka perlindungan industri keramik, kaca,
b€ntonit, gtafit, refmcttary, rocku.roor, silika
dal zirkon

- Pengembangan teknologi industri silika dan
ziurkorr

- Pengenalan pasar industri silika dan zirkon

Jenis Industri Prioritas Industri Bahan Galian Non Logam
1. Keramik
2. Kaca/Gelas
3. Relracraru

4.lOTahapan ...
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4.1O. Tahapan Capaian Pembangunan Industri Kimia Dasar Berbasis
Migas dan Batubara

1. KondisiSaatlni
Penambahan kapasitas petrokimia nasional dipenuhi melalui
rencana investasi oleh PT lotte Chemical Indonesia senilai
USD3,5 miliar atau sekitar Rp53 triliun dengan total kapasitas
produksi naplta cracker sebesar 2 juta ton per tahun yang

I juta ton etilen, 52O.0OO ton propilen, 4OO.O0O
ton dan produk turunan lainnya. Ground breaking
refinery nafta telah dilakukan 7 Desember 2O18.

Selain itu terdapat juga rencana investasi sektor industri
petrokimia oleh PI Chandra Asri Petrochemical Tbk hingga
USDS miliar atau setara Rp68 triliun yang memproduksi
ethglerw hingga l juta ton per tahun, propglene 55O.OO0 ton per
tahun, pggas (pgroli.sis go,soline) 450.000 ton dan mixed C4
sebanyak 350.O0O ton per tahun. Melalui penambahan
kapasitas tersebut, produksi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
diperkirakan lebih dari 6 juta ton per tahun.

Program revitalisasi industri pupuk dalam menunjang
ketahanan pangan yang diamanahkan dalam Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Revitalisasi Industri Pupuk, PI
Pupuk Indonesia (Persero) menargetkan proses revitalisasi 5
(lima) pabrik pupuk selesai pada 2OL7 untuk mencapai
kapasitas produksi urea sebesar 1O juta ton per tahun dan
membangun 5 (lima) pabrik pupuk NPK untuk menambah
kapasitas sebesar 2,4 jtta ton per tahun.

Lima pabrik pupuk urea adalah Amurea II/PKG II, PKT V, PUSRI
II B, Kujang IC, dan PUSRI III B. Namun sampai saat ini telah
berhasil membangun 3 plant/ pabrik amoniak terintegrasi
sebagai berikut:

No Pabrik
Revitalisasi

Pabrik
Yang

Disantikan

Kapasitas Pabrik Mulai
Beropera

si
Amoniak Urea

1 PKT V
PUSRI II B
Amurea
II PKG II

PIffI 1.l55.OOO TPA 825.OO0 TPA 2015
2 PUSRI II 907.500 TPA 660.000 TPA 2017
3 (baru) 660.000 TPA 570.000 TPA 20ta

SK No 132942A
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Sampai saat ini Kujang IC yang diharapkan dapat menggantikan
Kujang IA belum berhasil dibangun terkait belum didapatkannya
pasokan gas bumi jangka panjanC (15 s.d 2O tahun) dengan
harga yang memenuhi keekonomian pabrik pupuk urea.
Sedangkan pembangunan PUSRI IIIB masih menunggu iklim
usaha dan kebijalan pemupukan dimasa mendatang. Potensi
yang dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut:

Agar penggantian pabrik lama menjadi pabrik baru lebih efisien,
perlu pemantauan pasokan gas bumi untuk tetap berkelanjutan.

Lima pabrik pupuk NPK yang akan dikembangkan oleh PT
Pupuk Indonesia (Persero) dengan total kapasitas produksi 2,4
juta ton adalah sebagai berikut:

a. PT Pupuk Iskandar Muda dengan kapasitas 2xSOO.OOO ton
per tahun di Aceh;

b. PI Pupuk Sriwidjaja dengan kapasitas 2x1O0.OO0 ton per
tahun di Palembang;

c. PT Pupuk Kujang dengan kapasitas 2x1OO.OO0 ton per tahun
di Cikampek; dan

d. PT Pupuk Kalimantan Timur dengan kapasitas 2x5OO.OO0
ton per tahun di Bontang.

Salah satu upaya untuk menunjang produksi NPK, PT Pupuk
Indonesia (Persero) melalrulran pengamanan pasokan bahan
baku dengan berencana membangun pabrik asam fosfat dan
asam sulfat di Lhoksemauwe-Aceh, serta mengupayakan
penguasaan bahan baku dengan membeli perusahaan tambang
rockplasplwte,KCl, dan produsen DAP. Sejak tahun 2014, telah
dibangun PT Petro Jordan Abadi yang merupakan joint uenture
antara PT Petrokimia Gresik dengan Jordan Plasplnte Mines di
Gresik yang memproduksi asam fosfat sebesar 2OO.OOO

ton/tahun dan asam sulfat sebesar 600.000 ton/tahun. Di lain
pihak, PT Petrokimia Gresik telah memproduksi asam fosfat
sebesar 200 ton/tahun dan asam sulfat sebesar 57O.OOO
ton/tahun.

Pembangunan ...

No. Lapangan Gas Potensi Gas
Bumi

Umur
Pasokan

Mulai
Beroperasi

1 Train 3 Tanssuh-Teluk Bintuni I8O MMSCFD 2O Tahun 2020
2 Kasuri-Teluk Bintuni 285 MMSCFD 2O Tahun 2022
3 Abadi-Masela 150 MMSCFD 28 Tahun 2027

4 3OO MMSCFD 15 Tahun 2021
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Pembangunan kawasan industri petrokimia di Teluk Bintuni
dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBUI. Auailabilitg Pagment merupakan skema yang
diperlukan untuk menyokong belanja modal. Untuk itu
diperlukan adanya percepatan proses penJrusunan FBC.

Pengembangan industri petrokimia di Balongan Jawa Barat oleh
PT Pertamina (Persero) beke{asama dengan CPC Taiwan yang
akan menghasilkan produk petrokimia hulu hingga berbagai
jenis petrokimia hilir.
Pengembangan industri berbasis gasilikasi batubara
di Sumatera Selatan saat ini sudah disepakati dalam Head of
Agreement(HoA) antara PT Bukit Asam Tbk, PI Pupuk Indonesia
(Persero), PT Pertamina (Persero) dan PT Chandra Asri
Petrochemical Tbk, yang akan mengembangkan industri
mettnnol to olefin, metharwl to Dimetgl E-ter dan ammonia to urea.
Perkembangan terakhir yaitu sedang dalam proses penyelesaian
untuk Cooperation Agreement Ama ndemert
(CAA) antara PT Bukit Asam Tbk, PT Pertamina (Persero) dan PT
Air Product (perusahaan yang akan membangun pabrik). Selain
itu terdapat juga pengembangan industri petrokimia berbasis
gasilikasi batubara di Kalimantan Timur antara PT Kaltim Prima
Coal dan PT Kalimantan Nusantara Coal. Melalui Holding
Compang pada perusahaan tersebut membentuk PI Saphirindo
Mulia Perkasa yang akan bekerjasama dengan PT Air Product
East Kalimantan untuk mengembangkan industri gasifikasi
batubara dengan produk utama berupa Methanol loal to
methanotl,

Kapasitas produksi BTX (Benzene Toluene Xylene) sebagai bahan
baku obat dan farmasi, deterjen, serat ban, tekstil dan bahan
kimia khusus lainnya (foam untuk furnitur, plastik) juga akan
meningkat seiring adanya pengembalian desain kapasitas Pabrik
Aromatis PI Trans Pasilic Petrochemical Indotama (TPPI) Trrban.
Kapasitas PT TPPI akan menjadi Benzene: 341 ton per tahun,
Toluene: 150 ton per tahun, Parax5rlene: 450 ton per tahun.
Selain itu TPPI juga berencana
olefin.

Industri bahan baku obat dan kosmetika akan tumbuh dengan
adanya investasi PI Kimia Farma Tbk dan PT Kalbio Farma di
Cikarang yang beroperasi di tahun 2019, berupa Actiue
Plurma.eutical Ingredients (API) sebagai bahan baku obat dan
High Function Chemical (HFC) sebagai bahan baku kosmetika
senilai Rp145 miliar dan yang mempunyai kapasitas 242 metrik
ton.

Industri . . .
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Industri kaprolaktam direncanakan akan dibangun di Gresik
dengan kapasitas 120 ribu ton per tahun pada tahun 2020
dengan investasi senilai USD62O juta. Selain itu, untuk
memenuhi kebutuhan natrium karbonat (soda abu) sebagai
bahan penolong industri kaca, direncanakan akan dibangun
satu pabrik natrium karbonat di Gresik.

2. Permasalahan

Nafta sebagai bahan baku utama Industri Petrokimia sebesar 2,5
juta ton per tahun masih sepenuhnya diimpor. Dengan adanya
rencana penambahan kapasitas pabrik petrokimia (PT Lotte
Chemical dan PI Chandra Asri Petrochemical Tbk tahap II)
diperlukan tambahan bahan baku Nafta 7,5-8 juta ton per
tahun. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku diperlukan 3
refinery baru dengan kapasitas masing-masing 3OO ribu barrel
per hari.
Investasi di sektor hulu petrokimia bersifat capital intcrsiue
sehingga diperlukan dukungan pemerintah dalam bentuk
insentit kemudahan berusaha dan promosi investasi,
Permasalahan utama lainnya terkait pengembangan industri
petrokimia adalah penetapan harga gas yang layak secara
keekonomian. Untuk menjamin kepastian iklim usaha
diperlukan pendampingan pemerintah dalam hal negosiasi
dengan supplier gas, serta pemberlakuan periode tax tolidag
yang lebih panjang (15 tahun).
Pembangunan industri petrokimia berbasis gasifikasi batubara
memerlukan insentif berupa pengurangan tarif royalti batubara
secara khusus untuk gasifikasi batubara hingga Oo/o, harga
batubara khusus untuk peningkatan nilai tambah (gasifikasi)
batubara, pengurangan kewajiban perpajakan, penugasan
untuk implementasi DME serta dukungan infrastruktur
terutama penyediaan Kawasan Industri (KI) atau Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) dan pembangkit listrik.

3. Peluang dan Tantangan

Peluang pengembangan industri petrokimia nasional saat ini
masih sangat luas mengingat dari sisi permintaan, industri
petrokimia merupakan industri strategis karena merupakan
bahan baku bagi sekian banyak industri hilir seperti tekstil,
plastik, kulit sintetik, karet sintetik, kosmetik, pestisida,
deterjen, produk farmasi, serta bahan peledak. Permintaan
untuk produk hulu berupa ethgl.ene, propylere, dan butadiene
sudah melebihi kapasitas produksi saat ini, oleh karenanya
diperlukan penambahan kapasitas melalui investasi
pembangunan pabrik petrokimia.

Potensi . . .
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Potensi sumber daya alam yang sangat potensial dan tersedia
dalam jumlah yang sangat besar yaitu batubara dan gas alam.
Metalui proses gasifikasi batubara dapat dihasilkan berbagai
produk bahan baku
benznna dan berbogai
hilir berupa aromatik.

industri hulu antara lain
industri serta produk turunan di industri

Tantangan yang dihadapi oleh industri petrokimia adalah:

(l) Perlunya penambahan kapasitas produksi hulu untuk
memenuhi kebutuhan industri antara dan hilir;

(2) Perlunya pengintegrasian antara industri migas dan industri
hulu, antara dan hilir melalui jaringan logistik

dan distribusi serta dukungan infrastruktur yang efisien

(4) Perlunya dukungan insentif dan skema pembiayaan untuk
menarik investasi sektor hulu yang bersifat

terutama fasilitas kawasan industri, dan pembangkit listrik;
(3) Belum optimalnya penggunaan sumber daya alam yang

tersedia di dalam negeri khususnya gas dan batubara antara
lain melalui proyek-proyek gasifikasi batubara (aal to
ctemical) serta pembangunan kawasan industri petrokimia
yang terintegrasi dengan sumber penyedia gas bumi;

Tabel 4.10. . .
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Tabel 4.1O - Tahapan Capaian Pembangunan Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara

Inisiatif Utama - Peningkatan produksi barang kimia perantara
- Peningkatan daya seing dan iklim usaha yang

sehat bagi industri kimia
- Peningkatan Kualitas SDM

- Peningkatan produksi barang kimia perant ra
- Peningkatsn daya saing dan iklim usaha yang

sehat bagi industri kimia
- Peningkatan Kualitas SDM

- Pcningkatan produksi barang kimia perantara
- Peningkatan daya saing dan iklim usaha yang sehat

bagi industri kimia
- Peningkatar Kualitas SDM

Aktivitas Utsma - Meningkatkan kapa.sitas pengolahan nafta dan
kondensat menjadi produk petrokimia olefin,
ammatik, poliolelin dan petrokimia trainn5ra di
Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur

- Penlrusunan regulasi terkait ekspor impor
untuk bahan kimia

- PenJ.usunan SKKNI Industri Kimia
- Pendidikan dan pelatihan SDM
- Partisipasi penyuaunait posisi runding pada

kedaeama perdagangan internasional dan
kerjasama pengelolaan bahan kimia

- Fasilitasi peningkatan daya saing dan iklim
usaha yang sehat bagi industri kimia melalui
pemberian insentif frskal maupun nonfiskal,
penyediaan bahan baku dan energi yang
murah, pemalfaatan limbah scbagai bahan
baku industri dan elisiensi energi

- Meningkat*an kapasitas pengolahan nafta dan
kondensat menjadi produk petrokimia olefin,
aromatik, poliolelin dan petrokimia lainnya di
Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur

- PenJrusunan regula8i terkait ekspor impor untuk
bahan kimia

- Penyusunan SKKNI Industri Kimia
- Pendidikan dan pelatihan SDM
- Partisipasi penyusunan posisi runding pada

kerjasama perdagangan internasional dan
kerjassrna p€ngelolaan bahan kimia

- Fasilitasi peningkatafl daya saing dan iklim usaha
yang sehat bagi industri kimia melalui pemberian
inserrtif fiskal maupun nonfiskal, penyediaan
bahan baku dan energi yang murai, pemanfaatan
limbal sebagai bahan baku industri dan elisiensi
enerSl

- Meningkat*an kapasitas pengolahan nafta dan
kondensat me4iadi produk petrokimia olefin,
aromatik, poliolefin dan petrokimia trainnya di
Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur

- PenJrusunan regulasi terkait ekspor impor untuk
bahan kimia

- PenJrusunan SKKNI Industri Kimia
- Pendidikan dan pelatihan SDM
- Partisipasi penyrsunan posiEi runding pada

kerjasama perdagangan intemasional dan
kerjasama pengelolaan bahan kimia

- Fasilitasi peningkatan daya saing dar iklim usaha
yang sehat bagi industri kimia melalui pemberian
insentif fiskal maupun nonEskal, penyediaan bahan
baku dan energi yang murah, pemanfaatan limbah
eebagai bahan baku industri dan efisiensi energi
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- Pemanfaatan skema pembiayaan KPBU
untuk pembangunan kawasan industri
petrokimia di wilayah renorel belum
berkembang

- Pembangunan Industri Peuokimia berba8is gas
di kawasan industri Teluk Bintuni

- Melarrjutlan program revitalisasi industri
pupuk anorganik tunggal dan majemuk, aerta
mengganti pabrik pupuk tua dan tidak efisien

- MenjaBin ketersediaan bahan baku gas bumi
yang ckonomis dan jangka panjang untuk
industri pupuk eksisting

- Memperkuat prcduksi serat sintesis
- Memperkuat produksi produk antara yang

digunakan s€bagai bahan baku di industri lain
- Mendorong pembanSunan industri ooalo

chcmial
- Mendorong pembangunan industri biokatalis

bahan bakar minyak dan induari biokatalis
industri petrokimia

Petmkimia Hulu
1. Asam formiat
2. O-Xylena
3. Benzena

4. Toluena

- Pemanfaatan 8kema petrrbiayaan melalui KPBU
untuk pembangunan kawasan industri
petokimia di wilayah r"np&/belum berkembang

- Pembangunan Industri Petrokimia berbasis gas di
kawasan industri Teluk Bintuni

- Melanjutkan program revitalisasi industri pupuk
anorganik tunggal dan m4jemuk, s€rta mengganti
pabrik pupuk tua dan tidak efrsien

- Menjamin ketersediaan bahan baku gas bumi
yang ekonomis dan jangka panjang untuk industri
pupuk eksisting

- Memp€rkuat produksi serat aintesis
- MeEperkuat produksi produk antara yang

digunakan sebagai bahan baku di industri lain
- Mendorong integraai hulu-hilir industri coal to

demical
- Mendorong pembangunan industri biokatalis

bahan bakar minyak dan industri biokatalig
industri petrokimia

- Pemanfaatan skema pembiayaan melalui KPBU
untuk pembangunan kawasan industri petmkimia
di wilayah remot€/ belum berkembang

- Pembangunan Industri Peupkimia berbasis gas di
kawasan industri Teluk Bintuni

- Melanjutkan program revitalisasi industri pupuk
anorganik tunggal dan majemuk, serta mengganti
pabrik pupuk tua dan tidak elisien

- Menjamin ketersediaan bahan baku gas bumi yang
ekonomis dan jangka panjang untuk industri
pupuk €ksisting

- Memperkuat produksi serat sintesis
- Memperkuat produksi produk antara yang

digunakan sebagai bahal baku di industri lain
- Mendorong integrasi hulu-hilir industri cual to

dtEflial
- Mendorong pembangunan industri biokatalis bahan

bakar minyak dan industri biokatalis industri
petrokimia

Jenis Industri
Prioritas

Industri . . .
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Industri Kimia Organik
1. IAprolaktam
2. Cumene
3. Propilen clikol
4. Etilen Glikol
5. Fenol
6. Asam F)rmarat
7. Ptalic Anhidrat

Industri Pupuk
l. Pupuk Tunggal (basis fosfat dan kalium)
2. Pupuk Majemuk

Industri Reein Sintetik dan Bahan Plastik
1. Metil Metakrilat
2. Polikarbonat
3. Polivinil Alkohol

Indust i I(ar€t Alarn dan Sintetik
1. Isoprcne kfibel (IR)

2. Asglanihile Butadiene tutbber (ABR)

3. ChloropenE Rubbr (CR)

Si( No 05'1445 C
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4. Ethglcne ProNene Diene Motunet (EPDM)

5. Engboering nahtral rubber ampound
6. Actglonifiile Butodienc *grene (ABS)

Industri Barang Kimia lainnya
1. Propelan
2. Bahan Peledak

V.Kebijakan...
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V. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Pembangunan Sumber Daya Induski meliputi:

(1) Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri;
(2) Pemanfaatan Sumber Daya Alam;

(3) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri;
(4) Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Olah Pikir;

(5) Penyediaan Sumber Pembiayaan.

A. Program Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

1. Isu Strategis dan Uraian Program

Kebutuhan tenaga kerja sektor industri diperkirakan tumbuh
sebesar 600 ribu orang per tahun. Data historis tahun 2O14-2018
menuqiukkan bahwa dengan rata-rata pertumbuhan sektor
industri tahun 2OL4-2OL8 yang sebesar 4,9o/o, rata-rata
pertumbuhan tenaga kerja sektor industri tumbuh sebesar 3,49o/o.
Pertumbuhan tenaga kerja sektor industri tersebut tidak secara
otomatis
produktivitas. Produktivitas tenaga kerja sektor industri Indonesia
justru terus menurun selama 1O-15 tahun terakhir terutama
dikarenakan output sektor manufaktur yang tidak dapat
mengimbangi kenaikan upah tenaga kerja dan belum terciptanya
diversifikasi aktivitas ekonomi di sektor manufaktur.

Pendidikan kejuruan/vokasi merupakan salah satu program yang
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja
industri dengan cara mempersiapkan siswa lulusan yang siap kerja
dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Pendidikan tinggi kejuruan/vokasi masih mengalami berbagai
permasalahan. Jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan
vokasi pada politeknik di Indonesia hanya berkisar 5,2o/o dai
jumlah seluruh mahasiswa di Indonesia, yang nrana jauh lebih
rendah dibandingkan negara-negara maju khususnya di eropa. Hal
ini dikarenakan jumlah politeknik di Indonesia hanya 6% dari
jumlah Pendidikan Tinggi di Indonesia dan hanya memiliki total
518 program studi. Rendahnyajumlah politeknik di Indonesiayang
hanya jumlah rata-rata lulusan sebanyak 3.885
orang pertahun menyebabkan Indonesia kekurangan tenaga ahli
pada tahun 2O2O-2O3O.

kompetensi dan
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Selain pendidikan tinggi, kualitas pendidikan menengah vokasi
juga masih mengalami berbagai kendala antara lain:

(1) minimnya jumlah guru produktif yaitu guru yang
mengajarkan keahlian;

{21 mesin peralatan praktikum yang kurang memadai karena
tertinggal secara teknologi dibandingkan kebutuhan industri
saat ini;

(3) kurikulum SMK masih bersifat broadbased, dan pembelajaran
dominan teori sehingga lulusan mengalami kekurangan
keahlian spesifik yang siap pakai;

(4) tingkat penyerapan tenaga kerja lulusan SMK lebih rendah
dibandingkan lulusan SMU; dan

(5) sedikitnya jumlah SMK yang belum terakeditrasi berdasarkan
bidang keahlian.

Dalam rangka penyiapan tenaga kerja industri kompeten siap kerja
untuk memenuhi kebutuhan 60O.OO0 tenaga kerja industri pada
1O industri prioritas setiap tahunnya, dilaksanakan kegiatan
pelatihan berbasis kompetensi dengan sistem 3 in I (pelatihan,
sertifikasi, dan penempatan kerja), program kartu prakerja untuk
pelatihan bagi pencari kerja, pekerja/buruh terkena PHK, dan
pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kemampuan,
skilling/reskilling/upskilling tenaga kerja industri, fasilitasi
sertifikasi kompetensi untuk tenaga kerja industri, dan program
pendidikan vokasi Dl dan D2 berbasis kompetensi.

Pengembangan kompetensi SDM industri di Indonesia, diarahkan
untuk mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI). Kemampuan untuk menyelesaikan perumusan
SKKNI pada seluruh sektor industri menjadi sebuah tantangan
yang besar karena keberagaman sektor industri yang ada. Selain
itu, awareness akan keberadaan SKKNI pada staketalders seperti
asosiasi, perusahaan industri, dan praktisi masih rendah, SKKNI
harus ditindaklanjuti melalui program pembelajaran berbasis
kompetensi dan program uji kompetensi serta didukung penyiapan
infrastruktur kompetensi, seperti: Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP), Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan asesor kompetensi.
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Mengingat isu strategis yang merupakan kendala dan tantangan
sektor industri di atas, pembangunan SDM industri perlu didorong
kearah pengembangan SDM yang berkompetensi baik secara
telaris maupun secara manajerial sesuai UU Nomor 3 Tahun 2O14
tentang Perindustrian dan PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
yang mengamanatkan pembangunan SDM Industri yang meliputi
wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan
konsultan industri.

Untuk kompetensi teknis, pembangunan tenaga
kerja industri dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program
pengembangan vokasi industri yakni:

1. Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi Menuju Dual System;

2 politeknik/akademi komunitas di Kawasan
Industri dan revitalisasi politeknik;

Pengembangan SMK berbasis
dengan industri;

yang link and match

4. Pengembangan Balai Latihan Kerja;

5. Pengembangan pelatihan industri berbasis kompetensi;

6. Pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertilikat
tenaga kerja industri; dan

7, Pengembangan SDM Industri menuju Industri 4.0.

Kompetensi SDM Indushi perlu ditingkatkan dan disesuaikan
dalam rangka tantangan era industri 4.0. Dalam
rangka pembangunan kompetensi industri 4.0 untuk mendukung
program Making Indonesia 4.0 dilakukan prosam'progam
sebagai berikut:

1. Pengembangan online learning

2. Re-desain kurikulum mengacu Industri 4.0

3. Pengembangan riset industri 4.0 pada politeknik

4. Program 32 linkage konsentrasi industri 4.O

5. Pelatihan SDM bidang industri 4.0

6. Pengembangan program studi industri 4.0

7. Pengembangan politeknik mendukung industri 4.0

8. Pembangu.nan Pusat Industri Digital Indonesia (PIDD 4.0

SK No 132780A
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Salah satu kegiatan pembangunan SDM yang mendukung Industri
4.0 adalah dibangunnya Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI) 4.0
yang memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai: (l) Shourcase untuk
pelatihan SDM Industri; (21 Copabilitg Center untuk membangun
kapabilitas industri 4.O di perusahaan industri, (3) pusat
pengembangan ekosistem industri 4.O melalui kolaborasi, inkubasi
start-up, dan pembentukan komunitas; l4l Deliuery Center dalam
rangka pendampingan perusahaan untuk bertransformasi kearah
industri 4.0 melalui alat ukur INDI 4.0, (51 Engineefing & AI Center
untuk mengembangkan ide-ide teknologi industri 4.0 untuk
peningkatan daya saing dan produktivitas.

Pusat Industri Digitat Indonesia (PIDD 4.O diharapkan menjadi
pusat pembinaan SDM Industri yang lengkap karena selain
kompetensi teknis, dilakukan juga pembinaan dari sisi kompetensi
manajerial. Para manajer perusahaan industri akan didorong
untuk melakukan transformasi bisnis ke arah digitalisasi dan
pemanfaatan teknologi industri 4.0 serta membangun proyek
implementasi industri 4.0 melalui tahapan penilaian kesiapan
(INDI 4,0), penlrusunan business case/ proposal implementasi dan

teknis oleh pakar. Pembangunan kompetensi
manajerial tenaga kerja sektor industri agar siap
transformasi industri 4.0 menjadi hal yang penting dalam rangka
implementasi Makfuq Indonesia 4,0.

2, Sasaran Program Pembangunan SDM Industri

Melalui program pengembangan SDM Industri diharapkan dicapai
sasaran berupa:

1) Tersedianya tenaga kerja industri kompeten yang sesuai
dengan kebutuhan industri;

2l set keahlian baru yang dibutuhkan tenaga kerja
industri dalam menghadapi era industri 4.0,

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan Sumber Daya
Manusia Industri
Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi pembangunan Sumber
Daya Manusia Industri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1 ...
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Tabel 5.1, Rencana Aksi Pembangunan SDM Industri

1 Pendidikan
Vokasi berbasis
kompetensi
menuju dual
sgsEm

a. Penyelenggaraan progra.m
pendidikan vokasi D3 & D4
berbasis kompetensi

Jumlah Mahasiswa 13.200 14.100 t5.ooo

750 750 750

7.800 7.900 8.OOO

2A 31 33

KeInenteriEn Kementerian Pendidikan,
Ke dan Kementerian

Manusia dan
Kebudayaan, Bidang
Perekonomian

Kementerian Kementerian Pendidikan,
Riset, dan Kementerian Koordina

Manusia
Bidang

b. Penyelenggaraan program
pendidikan vokasi setara Dl &
D2 b€rbasis kompetensi

Jurnlah Mahasiswa

Jumlah Siswac. Program pendidikan kejuruan
berbasis kompetensi di Sekolah
Menengah Kejuruan

Kementerian Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset,
Koordinator Bidang

dan Kementerian
Manusia dan

Kebudayaal, KeEenterian
Perekonomian

Bidang

d. Peningkatan kelembagaan di
Unit Peadidikan Vokasi Industri

Unit Pendidikan I(ementerian Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan,
Perekonomian

e. Penyediaan alat workshop
untuk kurikulum industri 4.O di
unit-unit pendidikan

Unit Pendidikan 4 4 Kementerian Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset,
Koordinator Bidang

dan Kementerian
Manusia dan

Bidang

4

Kebudayaal, Kementerian
Perekonomian
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2 PembanSunan
politeknik/
Akademi
Komunitas
Industri di
kawasan industri
dan Revitalisasi
Politeknik

Berdirinya 65 Politeknik di
I<awasan Industri WPPI/KI/KEK)

a. Pengurusan izin pembangunan
& penyelengaraan Politeknik di
KIlWPPI

Dokumen Perizinan 9 t2 15 Kement€rian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ralqrat Pemerintah Daerah

b. Pembangunan sarana dan
prasarana politeknik industri di
KI/WPPI

Sarana dan
Prasarana

10 13 Kement€rian Perindustrian, Kementerian Pekcrjaan Umum
dan Penrmahan Rabat, Pemerintah Daerah

c. Fasilitasi pembangunan
politeknik pada perusahaan
industri

Politeknik I 1 I Kementerian Perinduetrian, Kementerian Pekeqjaan Umum
dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah

d. Revitelisasi Politeknik mel,alui
program linft & rnatch dengan
industri

Politeknik 30 30 27 Kement€rian Perindustrien, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

e. Penyiapan dan penguatan
kualitas dan kuantitas tenaga
pengajar pada politeknik

Kementerian Perindustrian

3 Pembangunarl
Link & t[atclt
Sekolah
Mencngah
Kejuruan dengan
industri

Terlaksananya lirlJc & tatch antara
2.600 SMK dengan 8OO industri,
melalui:

a. Restmlfirrisasi pmgram studi
SMK

Prodi 965 965 Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

965

SK No 051452 C
b. Implementasi



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-98-

a-: :r:-T_
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Kompetensi
keahlian

7 7b. Implementasi kurikulum dan
modul hasil penyelaraeal
dengan industri

Icmenterian Perindustrian, IGmenterian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

c. Peningkatan komp€tensi guru
produktif melalui pelatihan dan
magang

guru 4.160 4.160 4.160 Kementerian Perinduetrial, Kcmenterian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

d. Fasilits.si s zal eq,erl sebagai
tenaga pengajar SMK yang link
& ,lafcrr dengan industri

siluer egert 144 144 144 Kementerian Perinduatrian

e. Fasilitasi infrastruktur
kompetensi (LSP, Asessor)

SMK 50 50 50 Kementerian Ketenagakerjaan dan Badaa Nasional
Sertifikasi Profesi

f. Peningkatan dan
pengembangan kapasitas
peralatar praktek minimal di
SMK yang ,inft & zutch

SMK 960 960 s60 Kementerian Perindu8trian, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

g. Faeilitasi penyediaan pelatih
tempat kerja (in @mpanA
trainerl melalui Tmi,ting of
?|ainer untuk kegiatan praktik
kerja dan pemagangan
berkualitas

Kementerian Perindustrian
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4. Pendidikan dan
Pelatihan sistem
3in1

a. Terlaksananya Diklat 3 in I
untuk calon tenaga kerja
industri dan penyandang
disabilitas

Calon tenaga kerja
industri dan
penyandang
disabilitas

100.o00 100.000 100.0@ Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketcnagakedaan,
Badan Nasional Sertifrkasi Profesi

b. Tersalurkannya kartu prakerja
untuk pelatihan calon tenaga
kerja di seluruh industri

c. Terselenggaranya
ski ing/ reskiling/ upshlling
tenaga kerja industri

Calon tenaga kerja
industri

Tenaga kerja

Siswa

100.000

10.ooo

7.500

loo.000 100.ooo Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan,
Kementerian l(oordinator Bidang Perekonomian

10.000 Kementerial Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan10.000

7.500

200

d. Pendidikan vokasi setara Dl &
D2 berbasis kompetensi

7.500

200

Kementerian Perindustrian

e. Fasilitasi penyediaan pelatih
tempat kerja (in ampang
taine4 melalui Ilaining of
tainer untuk kegiatan praktik
kerja dan pemagangan
berkualitas

Tenaga Pelatih lao Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan
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a, Penlrusunan SKKNI dan/atau
KKNI untuk Sektor Industri

SKKNI dan/atau
KI(NI

20 20 20 Kementerian Perindustrian, Ikmenterian Ketenagakerjaan

b. Pengembangan kmbaga
Sertifrkasi Prof$i dan Tempat
Uji Kompetensi Unit Diklat

Unit 20 20 20 Kementeriart Perindustrian, Kementeriar Ketenagakerjaan,
Badan Nasional Scrtifrkasi Profesi

c. lnkubator Bisnis untuk
Pembentukan Wirausaha

Unit 3 3 3 Kementeriar Perindustrian, Kementerian Koperasi dan
UKM

d. Fenyediaan Asesor Kompetensi
untuk Pendidikan Nonformal

Orang 100 100 100 Kementerial Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan,
Badan Nasional Sertifikasi Profesi

e. Sertilikasi Komlrctenai tenaga
kerja industri pada sektor-
sektor industri
prioritas/unggulan (makanan &
minuman, elektronika,
otomotif, kimia, tekstil)

Orang 100.ooo 100.ooo 100.ooo Kementerian Pcrindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan,
Badan Nasional Sertifikasi Profesi

f. Pengembangan SDM aparatur
sipil negara mclalui dikLat
Gknis, struktural, fungsional,
dan rintisan gelar S2 dan S3
Double Degree

Orang 640 640 640 Kementerian Perindustria-n

5. Sertifikasi
KompetenEi
Tenaga Kerja
Industri

SK lJo 051'149 C
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Pembangunan
Pusat lndustri
Digital Indonesia
(PrDr) 4.O

a. Terbangunnya Pusat Industri
Digital Indon$ia (PIDI) 4.O
dalam menghadapi era industri
4.0

Proges pengerjaan
P/.1

b. Meningkatnya mitra industri
yang tfigabung daLam
ekosistem PIDI 4.0

Jumlah mitra

100 Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Ri6et, dan Teknologi, BRIN

20 25 30 Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi, BRIN

6

B. Program . . .
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B. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam
l. Isu Strategis dan Uraian Program

Kebijakan pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya
alam tahun 2022-2024 diarahkan pada: (l) Perbaikan aliran
material sektor manufaktur khususnya bagi 5 (lima) sektor
prioritas ddam Making Indonesia 4.O yang merupakan kebutuhan
bahan baku masa depan dan kebutuhan industri hulu yang
sebagian besar diimpor; (2) Pemenuhan kebutuhan energi bqgi
industri; (3) Pemenuhan kebutuhan air baku khususnya di
Kawasan Industri; dan (a) Penjaminan penyediaan bahan baku
industri.
Pemanfaatan Sumber Daya Alam juga dilalsanakan dalam rangka
peningkatan daya saing ekspor dan partisipasi dalam rantai pasok
global yang dilakukan dengan cara: (1) penyederhanaan regulasi
dan prosedur ekspor dan impor, (2) meningkat*an diversifikasi,
kompleksitas dan nilai tambah produk ekspor, (3) meningkatkan
penetrasi ekspor ke pasar tradisional dan pasar non-tradisional, (4)

proses negosiasi dan revtu ftee trade agreement
(FTA), (5) memfasilitasi pelaku ekspor dan usaha yang berpotensi
menjadi eksportir, (6)
berbasis hilirisasi SDA,

investasi industri yang
tinggi dan berorientasi ekspor,

(7) memperluas progrzrm kemitraan antara industri besar dan IKM.
Upaya penyediaan kebutuhan SDA dilakukan berdasarkan
kapasitas produksi bahan baku industri berbasis mineral
tambang, migas dan batubara serta industri hulu agro sebagai
berikut:
a. Industri Berbasis Mineral Tambang

kebutuhan SDA di industri berbasis mineral
tambang dikaitkan dengan strategi perbaikan alur material
logam terpilih yaitu nikel, besi baja, tembaga,
cobalt, dan timah yang sebagian besar merupakan bahan
baku industri di masa depan berdasarkan Peta Jalan Making
Inlonesia 4,O.

Penyediaan kebutuhan bahan baku tersebut dilaksanakan
melalui hilirisasi sumber daya alam. Pembangunan smelter
aluminium akan difokuskan di wilayah Mempawah, Sumatera
Utara & Kalimantan Utara. Pembangunan smelter nikel akan
difokuskan antara lain di wilayah Konawe, Morowali, Teluk
Weda, dan Bantaeng. Pembangunan smelter besi baja
difokuskan di wilayah Cilegon, Morowali, dan Cikarang.
Pembangunan smelter tembaga difokuskan di Gresik dan
Sumbawa Barat. smelter timah akan

b. Industri ...
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b. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran
industri kimia berbasis migas dan batubara
upaya:

1) pengurangan ketergantungan impor bahan kimia dasar
nafta dan kondensat
olefin aromatik dan

2l pengembangan industri petrokimia berbasis nafta dan
kondensat di Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur'

3) pengembangan industri petrokimia berbasis gasifrkasi
batubara di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan
Kalimantan Selatan.

4) akselerasi pembangunan industri petrokimia pupuk atau
Olelin di Teluk Bintuni, Masela, Senoro, Bontang dan
Sakalemang.

penambahan kapasitas produksi pengolahan olefin dan
aromatik yang merupakan bahan baku obat.

hilirisasi industri kimia berbasis migas dan batubara
yang merupakan bahan baku industri kimia lainnya dan

SDA di sektor
diarahkan pada

melalui pembangunan refinery
untuk bahan baku pengolahan
poliolelin.

s)

c

6)

farmasi.

Industri Hulu Agro

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran SDA di sektor
industri hulu agro diarahkan pada:

1) Pemanfaatan Industrial Palm Oil untuk industri kemurgi
yaint green fuel, green ga'soline, green diesel, dart green
aufi)r.

standar mutu bahan baku karet alam untuk
bahan baku hilirisasi produk berbasis karet'

3) Penyediaan bahan baku industri pakan, pulp dan kertas
serta furnitur kayu dan rotan.

4l Pemanfaatan karet alam dalam negeri dalam rangka
diversifrkasi produk hilir karet.

5) Peningkatan nilai tambah industri minyak atsiri'

2)

SK No 132791A
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6) Pemanfaatan limbah industri kelapa sawit untuk industri
bio-plastic"

2. Sasaran Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran
Sumber Daya Alam

Frogram pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran SDA
diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

Industri berbasis Mineral Tambang

1) Hilirisasi Nikel

a) Pengembangan industri stainless
diversifikasi jenis stainless steel dan
industri hilir stainles s steel seperti untuk aplikasi
produk rumah tangga, konstruksi dan migas serta
alat kesehatan.

b) Pengembangan industri nikel dan cobalt yang berasal
dari proses Hydrometalurgi terhadap Nickel Ore
kadar rendah yang selama ini dibuang atau hanya
untuk reklamasi.

c Akselerasi pembangunan industri pengolahan b{jih
nikel hasil proses H seperti Cobalt
Mumi dengan perkiraan total nilai kapasitas produksi
sebesar 80OO ton/tahun'

d) Pemberlakuan Domestic Market Obligation untuk
nikel.

2) Hirilisasi Tembaga

a) Hilirisasi Tembaga berupa pembangunan pabrik
katoda tembaga membutuhkan beberapa prasyarat
karena banyaknya bg ptoduct yang dihasilkan, yaitu
Asam Sulfat, Gipsum, Copper Slag, Anode Slime.
Terkait anode slime, untuk dapat diproduksi secara
ekonomis dibutuhkan input bahan baku sebesar 6
ribu ton/ tahun anode slime yang akan menghasilkan
ekuivalen 6O-7O ton emas. Perlu dijajaki skema
investasi untuk pemanfaatan limbah red'mud yang
dihasilkan oleh proses pemurnian bauksit menjadi
produk hilir misalnya untuk bahan penolong tekstil
atau aating keramik.

a.

steel adalah
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b) Akselerasi pembangunan industri pengolahan katoda
tembaga dengan perkiraan total nilai kapasitas
produksi sebesar 600 ribu ton/tahun. Dalam rangka
mengejar demand tembaga yang terus meningkat saat
ini sekitar 4OO-5O0ribu ton/tahun.

3) HilirisasiAluminium
a) Untuk pabrik alumunium ingot primer

membutuhkan prasyarat utama energi murah (USD
2cents/kwh) yaitu hidro energi atau nuklir reaktor.
Saat ini sedang dipelajari untuk membangun smelter
alumunium di Kalimantan Utara memanfaatkan
aliran sungai Kayan dan Papua memanfaatkan
sungai Urumuka (disinkronisasi dengan ketersediaan
energi PLTA).

b) Akselerasi pembangunan smelter baru aluminium
ingot dengan perkiraan total nilai kapasitas sebesar 1

juta ton/tahun.
4l Hilirisasi Besi Baja

a) Mendorong investasi iron makhg dari bijih besi dan
pasir besi lokal agar mencapai 17 juta ton/tahun.

b) Memenuhi kebutuhan proyek infrastruktur nasional,
untuk APBN tahun 2O19 mencapai Rp415 triliun.

c) Memenuhi kebutuhan industri alat transportasi,
permesinan, kesehatan, dan elektronika yang
mencapai 2,8 juta ton/tahun.

Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

1) Fasilitasi pembangunan refinery NAFTA dengan
kapasitas masing-masing 3OO ribu barrel per hari untuk
mengimbangi peningkatan produksi olefin dalam negeri.

2l Fasilitasi Pengembangan industri petrokimia berbasis
nafta dan kondensat di Banten, Jawa Barat, dan Jawa
Timur.

3) Pengembangan industri petrokimia berbasis gasifikasi
batubara di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan
Kalimantan Selatan.

4l Akselerasi pembangunan industri petrokimia di Teluk
Bintuni melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha.

SK No 132789A
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s) kapasitas PT Trans Pasific Petrochemical
Indotama (TPPD T\rban untuk Bfi
@enzene Tofuene Xglenel sebagai bahan baku obat dan
farmasi, deterjen, serat ban, tekstil dan bahan kimia
khusus lainnya.

c. Industri Hulu Agro

l) Akselerasi pembangunan industri pengolahan Industrial
Palm Oil (IPO) sebagai pemasok bahan baku industri
green fuel, grcen gasoline, green diesel, dan green auafi
dengan perkiraan total nilai investasi sebesar 25-30
triliun sepanjang tahun 2022-2024.

2l Akselerasi pemanfaatan karet alam sebagai campuran
(aditifl aspal karet dengan perkiraan target
sebesar 112.OOO ton per tahun.

3) Fasilitasi penyediaan bahan baku furnitur kayu dan
rotan melalui infrastruktur dan sistem
logistik bahan baku.

4l Fasilitasi peningkatan recouery rate kertas bekas di
dalam negeri menjadi 65%.

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pemanfaatan, Penyediaan dan
Penyaluran Sumber Daya Alam

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi pengembangan
Sumber Daya Alam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2...
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Tabel 5.2. Rencana Aksi Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

r5
1 Fasilitasi investasi dalam

rangka pengembangan
industri smelter bertasis
nikel dan cobalt (di
Sulawesi Tenggara dan
Maluku Utara)

Terbangunnya industri
smelter berbasis nikel

dan cobalt

Forum
Koordinasi

Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Kementerian Investasi/BKPM, IGmenterian
Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Kementerian P€kerjaan Umum dan
Perumahan Ralg.at, Kernenterian Lingkungan Hidup dan
I(ehutanalr, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,
Pemerintah Daerah

2 Fasilitasi investasi daLam
rangka pengembangan
industri smelter berbasis
tembaga (di Jawa Timur dan
Nusa Tenggara Barat)

Terbangunnya industri
smelter berbagig
tembaga

Forum
Koordinasi

Kementerian Perindustrian, K€menterian l(oordinator Bidang
Perekonomian, Kement€rian Investasi/BKPM, Kement€rian
Keualgan, Kementerian Dalam Negeri, Kemcnterian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dart
Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,
Pemerintah Daerah

3. Fasilitasi investasi dalam
rangka pengembangan
industri smelter berbasie
alumunium (di Ka.limantan
Utara, Sumatera Utara, dan
IGlimantan Barat)

Terbangunnya industri
smelter berbasis
alumunium

Forum
I(oordinasi

Kementerian PerinduBtrian, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Kementerian Investasi/BKPM, Kem€nterian
Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rak5.at, Kementerian Lingkungan Hidup dal
Nehutaran, Kemeaterian Agraria dan Tata Ruarg/BPN,
Pemerintah Daerah

4.Fasilitasi...
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Fasilitasi investasi dalam
rangka pcngembartgan
industri smelter berbasis
besi baja karbon (di Cilegon,
Morowali, Beka8i, dan
Kendal) dan baja
paduan/ srainless sree, (di
Konawe, Morowali, dan
Teluk Weda)

Peningkatan kapasitas
produksi naphta craclcer
menjadi 2 juta ton per
tahun yang menghasilkan 1
juta ton etilen, 520.000 ton
propilen, 4O0.O00 ton
polipropilen dan produk
turunan
Peningkatan kapasitas
produksi ethylene hingga 1

juta ton per tahun,
propylene 550-O0O ton per
tahun, Pygas 450.000 ton
dan mixed C4 sebanyak
350.0@ ton per tahun

Terwujudnya industri
smelter berbasis besi
baja karbon dan baja
paduan/stainless
sreeL

Pemenuhan
kebutuhan bahan
baku olelin nasional

Pemenuhen
kebutuhan bahan
baku industri kimia
hulu nasional

Forum
Koordinasi

Forum
Koordinasi

Forum
Koordinasi

Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian
Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Icmenterian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,
Pemerintah Daerah

l(ementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang
Perckonomian, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian
Keuangan, Kemeriterian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Kem€nterian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,
Pemerintah Daerah

Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Kement€rian InvestasilBKPM, Kement€rian
Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, IGmenterian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralryat Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian Agraria den Tata Ruang/BPN,
Pemerintah Daerah

4

5

6
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7 Peningkatan produksi RD(
menjadi Benzene 341 ton
per tahun, Toluene 150 ton
per tahun, Para:rylene 450
ton per tahun

Pengurangan
ketergantungan
industri obat, farmasi,
kimia hilir terhadap
bahan baku impor

Forum
Koordinasi

Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, Kement€rian Kesehatan, Badan PenBawas Obat dan
Makanan

8 produksi Active
Pharmaceutical Ingredi€nts
(API) sebagai bahan baku
obat dan High Function
Chemical (HFC) sebagai
bahan baku kosmetika

Penguaangafl
ketergatttungan
indu8tri obat dan
kosmetika terhadap
bahan baku impor

Forum
Ibordinasi

Kement€rian Perindustrian, K€menterian Kesehatan, Badan
Pcngawas Obat dan Makanan

9 Pembangunan industri
pengola.han Industrial Palm
Oil [POl sebagai pemasok
bahan baku industri green
fuel, green gasoline, green
diesel. dan stcar avhrr

Peningkatan
penggunaan produk
turunan minyak
kelapa sawit sebagai
sumber energi

Forum
I(oordinasi

Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan

10. Pemanfaatan karet alam
sebagai additif aspal
sebesar I 12 ribu ton per
tahun

Hilirisasi kar€t alam Forum
Ituordinasi

Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
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Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri
1. Isu Strategis dan Uraian Program

pemanfaatan teknologi industri tallun 2022-2024
dilakukan melalui:

1) Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui inkubasi,
konsultansi, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem
industri 4.O dalam rangka pengembangan produk teknologi,

keandalan sistem/proses produksi, efisiensi
proses, mempercepat
serta menghasilkan smad products;

2l Peningkatan mutu produk/proses dan diversilikasi
produk/proses melalui pemanfaatan teknologi industri yang
dapat diperoleh melalui hasil kegiatan rancang bangun dan
perekayasaan industri;

3) Implementasi teknologi 4.0 melalui peningkatan kesadaran
(autarenessl dan bimbingan teknis manajer industri,
penilaian/ assesment INDI 4.0, pendampingan, dan evaluasi;

4) Implementasi teknologi industri untuk IKM dalam rangka
produktivitas, efisensi dan standardisasi

produk dan proses produksi untuk menjadi bagran dari Global
Value Chain serta meningkatkan kualitas agar dapat diterima
pasar ekspor;

5) Meningkatkan kemandirian teknologi melalui audit teknologi
industri dan infrastruktur penunjang audit teknologi,
penjaminan risiko pemanfaatan teknologi dari penyedia
teknologi, pengadaan teknologi industri melalui proyek putar
kunci, mendorong Perusahaan Industri untuk memanfaatkan
fasilitas insentif bag, perusahaan yang mengembangkan
teknologi, dan memanfaatkan produk teknologi yang
dihasilkan di dalam negeri;

6) Memberikan rekomendasi teknologi industri prioritas
berdasarkan analisis teknologi industri yang dirancang
bangun dan direkayasa oleh penyedia teknologi dengan
memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan
manufaktur;

teknologi industri baik penyelesaian
teknologi jangka pendek maupun antisipasi

teknologi di masa depan yang dibutuhkan oleh dunia industri
untuk disediakan oleh lembaga penyedia teknologi;

7l
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8) Pengadaan pemerintah maupun BUMN yang mengutamakan
produk dan jasa yang dihasilkan dari
industri dalam negeri.

teknologi

2. Sasaran Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri
1. Pemanfaatan teknologi industri

- Pemanfaatan teknologi yang sudah terbukti llnouenl
keandalannya untuk digunakan di sektor industri melalui
kerjasama, lisensi, dan akuisisi teknologi

- Pemanfaatan teknologi hasil kegiatan rintisan teknologi
industri

- Pemanfaatan teknologi melalui inkubasi dan konsultansi
teknologi industri

- Penguatan ekosistem industri 4.O untuk saling berbagi
pengetahuan dan pengalaman dalam pemanfaatan
teknologi industri

- Pendampingan dan asesmen teknologi industri 4.O di
perusahaan

- Penetapan lighlhouse industri 4.0 pada sektor industri
prioritas Making Indonesia 4.0 untuk menjadi
contoh / model/ referensi/ shouuse pernarf,aatan teknologi
industri 4.0

2. Pengembanganteknologiindustri
- Rancang bangun dan perekayasaan industri prioritas
- Peningkatan sumber daya optimalisasi pemanfaatan

teknologi industri
- Rancang bangun dan perekayasaan industri berbasis

teknologi industri 4.0
3. Implementasi teknologi industri untuk IKM dalam rangka

kualitas dan produk/produksi
melalui konsultansi teknologi
- Diagnosispermasalahanteknologi

peningkatan teknologi industri untuk
pengembangan produk, perbaikan teknologi dan lagout
produksi, pencegahan pencemaran, penererapan sistem
kendali mutu dan pelatihan SDM produksi

4. Regulasi untuk meningkatkan kemandirian teknologi industri
- Penyelesaian peraturan perundang-undangan tentang

audit teknologi industri
- Penyusunan Standar Spesifikasi Teknologi Industri
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- peraturan perundang-undangan tentang rintisan
teknologi

- peraturan perundang-undangan tentang pedoman
inkubasi berbasis teknologi

- peraturan perundang-undangan tentang pedoman
konsultansi teknologi industri

Tingkat kesiapterapan teknologi industri prioritas

- Penyelesaian pedoman tingkat kesiapterapan manufaktur
dan sustainability

- Pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi dan
manufaktur

tingkat kesiapan industri dalam
bertransformasi menuju Industri 4.O

6 pemanfaatan teknologi industri
risiko atas pemanfaatan teknologi industri

oleh penyedia dan pengembang teknologi

7, Penggunaan produk hasil pemanfaatan teknologi industri
- Penyusunan katalog produk hasil pemanfaatan teknologi

industri untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah
dan BUMN

- Sosialisasi produk hasil pemanfaatan teknologi industri
(pameran/diseminasi/ husiness matchingil

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Industri
Rincian kegiatan prioritas dan nencana aksi optimalisasi
pemanfaatan teknologi industri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3...

5
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Tabel 5.3. Rencana Aksi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri

I Pemanfaatan
teknologi industri

Termanfaat*annya teknologi
yang sudah terbuktt Qrouen)
keandalannya untuk digunakan
di seLtor industri melalui
kerjasama lisensi dan akuisisi
teknologi

Jumlah Teknologi
Industri

10 l5 20

Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN,
BRIN

Termanfaatkannya teknologi
hasil kegiatan rintisan teknologi
industri

Juml,ah Rintiean
Teknologi Industri lo 15 15

Kementerian Perindustrian, BRIN

Termanfaatkannya teknologi
melalui inkubasi dan
konsultansi teknologi industri

Jumlah Inkubasi dan
Konsultansi Teknologi
Induetri

15 20 30
Kementerian Perindustrian, BRIN

Penguatan ekosietem industri
4.0 untuk saling berbaai
pengetahuan dan pengalaman
dalam pemanfaatan teknologi
industri

Ekosistem Industri 4.O

I I 1

Kementerian Perindustrian, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, darr Teknologi,
Kementerian Komunikasi darl Informatika, BRIN

Terlaksanakannya kegiatal
pendampingan dan aseamen
teknologi industri 4.O di
perusahaan

Judah
Pendampingan/Asesmen
Industri 4.O 30 40 50

Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN

Si( IJo 05'l 161 C
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Penetapan &i7hlhouse industri
4.O pada sektor industri
prioritas Making Indonesia 4.0
untuk menjadi
contoh / model/ referensi/
shouro.se pemanfaatan
teknologi indu8tri 4.o

Jumlah [!fuhousa
industri 4.O ftumulatif)

10 l5

Kem€nterian Perindustrian, Kementerian BUMN

20

Kementerian Perindustrian, BRIN

3

Kementerian Perindustrian, BRIN
7

o

3.

Pengembangan
Teknologi Indugtri

Terlaksananya kegiatan
Rancang Bangun dan
Perekayasaan Industri Prioritas
Tahun Anggaran 2022-2024

Jumlah Pa*et Rancang
Bangun dan
PerekayaBaan lndustri

3 3

Terl,aksanan]a kegiatan
Rancang Bangun dan
Perekayasaan industri berbasis
teknologi industri 4.0

Jumlah paket rancang
bangun dan
Perekayasaan berbasis
teknologi Industri 4.O

7 7

Peningkatan sumber daya
optimalisasi pemanfaatan
teknologi industri

Jumlah SDM yang
ditingkatkan
kemampuannya

100 100 100
Kernenterian Perindustrian

Implementasi
teknologi industri
untuk IKM dalam
ralgka
meningkatJ<an
kualitas dan

Terdiagnosisnya permasalahan
trknologi industri di IKM

Jumtrah diagnosie
permasal,ahan IKM

Terlaksanakannya kegiatan
konsultensi daliam rangka
pendampingan peningkatan

JumLah konsultansi
teknologi industri untuk
IKM

industri untuk

50 50 50 Kementerian Perindustrian, Kementerial
Koperasi dan UKM, BRIN

50 50 50

Kementerian Perindustrian, Kementerian
Koperasi dan UKM, BRIN
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prcduktivitas
produk/produksi
melalui
konsultansi
teknologi

pengembangan produk,
perbaikan tcknologi dan lcuol,t,
produksi, pencegelnn
pencemaran, penererapan
sistem k€ndali mutu dan
pelatihan SDM produksi

Jumlah Regulasi Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum
dan HAM, BRIN2 2 1

Jur ah Pedoman
(kumutati0

Kementerian Perindustrial, BRIN
1 1 t

4 Regulasi untuk
meningkatlen
kemandirian
teknologi indu8tri

TersusunnJra reguLasi untuk
peningkatan kemandirian
teknologi industri

5. Tingkat
kesiapterapan
teknologi industri
prioritas

Tersusunnya pedoman tingkat
kesiapterapan manufaktur dan
sustainabiJitg

Terukurnya tingkat
kesiapterapan teknologi dan
manufaktur

Jumlah Perusahaan
Industri 10 15 20

3 3

Kementerian Perindustrian, BRIN

Terukumya tingkat keoiapan
industri dalam bertransformasi
menuju Industri 4.0

Jumlah Perusahaan
Industri 3

Kement€rian Perindustrian

6 Penjaminan
pemanfaatan
tcknologi industri

Terjaminnya risiko atas
pemanfaatan teknologi industri
oleh penyedia dan pengembang
teknologi

Jumlah teknologi yang
dijamin risiko
pemanfaatannya 5 5 5

Kementerial Perindustriart, IGmenterian
Keuangan, BRIN
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7 Penggunaan
produk hasil
Pemanfaatan
teknologi industri

Terusunnya katalog produk
hasil pemanfaatan teknologi
industri untuk pengadaan
barang dan jasa pemerintah
dan BUMN

Jumlah produk hasil
pemanfaatar teknologi
masuk dalam katalog
pengadaan barang dan
jasa pemerintah dan
BUMN

5 5 5 Kementerian P€rindustrian, Ijmbaga Kebiiakan
Pengadaan Barang dan Jasa Pcmerintah (LKPB,
BRIN

D. Program . . .
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Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Olah Pikir
1. Isu Strategis dan Uraian Program

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dapat
dilakukan antara lain melalui: (1) penyediaan ruang dan wilayah
untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berolah pikir seperti
pusat unggulan, inkubator bisnis dan pusat pelatihan, (2)
pengembangan sentra industri kreatif, (3) pelatihan, bimbingan
atau konsultansi teknologi dan desain bagi IKM serta rintisan
usaha berbasis teknologi, (4) konsultasi, bimbingan, advokasi dan
fasilitasi KI khususnya bagi IKM serta rintisan usaha berbasis
teknologi, dan (5) fasilitasi promosi dan pemasaran industri kreatif
di dalam dan luar negeri.

Pemberdayaan rintisan usaha berbasis teknologi (Teclnologg Start-
Up/ merupakan salah satu aktivitas yang dapat dilakukan untuk
mendorong kreativitas dan olah pikir. Aktivitas yang dapat
dilakukan antara lain pengembangan rua.ng kerja bersama untuk
pengembangan ide-ide kreativitas dan olah pikir, kompetisi ide-ide
rintisan teknologi, konsultansi pengembangan bisnis fbusiness
aaching), inkubasi bisnis rintisan teknologi unggulan, serta
fasilitasi kemitraan antara rintisan usaha berbasis teknologi dan
industri.

2. Sasaran Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan
Olah Pikir
Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan olah pikir
diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

1) Pembangunan sentra industri kreatif, pusat unggulan, pusat
desain atau pusat pelatihan terkait sektor-sektor yang
mengandalkan ide kreatif dan olah pikir produk antara lain
sektor ekonomi digital, tekstil, dan alas kaki;

2) Pengembangan inkubator rintisan usaha berbasis Gknologi;

3) Kompetisi ide rintisan telorologi yang menghasilkan 15 ide
olah pikt rintisan teknologi per tahun;

4l Layanan pengembangan bisnis rintisan teknologi untuk 15 ide
olah pikir unggulan per tahun;

5) Fasilitasi Kekayaan Intelektual (KI) bagr IKM dan usaha
rintisan teknologi sebanyak 300 usaha per tahun.

3, Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan dan
Pemanfaatan Kreativitas dan Olah PikA

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi Pengembangan
Kreativitas dan Olah Pikir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4....
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Tabel 5.4. Rencana Aksi Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Olah Pikir

I Pelatihan, bimbingan,
atau konsultansi
teknologi dart desain
bagi IKM serta rintisan
usaha berbasis tcknologi

Konsultansi, bimbingan,
advokasi dan fasilitasi
kekayaan intektual
khususnya bagi IKM
serta rintisan usaha
berbasis teknologi

Terselenggaranya
kompetisi ide rintisan
teknologi

Terselenggaranya layanan
pengembangan bisnie
rintisan teknologi

Ide rintisan
teknologi 15 15 15

Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan
lnformatika, BRIN

Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan
InfomBtika, BRIN

Layansn
15 15 15

o Terselenggaranya fasilitasi
kekayasn intektual bagi
IKM dan usaha rintisan
teknologi

Unit
IKM/usaha
rintisan
teknologi 300 300 300

Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian,
Kementerian I(omunikasi darr Informatika, BRIN

3 Pmmosi dan pemasaran
induetri kreatif

Terlaksananya fasilitasi
pmmosi dan pemasaran
industri kreatif

Unit IKM
50 50 50

KementErian Hukum dan HAM, Kement€rian Perindustrian,
Kement€rial Ifu munikasi dan Informatika, Kementerian
Perdagangan, BRIN

E. Program . . .
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E. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan

1. Isu Strategis dan Uraian Program

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh di
Tahun 2035, kebutuhan nilai investasi sektor industri pengolahan
diperhitungkan sebesar Rp4.15O Triliun. Berdasarkan data
Statistik Perbankan Indonesia 2019, Otoritas Jasa Keuangem (OJK)
memperkirakan bahwa pertumbuhan rata-rata per tahun kredit
perbankan bagi sektor manufaktur Rp6O Triliun. Dengan porsi
pembiayaan non-ekuitas investor adalah 7Oo/o dari Rp4.15O Triliun,
diperkirakan bank (onuentional bank) hanya memiliki kemampuan
memberikan pembiayaan sebesar 48o/o dari total kebutuhan
pembiayaan non ekuitas investor industri pada tahun 2035.
Artinya, terdapat 5O% lebih total nilai non ekuitas investor sektor
industri yang diharapkan diberikan oleh lembaga keuangan non
bank.

Situasi ini menandakan pembentukan Lembaga Pembiayaan
Pembangunan Industri melalui kmbaga Pembiayaan
Pembangu.nan Indonesia (LPPI) sebagai lembaga keuangan non
bank, yang berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian diamanatkan menjalankan fungsi
pembiayaan investasi industri, menjadi agenda pemerintah yang
mendesak. Pembentukan Lembaga Pengembangan Perbankan
Indonesia, yang saat ini tengah diupayakan melalui perumusan
Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan
Pembangunan Indonesia, diharapkan juga menjadi jalan keluar
permasalahan pembiayaan industri pioner yang dinilai tidak
banleable dan feasible bagi perbankan konvensional karena
karakteristiknya yang hqh capital, high risk dan loto profit.

Disamping itu, daya dukung dari lembaga keuangan bank yang
telah ada, baik swasta dan BUMN, perlu dioptimalisasi untuk terus
meningkatkan daya saing industri. Berdasarkan Laporan Profil
Industri Perbankan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan,
dalam 3 tahun terakhir (2OL4-2Ol7l dana yang dikeluarkan
perbankan nasional untuk pembiayaan sektor industri pengolahan
hanya rata-rata 18%. Porsi ini masih dibawah sektor perdagangan,
hotel dan restoran sebesar rata-rata 2L,3o/o, serta sektor konsumsi
lainnya sebesar rata-rata 27,4o/o. Dalam hal ini diharapkan
pemerintah semakin meningkatkan peran untuk memfasilitasi
kerjasama pembiayaan antara pelaku usaha industri dengan dunia
perbankan nasional melalui regulasi teknis dan program
pembiayaan dengan skema-skema pembiayaan khusus. Beberapa
program pembiayaan yang telah diinisiasi pemerintah, antara lain:
(1) Penugasan Khusus Ekspor (PKE) melatui Lembaga Pembiayaan

Ekspor . . .
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Ekspor Indonesia (LPEI) dengan bentuk pembiayaan berupa kredit
modal kerja, bugers credit, dan asuransi; (2) pembiayaan dan
kemudahan pembiayaan untuk restrukturisasi
permesinan/ peralatan industri dalam rangka peningkatan daya
saing; (3) Kredit Usaha Ralryat Berorientasi Ekspor (KURBE)
dengan bentuk pembiayaan berupa kredit modal kerja dan
pinjaman operasional usaha bagi Industri Kecil dan Menengah
(IKM) berorientasi ekspor; (4) kredit modal kerja dengan skema
Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi IKM dengan bentuk pembiayaan
berupa subsidi bunga pinjaman dari pemerintah melalui kredit
usaha bagi IKM; (5) dana usaha bergulir melalui Lembaga
Pembiyaan Dana Bergulir (LPDB) dengan bentuk pembiayaan
berupa kredit investasi dan kredit modal keda b"gi koperasi dan
IKM; serta (6) kredit usaha melalui financial tedmologg (Fintech)
yang memberikan akses pembiayaan secara cepat dengan prosedur
kolateral pembiayaan permodalan yang lebih sederhana bagi IKM,

2. Sasaran Program Penyediaan Sumber Pembiayaan
Program penyediaan sumber pembiayaan diarahkan untuk
mencapai sasaran sebagai berikut:
a. Mendorong percepatan pembentukan Lembaga

Pembangunan Indonesia yang menjalankan fungsi
pembiayaan investasi bagi sektor industri;

b. Pengusulan sektor industri berorientasi ekspor sebagai obyek
pembiayaan skema Penugasan Khusus Ekspor lNatianal
Interest Account-NlA) melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI);

c. Terlaksananya peninjauan ulang regulasi dan prosedur
penyaluran kredit pembiayaan dalam rangka optimalisasi
skema kredit bersubsidi pemerintah (PKE, KURBE, KUR,
Ikedit LPDB, dll.);

daya saing sektor industri melalui bantuan
pembiayaan atau kemudahan pembiayaan dalam melakukan
restrukturisasi mesin/peralatan;

penetrasi IKM melalui

d.

e.
sumber pembiayaan dari industri keuangan

non-bank misalnya melalui pembiayaan,
perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, dan
sebagainya.

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Penyediaan Sumber
Pembiayaan

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi pengembangan
Sumber Pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5...
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Tabel 5.5. Rencana Aksi Penyediaan Sumber Pembiayaan

;I1

I Peningkatan
investasi sektor
industri melalui
lembaga
pembiayaan

Tersusunnya rckomendasi
pembiayaan inrrestasi untuk aektor
industri

Rekomendasi
kebiiakan per sektor
industri (KBLtr 5
Digit) yang
diusulkan
mendapatkan
pembialraan
investasi

5 5 5 Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan,
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas, I"€mbaga Pengembangan
Perbankan Indonesia,

5 5 Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan

Kement€risl Perindustrian, Kementerian Koordinator
Bidang Pcrekonomian, Keanenterian Keuangan,
Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian
Perdagatrgan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan

2. Penetapan kondisi
s€ktor industri
dalam rangka
peningkatan daya
saing industri dalam
negeri

3. Penyediaan
a-lternatif sumber
pembiayaan industri
kecil dan menengah

Meningkatnya daya saing sektor
industri

Jumtrah sektor
industri (KBU 5
dgtl yang
ditetapkan
pengalokasian
pembiayaan dalam
rangka peningkatan
daya saing

5

Terlaksanan5ra peninjauan ul,ang
regulasi dan prosedur pen5raluran
kredit pembiayaan dalam rangka
optimalisasi skema kredit bersubsidi
pemerintah (KUR, LPDB) misalnya
terkait Demanfaatan aumber

Rekomendasi I
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pembiayaan dari lembaga keuangan
non-bank

Terbentuknya layanal terpadu satu
pintu bagi IKM berorientasi ekspor

Unit

Terausunnya peraturan terkait skema
kemitraan antara sentra IlOi! dan
industri besar

Rekomendasi

Peningkatan skala keekonomian
melalui pembangunan infrastrukfirr
sentra tKM seperti fasilitas
penyimpanan dan pengernasan
terpadu

Unit

I

I

5

1 1 Kementerian Perindustrian, Kement€ria! Koordinator
Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan,
Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian
Perdagangan, Bank Indonesia

Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan,
Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia

5 5 Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Kementerian Keuartgan,
Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia

VI. KEBIJAKAN
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vI. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri meliputi:

(1) Pengembangan Standardisasi Industri;
(2) Pengembangan Infrastruktur Industri; dan

(3) Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional.

A. Program Pengembangan Standardisasi Industri

1. Isu Strategis dan Uraian Program

Dengan semakin menguatnya globalisasi ekonomi, standar dan
regulasi teknis serta penilaian kesesuaian memainkan peran
penting untuk memfasilitasi transaksi bisnis dan mendukung
pengembangan industri. Dalam perdagangan intemasional,
instrumen tarif disepakati agar turun secara bertahap, kondisi ini
menyebabkan bebasnya peredaran barang lintas negara sehingga
instrumen non-tarif seperti penerapan standar, regulasi teknis dan
penilaian kesesuaian yang masih diperkenankan oleh World Tlade

(WTO) menjadi alternatif untuk melindungi
kepentingan dalam negeri.

Negara-negara maju menggunakan standar dan regulasi teknis
serta penilaian kesesuaian sebagai salah satu infrastruktur untuk
perlindungan pasar di wilayahnya (fechnical Barier to I?ade) darr
inipun digunakan oleh negara maju untuk penguasaan pasar
dunia.

Standar yang baik adalah standar yang mampu meningkatkan
efektifrtas dan elisiensi industri serta meningkatkan kualitas dari
produk yang dihasilkan. Dengan demikian diharapkan dalam
perumusan dan pengembangan standar perlu disesuaikan dengan
kebutuhan industri dalam negeri khususnya industri prioritas
serta mempertimbangan kondisi geografis dan budaya nasional
(National Differenes). Standardisasi Industri dalam
bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifrkasi Teknis (ST)
dan/atau Pedoman Tata Cara (PfC) untuk bahan baku, bahan
penolong, barang setengah jadi, dan barang jadi.

Terkait dengan standardisasi, diperlukan suatu regulasi teknis
yang tepat (smart regulation/ agar dalam pelaksanaanya dapat tepat
sasaran khususnya guna pedindungEm pasar dalam negeri.
Sampai saat ini jumlah regulasi teknis yang diwajibkan di
Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara target
pasar.

Penilaian . . .
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Penilaian kesesuaian merupakan suatu instrumen untuk
memastikan suatu produk/ sistem sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan. Sarana dan prasarana pengujian/inspeksi/
kalibrasi menjadi salah satu instrumen penting untuk

suatu standar yang baik serta untuk pembuktian
suatu produk sesuai standar atau tidak. Disamping itu,
peningkatan sarana dan prasarana pengujian/inspeksi/ kalibrasi
kepada taraf internasional akan memberikan kemudahan dan
memfasilitasi produk agar dapat diterima di negara tujuan ekspor.

Permasalahan dan tantangan dalam pemberlakuan standar secara
wajib antara lain:

a. pelaku industri di Indonesia untuk
produk sesuai standar belum memadai;

b. Perkembangan teknologi industri di luar negeri tumbuh lebih
cepat;

c. Standar yang disusun di Indonesia sudah tidak relevan
dengan perkembangan teknologi di dunia;

d. Kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri
dari Lembaga Sertilikasi Produk (LSPro), Laboratorium Uji,
laboratorium Kalibrasi dan/ atau Lembaga Inspeksi di dalam
negeri masih kurang;

e. Belum efektifnya pelaksanaan pengawasan standar yang
diberlakukan secara wajib;

f. Belum diterimanya hasil pengujian/inspeksi/kalibrasi atau
sertilikasi dari LPK dalam negeri di negara tu-iu"n ekspor.

2. Sasaran Program Pengembangan Standardisasi Industri
Seiring dengan kondisi Indonesia saat ini, yang sedang mengalami
defisit neraca perdagangan, peran standar dan regulasi teknis serta
penilaian kesesuaian menjadi sangat penting untuk penguasaan
pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyak
negara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknis
berbasis standar dalam rangka perlindungan pasar dalam negeri,
maka pemerintah Indonesia perlu perannya di
bidang regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian
dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional,
menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas
penggunaErn produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup
dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Untuk. . .
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Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran pengembangan
Standardisasi Industri untuk periode 2O22-2024 paling sedikit
sebagai berikut:

a. Tersedianya Standardisasi Industri yang sesuai dengan
kebutuhan pelaku industri;

b kemampuan infrastruktur mutu dalam negeri
untuk mendukung kebutuhan pemberlakuan Standardisasi
Industri atau regulasi teknis;

c, Meningkatnya produk-produk yang memenuhi persJraratan
Standardisasi Industri yang diberlakukan secara wajib;

d. Meningkatnya keberterimaan standar dan regulasi teknis
sektor industri dalam rangka mendukung ekspor atau untuk
akses pasar;

e. Meningkatnya kemampuan SDM Standardisasi Industri.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan Standardisasi
Industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan
terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan
SNI, penguatan infrastruktur LPK, peningkatan harmonisasi
standar dan regu.lasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf
internasional, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum
Standardisasi Industri.
Secara rinci program periode 2022-2024 sebagai berikut:

a. Pengembangan Standardisasi Industri, meliputi:

U strategi dan kebijakan Standardisasi
Industri;

Evaluasi, Kaji ulang Standardisasi Industri;

Evaluasi, Kaji ulang Kebljakan
Pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib.

Pembinaan terhadap perusahaan industri yang
pemberlakuan Standardisasi Industri, meliputi:

1) Pemberian fasilitas frskal bagi perusahaan industri kecil
dan industri menengah dalam penerapan dan/ atau
pemberlakuan Standardisasi Industri;

2) Pemberian bantuan teknis, konsultasi, pendidikan dan
pelatihan, promosi dan pemasyarakatan Standardisasi;

3) Pengkajian dan Pengembangan insentif nonfiskal dalam
rangka penerapzrn dan pemberlakuan Standardisasi
Industri.

2l

3)

b

c. Penguatan . . .
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c. Penguatan Infrastruktur LPK, meliputi:

1) Penyusunan strategi pengembangan infrastruktur LPK;

2) Pembentukan dan peningkatan kompetensi SDM
(Auditor/Asesor Manajemen Mutu Industri, Petugas
Penguji, Petugas Pengambil Contoh, Petugas Inspeksi,
Petugas Kalibrasi);

3) kompetensi l"embaga Sertifikasi, Lembaga
Inspeksi, Laboratorium Uji/ Iklibrasi untuk menjamin
kesesuaian mutu dan permintaan pasar;

4) Penyediaan laboratorium uji/kalibrasi/ inspeksi di WPPI.

d. Peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta
penilaian kesesuaian di taraf internasional, melalui:

1) Penyusunan strategi atau kebijakan kerjasama
Standardisasi Industri;

2) Peningkatan kerjasama antar negara dalam rangka saling
pengakuan (mutual rcognition) terhadap hasil
pengujian/inspeksi/kalibrasi dan sertifikasi;

3) Peningkatan kemampuan lembaga sertilikasi/ inspeksi
dan laboratorium uji/kalibrasi hingga bertaraf
internasional,

e. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum
Standardisasi Industri, melalui :

1) Penyusunan kebijakan pengawasatr dan penegakan
hukum Standardisasi Industri;

2) Peningkatan kepatuhan LPK atas penerbitan Sertifrkat
Kesesuaian;

3) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam
pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib;

4) Peningkatan infrastruktur pengawasan Standardisasi
Industri.

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Standardisasi
Industri
Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi pengembangan
Standardisasi Indusri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1 ...
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Tabe1 6.1 Rencana Aksi Pengembangan Standardisasi Industri

A

I Penyusunan Strategi dan
Kebijakar Standardfu asi
Industri

Tetsusunnya rencana strategi
da-n keb!'akar pengembangan
standar industri prioritas

PenJrusunan, Evaluasi,
Ikji Ulang Standardisasi
Industri

a. Pengernbangan RSNI Bidang
Industri

b. Pengembangafl standar
industri yang sesuai dengan
geografis dan karakter
konsumen di dalam negeri

PenJrusunan, waluasi,
kaji ulang kebijakan
pemberlakuan
Standardisasi Indu3tri
secara wajib

a, Tersusunnya program rencana
pemberlakuan regulasi teknis
secara wajib

b.Tersusunnya analisa dampak
r€gulasi teknis pemberlakuan
Standardisesi Industri

c. Tersusunnya Peraturan Ment€ri
tentang Pemberlakuan SNI

Dokumen strategi
pengembangan
standardieasi
industri prioritas

iiFT{II

{ {

loo

2

{ Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,
Kementerian Komunikasi dan Informatika, BRIN, Badan
Standardisasi Nasional

2 100 100 Kementcrian Perindustrian, Badan Stand"ardisasi
Nasional

Dokumen hasil
kajlan

2 2 Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi
Nasional

3 Dokumen
perencanaan

{ t

{

{

t Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi
Nasional

Dokumen hasil
kqiiart

{ { Kementerian Perindustrian, Badan StandardisaBi
Nasional

Rancangan
Peraturan Menteri

{ { Kementerian Perindustrian, Kement€rian Hukum dan
HAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian
Keuangan, Badan Standardieasi Nasional
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r.5

d.Tersusunnva Peraturan Menteri
tentale Peftrberlakuan ST dan
PTC -

Rancangan
Peraturan Menteri

{ { { Kementerial Perindustrian, Badan Standardisasi
Nasional

{ Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi
Nasional

e. Tersusunnva Pedoman,/ Skema
Scrtifi kasi Produk dalain
raneka Demb€rlakuan
Sta-fi daridisaei Industri

Pedoman/ Skema
Sertilikasi Produk

t {

f. Rancangan
Peraturan Menteri

Secara
Regulasi

,t' Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan
HAM, Badan Standardisasi Nasional

s, Tersusunnva evaluasi- efektivitas bemberlakuan
Standardi8hsi lndustri secara
wajib

Dokumen hasil
kajian

t { { Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,
Badan Standardisasi Naeional

n

I Bimbingan teknis
penerapan dan/atau
pemberlakuan standar
bagi IKM

a. Terlaksananya bimbingan
teknis penerapan dan/atau
pemberlakuan standar bagi
IKM

IKM t' { { IGmenterian Perindustrian, Badan Standardisasi
Nasional

2
Banhran s€rtifikasi
produk sesuai standar
bagi IKM

b.Terlaksananya bantuan
sertifi kasi produk sesuai
standar bagi IKM

IKM f { {
Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi
Nasional
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tr:

3 Diseminasi standardisasi
industri

c. Terlaksananya Diseminasi
standardisasi indu stri Orarrg { t' t Kementerian Perindustrian, Badan Standa-rdisasi

Nasional

c

1 Penyusunan Strategi
Pengembangan
Infrastruktur LPK

Tersusunnya program rencana
pengembelgan infrasEuktur LPK

Dokumen
perencanaan

{ {

a. Meningkatnya jumlah dan/atau
kompetensi SDM Standardisasi
Industri

110 135
SDM

{ Kementerian Perinduetrian, Badan Standardisasi
Nasionsl

2 Pembentukan dan
Peningkatan Kompetensi
SDM Standardisasi
Induetri

110 Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,
Badan Standardisasi Nasional

b. Pembinaan dan Pengembangan
Jabatan Fungeional Asesor
Manajemen Mutu Industri
(AMMI) dan terbcntuknya
kelembagaan dan jejaring
profesi Jabatan Fungsional
Aseaor Manajemen Mutu
IndusEi (AMM!)

a.Tersedianya peralatan
pengujian / inspeksi/ kalibrasi
terkait Stsndardisa8i Induetri

I.aporan

Alat uji/ inepeksi/
ka-librasi

{ {

{

f Kementerian Perindustrian, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birolirasi, Badan Kepegawaian Nasional

3 Peningkatan Kompetensi
L€mbaga Sertifikasi,
kmbaga Inspeksi,
laboratorium
Uji/ Kalibrasi untuk
Meniamin Kesesuaian

{ { Kementerian Perindustrian

b. Bertambahnya ruang lingkup
kompetensi LPK

LPK/ Ruang
lingkup

{ { t Kementerian Perindustrian, Komite Akr€ditasi Nasional

Mutu . . .
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Mutu dafl Permintaan
Pasar

4 Penyediaan liboratorium
Uji/ I(alibrasi/ Inspeksi di
WPPI

Tersedianya Laboratorium
Uji/Kalibrasi/Inspeksi di WPPI

Jumlah
lsboratorium
Uji/Kalibrasi/Insp
eksi di WPPI

{ { { Kementeriar Perindustrian, Badan Stand,ardisasi
Nasional

D Earnotll. rl ataldar ilr! Ragutul Tetalr dt T.nf IntGmr3ion l
I Pen5msunan Strategi atau

Kebijakan Kerjasama
Standardisasi Industri

Tersusunnya program rencena
strategi dan kebiiakan kerjasama
standardisasi indu stri

Dokumen
perencanaan

{ { IGmenterian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,
Bada! Standardisasi Nasional

2 Peningkatan Kerjasama
Antar Negara Dalam
Rangka Saling Pengakuan
(Mutual Rec,,gnftbA
Terhadap Hasil
Pengujian/Inspeksi/ Kalibr
asi dan Sertifkasi

a. Tereusunnya posisi Indonesia
dalam forum standardisasi
dan regulasi teknis

Dokumen Posisi
Indonesia dalam
forum
standardisasi dan
regulasi tcknis

{ {

{

{ Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,
Badan Standardisasi Nasional

b. Terakomodasinya
kepentinga! industri naeional
melalui partisipasi aktif dalam
forum kerjasama bilateral,
regional dan/atau multilateral

Laporan
kemajuan
keberterimaan
hasil pengujian/
insp€ksi/ kalibrasi
dan sertifrkasi di
negara tujuan
ekspor

{ { Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,
Badan Standardiaasi Nasional

3
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Peningkatan Kemampuan
l.€mbaga
Sertifi kasi/ Inspeksi dan
Laboratorium
Uji/ Kalibrasi hingga
bertaraf Internaaional

Terakreditasinya ruang lingkup
LPK sesuai standar internasional

Ruang lingkup { { {3 Kementcrian Perindustrian, Badan Stardardisasi
Nasional

tr

I Penyueunan Kebijalan
Pengawasan dan
Penegakal Hukum
Standardisasi Induski

Tersusunnya rancangan
Peraturan Menteri terkait
Pengawasan Standardisasi
Industri

Rancangan
Peraturan MentEri

{

Terlaksananya pengawasan LPK
untuk memastikan kepa.tuhan
penerbitan Sertiflkat Ke8esuaian

Iaporan
pengawasan
terhadap LPK
yang ditunjuk

1

a. Terlaksananyapengawasan
kepatuhan pelaku usaha
dalam menerapkan kewajiban
pemberlakuan Stsndardisasi
Industri baik di pabrik
dan/atau di pasar

Laporan hasil
pengawasan oleh
PPSI dan/atau
PPNS.I

t

{ Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan
HAM, Badan Standardisasi Nasional

2 Peningkatan kepatuhsn
LPK atas penerbitan
Sertifikat Kesesuaian

I I Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi
Nasional

3 Peningkatan Kepatuhan
Pelaku Ussha Dalam
Pemberlakuan
Stsndardisasi Industri
Secara Wajib

{ { Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,
Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI, Badan
Standsidisasi Nasionsl

b. Terlaksananya . . .
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b. Terlaksananya penegakan
hukum Standardisasi Industri
yang diberlakukan secara
wajib

Kasus
pelanggaran
Standardisasi
lndustri yang
diberlakukan
secara wajib yang
ditangad

{ { Kementerian Perindustrian, Kepolisian Negara RI,
Kejaksaan Agung RI, Badan Standardisasi Nasional

B. Program . . .
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B. Program Pengembangan Infrastruktur Industri
I. Isu Strategis dan Uraian Program

Infrastruktur industri yang diperlukan oleh industri antara lain
meliputi lahan, energi (listrik, gas), air baku, jaringan logistik,
jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi. Selain
ketersediaan lahan yang cl.ean and clear, kecukupan pasokan
energi dan air baku yang dilengkapi dengan
jaringan/instalasinya, serta akses transportasi, logistik dan
telekomunikasi, perlu diperhatikan juga penetapan harga yang
kompetitif.

Penyediaan kebutuhan infrastruktur untuk industri meliputi:

a. Penyediaan lahan industri yang siap digunakan;

b. Pembangunan pembangkit listrik, instalasi pengolahan air
baku;

c. Pembangunan dan pengembangan jaringan dan transmisi
energi (listrik dan gas) yang mendukung industri;

d. Pembangunan dan pengembangan jaringan dan instalasi air
baku yang mendukung industri;

e. Pengembangan sumber energi yang terbarukan;

f. Diversifikasi dan konservasi energi;

g. Pengembangan industri pendukung pembangkit energi;

h. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan jaringan kereta api;

i. Penyediaan moda transportasi yang efisien;

j. Pengembangan infrastruktur digital nasional serta industri
pendukungnya; dan

k. Pengembangan cakupan pelayanan dan kapasitas jaringan
telekomunikasi.

Penyediaan lahan industri dilakukan melalui pengembangan
kawasan peruntukan industri dan pembangunan kawasan
industri dalam rangka memberikan kemudahan dalam
memperoleh lahan industri yang siap pakai dan siap bangun,
memberikan jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh dengan
mudah, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
oleh investor, dan memberikan kemudahan dalam
perizinan,

Penyediaan sumber air baru dilakukan sesuai dengan dokumen
perencanaan pemanfaatan air permukaan baik di tingkat nasional
maupun daerah.
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Program penyediaan kebutuhan energi untuk industri perlu
diselaraskan dengan dokumen-dokumen perencanaan energi
nasional lainnya yang terkait antara lain Rencana Umum Energi
Nasional dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
Program penyediaan sarana dan prasarana transportasi perlu
diselaraskan dengan dokumen-dokumen perencanaan
transportasi nasional dan daerah yang terkait antara lain Tataran
Transportasi Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
Kabupaten/Kota.

Pengembangan cakupan pelayanan dan kapasitas jaringan
telekomunikasi juga perlu diselaraskan dengan dokumen-
dokumen perencanaan infrastrulitur telekomunikasi nasional
lainnya yang terkait termasuk Rencana Dasar Teknis
Telekomunikasi Nasional.

Sasaran Program Pengembangan Infrastruktur Industri
Pengembangan infrastruktur industri tahun 2022-2024
diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

a. Adanya jaminan penyediaan lahan industri untuk perusahaan
industri dan KI dalam WPPI;

b. Terpenuhinya

c,

pasokan air baku bagi industri;

kebutuhan jaringan dan moda transportasi

3

yang efektif dan elisien bagi industri;
d. Tersedianya pasokan listrik dan gas untuk industri dengan

harga yang kompetitif;

e. Terbangunnya pembangkit listrik mandiri di KI;

f, Tersedianya pelayanan jaringan telekomunikasi yang handal
dalam mendukung industri 4.O.

Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Infrastruktur
Industri
Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi Pengembangan
Infrastruktur Industri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabe1 6.2...
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Tabel 6.2. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Infrastruktur Industri

m':l Jrn$rIlh
EAETEI=TN

Forum koordinasi I 1 1 Kementerian Perindustrian, Kementerian
Keuangan, Kementerial Agraria dan Tata
Ruang/ BPN, Pemerintah Daerah

1 Jaminan penyediaal lahan
industri untuk perusahaan
industri dan KI dalam WPPI

Terselenggaranya forum
koordinasi lintas K/L
nasional terkait jaminan
penyediaan Lahan bagi
industri

Tertanganinya pemasalahan
lahan (tata ruang,
perizinan, pembeba8an)

Permasalahan yang
diselesaikan fumlah)

1 1 1

I

Kementerian Perindustrian, Kementerian
Keuangan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bapp€nas,
KemenErian Agraria da! Tata Ruang/BPN,
Pemerintah Daerah

Adanya inisiasi kerjasama
KPBU untuk penyediaan
lahan

Komitmen KPBU

Forum koordinasi

1 1 Kementerian Perindustrian, Kementerian
Keuangan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas,
Pemerintah Daersh

2 Jaminan pa.sokan air baku
bagi industri

Terselenggaranya forum
koordinasi lintas K/L
nasional terkait jaminan
pasokan air baku

1 1 1 Kementerian Perindustrian, Kcmenterian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Raklrat,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,
Pemerintah Daerah

(ementerian Perindustrian, Kementerian
Peketja€n Umum dan Perumahan f,Lalgrat,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,
Pemerintah Daerah

1- Tersedianya l,aporan
pemanfaatan air baku
industri

Laporan (iumlah) 1 1

SK No 002834 C



PRES IOEN
REPUALIK INDONESIA

-136-

1 1 I Kementerian Perindustrian, Kementerian
Pekerjaan Umurn dan Perumahan Rakyat,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,
Pemerintah Daerah

Tertanganinya pemasalahan
penyediaan air baku

Permasalahan yang
diselesaikan fumlah]

Jaminan kebutuhan
jaringan dan moda
transportasi yang efektif dan
efrsien bagi industri

Terselenggaranya forum
koordinasi lintae K/L terkait
jaminan kepastian jaringan
transporta8i bagi industri

Forum koordinasi

TertanganinJra pemasatrahan
jaringan transportasi (darat,
laut, udara)

Permasalahan yang
diselesaikan (iumlah)

Tercapainya dukungan
pem€rintah dan pemerintah
daerah dalam penyediaan
infrastruktur transportasi
yang mendukung industri

Dukungan K/L dan
atau pemda (iumlah)

Jaminan pasokan listrik dan Terselenggaranya forum
koordinasi lintas K/L terkait
jaminan kepastian jaringan
listrik dan gas untuk
induBtri denSan harga yang
kompetitif

Forum koordinasi
gas untuk industri dengan
harga yang kompetitif

3 I 1 1 Kementerian Perindustrian, Kementerian
Pekerjaan Umum dqn Perumahan Ralqrat,
Kementerian Perhubungar, Kementerial
Agraria dan Tata Ruang/BPN, Pcmerintah
Daerah

I 1 1 Kementerian Perindustrian, Kementerian
Pekerjaan Umum darr Perumahan Rakyat,
Kement€rian Perhubungan, Kementerian
Agraria dan Tate Ruang/BPN, Pemerintah
Daerah

1 Kementerian Perindustrian, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra.\rat,
Kementerian Perhubungan, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN, Pemerintah
Daerah

I 1

4- I 1 1 KementErian Perindustrian, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral,
Pemerintah Daerah
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Tertanganinya pemasalahan
pasokan listrik dan gag
untuk industri

Permasalahan ysjrg
diselesaika.n (jumLah)

I I 1 Kementerian Perindustrian, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral,
Pemerintah Daerah

Terselenggaranya forum
mediasi harga gas yang
kompetitif

Forrm mediasi I I 1 Kcmenterian Perindustrian, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral,
Pemerintah Daerah

5. Jarnilran p€mbangkit listrik
mandiri di KI

Terselenggaranya forum
koordinasi lintae K/L terkait
percepatan p€rizinan dan
pembangunan pemban8kit
listrik mandiri di KI

Forum koordinasi I I I

I

I

Kementerian Perindustrian, Kementeria[
Energi dan Sumb€r Daya Mineral,
Kementerian Pekerjaan Umum darr
Perumahan RakJ.at, Pemerintah Daerah

6 Jaminan jaringan
telekomunikasi yang handal
dalam mendukung industri
4.O

TerBelenggaranya forum
koordinasi lintas K/L terkait
jaminan kepastian jaringan
telekomunikasi yang handal

Forum koordinasi I 1 Kementerian Perindustrian, Kementerian
Komunikasi dan Informatika, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Pemerintah Daerah

- Tertalganinyapemasalahan
jaringan telekomunikasi

Permasalahan yang
diselesaikan (iumlah)

I 1 Kementerian Perindustrian, Kementerian
I(omunikaei dan Informatika, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
P€merinteh Daerah

Terbangunnlra infra8truktur
broadband rrasional

Cakupan 4Gl5G
Nasional

I I 1 Kementerian Perindustrian, Kementerian
Komunikasi dan lnformatika

- Pengembangankemampuan
pladorm digital

Pladorm digital 1 I t Kement€rian Perindustrian, Kementerian
Ifumunikasi dan Informatika

Sl( lJo 05,147i C
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1 1 I

iffilIIlTYtr

Fasilitasi regulaai di bidang
siber, kepemilikan dan
keamanan data, dan
inEmet of things ldfl

Regulasi Kementerian Perindustrian, Kementerian
Komunika3i dsn Informatika, Kementerian
Hukum dan HAM, Badan Siber dan Sandi
Negara

- Terbangunnyaindustri
pendukung infrastruktur
digital nasional

Industri pendukung
0umlahl

1 I 1 Kementerian Perindustrian, Kementerian
Komunikasi dan Informatika, Kemcnterian
Investasi/BKPM

C. Program . . .

SK No 054470 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139-

C. Program Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional

1. Isu Strategis dan Uraian Program

Penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
meliputi: pembangunan dan pengembangan sistem informasi,
pengelolaan sistem informasi, pengadaan data dan penyediaan
informasi, penyebarluasan data dan informasi, dan pembinaan
dan pengawasan sistem informasi.

Implementasi SIINas tahun 2022-2024 akan difokuskan pada
beberapa aktivitas utama yaitu:

1) Pengumpulan data industri dan data kawasan industri secara
online, pengadaan data peluang dan perkembangan peluang
pasar, dan data perkembangan teknologi industri;

2) Pengembangan sistem informasi dan integrasi proses bisnis
yang terkait dengan pemberian fasilitas liskal dan nonfiskal,
serta layanan publik Kementerian Perindustrian ke dalam
SIINas;

3) Publikasi informasi industri;

4) Pembinaan dan pengawasan terhadap industri,
perusahaan kawasan industri, serta pemerintah daerah;

5) Penyusunan dan pengintegrasian sistem neraca komoditas.

2. Sasaran Program Pengembangan Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINas)

1) Terlaksananya penyampaian data industri, data kawasan
industri, dan informasi industri secara online;

2) Tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta
data perkembangan teknologi industri;

3) Tersedianya pengembangan sistem informasi yang sesuai
dengan kebutuhan pemangku kepentingan;

4) Terintegrasinya proses pemberian fasilitas fiskal dan non
frskal, serta layanan publik Kementerian Perindustrian ke
dalam SIINaS;

5) Terintegrasinya SIINas pada Sistem Nasional Neraca
Komoditas;

6) Terlaksananya pengembangan infrastruktur teknologi
informasi dan tata kelola yang andal;

7) Terpu informasi industri melalui media
elektronik dan atau nonelektronik;
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8) Tersosialisasikannya SIINas kepada pemangku kepentingan.

Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINas)

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi Pengembangan
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dapat dilihat pada
tabel berikut.

3

Tabel 6.3...
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Tabel 6.3 Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional

r 500
perusahaan

350/"

1 Pengumpulan data
industri da-n data
kawasan industri
aeca.ra online, aerta
pengadaan data
peluang dan
perkembangan peluang
pasa!, dan data
perkembangan
teknologi industri

1) Tcrlaksananya
penyampaian data
industri, data
kawasan industri,
dan informasi
industri secara
online

a. Jumlah
perusahaan
industri yang
menyampaikan
data

b. Per8entaac
perusalnan
kawasan industri
yang menyam-
peiLan data

a. Data
Perkembangan dan
Peluang Pasar

2500
perusahaan

400h

1 database
ekspor-impor,
I databasc
pameran
internasional,
I database
kebliakan
industri,
1 database
permintaan
informasi
dagang
(4 databasc)

4OO0 perusahaan

450/n

Kementerian Perindustriarx,
Kementerian Perdagangan,
Kementerian Dalan Negeri,
Kementerian lnvestasi/BKPM,
Kementerian Hukum dan HAM,
Bank Indonesia, Badan Pusat
Statistik, BRIN

2) Tersedianya data
perkembangan dan
peluang pasar,
Berta data
pcrkembangan
teknologi industri

1 database
ekspor-impor,
1 database
pamerart
intemasional,
1 database
kebijakan
industri
(3 databese)

1 databasc ekspor-
impor,
1 database pameran
intemasional,
1 databas€ kebiiaLan
industri,
1 database permintaan
informasi dagang,
1 databaae kon8umai
produksi
(5 database)
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1 database
Kekayaan
Intelektual,
1 database
hasil riset
terapan
industri, 1

database
penerapan
teknologi
induetri
(3 database)

1 database
Kekayaan
Intelekual,
1 databas€
hasil riset
terapan
industri,
1 database
penerapan
telorologi
industri,
1 database
hasil audit
teknologi
(4 database)

I databas€ Kekayaan
Intelektual,
1 database hasil ris€t
terapan industri,
1 database penerapan
teknologi industri,
1 database hasil audit
teknologi,
i database kerjasama
teknologi industri,
1 database jenis,
negara asal, dan tahun
pembuatan teknologi
(6 database)

b. Data
perkembangan
teknologi industri

2 Pengembangan sistem
informasi dan integrasi
proses bisnis yang
terkait dengan
pemberian fasilitas
fiskal dan nonfiskal,
serta layanal publik
Nementerian

1) Tersedianya
aplikasi yang
sesuai dengan
kebutuhan
pemangku
kepentingan

1) Modul aplikasi
doshboard

2) Pelaksaflaan
interkoneksi
dengan instansi
lain

3l Decision flWort
system

4l Deert sqstem

1)Modul
aplikasi
dashbood.

2)Pelaksanaan
interkoneksi
dengan
instansi l,ain

3)Bustless
inlelligene

1)Modul
aplikasi
do.shboard.

2)Pelaksanaan
interkoneksi
dengan
instansi lain

3) Eusifi€ss
htelligene

1)Pelaksanaan
interkoneksi dengan
instansi lain

2) Pelaksanaan
interkoneksi dengan
insta.trsi lain

3lDecision stpport
sgsrem

4lbqert Sgstem

Kementerian Perindustrian,
Kementerian Komunikasi dan
Informatika
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Perindustrian ke dalam
SIINas.

2) Terintegrasinya
proses pemberian
fasilitas fiskal dan
non fiskal, serta
layanan publik
Kementerian
Perindu strian ke
dalam SIINas

5) Eus.4ess
intelligene

6l Knouledge
management

7l Big data

4lKnouledge
runagenent

(4 Modul)

4lKnouledge
nanagenent

SlBig data
(5 Modul)

SlBus lfss itelligene
6lKnounedge

tanagcnent
TlBig data

(7 Modul)

1) Proses BMmP
2) Proses ra,

alla uanre
3) Proses tqx holidaV
4) Proses ta.r

dedudion
5) Proses USDFS

6) Proses restruk-
turisasi per-
mesinan

7) Pros€s TKDN

8) Proses Perizinan

1l Prosea,BMDTP

2)Proses rar'allauaruc
3lProses rax'holiday
4l Pmses'restruk-

turi3asi per-
me$nan

5) Pros€s TKDN
6l Proses' Perizinal
(6 pmses)

1l Proses'BMDfP
2) ProEes tax

allowanre
3lProses toJ'lalidag
4lPmaea tax

' dcdrtdion

l)Proses BMmP
2lProaes tox allowan@
3lPros'es tax htlid.ou
4lPrcaes tax deductbn
5)Proses USDFS
6)Proaes restruk- .

tunaasr permesrnan
7)Proses TKDN
8)Proses Perizinan
(8 proses)

SlProses
restruk-
turisasi per-
meslnan

6)Proses TKDN
7) Proses

' Perizinan
(7 proses)

Kementerian Perindustrian,
Kementerian Keuangan, Bank
Indonesia

3) Terlaksanan5ra
pengembangan
infrastruktur
teknologi informasi

1l Uptinc data
center

2l Wtine disas16,
re@tEru center

llyptime data
enter 87o/o

2lUptine
disaster

lluptine data
enter 88o/o

2lUptinE
diso,ster

lluptinc doto @nter
a9o/o

2lUptifltc diso.ster
reavery enter 89o/o

Kementerian Perindustrian
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dan tata kelola
yarg andal.

3) Sertifikat ISO
2700r

feq)0ery
cenlzr 87o/o

3 ) Sertifikat
ISO 27001
lingkup data
@,rter da,r
jaringan

red)very
enter 88o/o

3)Sertinkat ISO
27001
linglotp dtta
c€,r.,€rda,r
jaringan

3) Sertifrkat ISO 27001
h,r.g)<\p data ente\
jaringan, dan aplikasi

3. Publikasi informasi
industri

Terpublikasikannya
informasi industri
melalui media
elektronik dan/atau
nonelektronik

1) Informasi
perkembangan
dan peluang pa.sar

Informasi
industri dan
kawasan
industri pada
tahap
pembangunan
da.tr tahap
produk8i
/komersial

2) Informasi
perkembangan
dan peluang pasar

t) Informasi
ekspor dan
impor

2) Informasi
agenda
pameran

Informasi
industri dan
kawasan
industri pada
ta}rap
pembangunan
dan tahap
produksi
/komersial

Informasi industri dan
kawaean industri pada
tahap pembangunan
dan tahap produksi
/komersial

Kementerian Perindustrian,
Kementerian lnvestasi/ BKPM,
Kementerian Perdagan gan,
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, Kementerian
Pekedaan Umum dan Perumahan
Rakyat, Kementerian Hukum dan
HAM, Badan Pusat Statistjk

1) lnformasi
ekspor dan
impor

2) lnfortnasi
agenda
pameran
nasional dan
internasional

1) Irformasi ekspor dan
rmpor
lnformasi agenda
pameran nasional
dan lnternasional

3) Informasi konsumsi
produk industri
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nasional
dan
intemasio-
nal

3) Informasi
permintaan
informasi
dagang

4) Informasi permintaan
informasi dagang

1) Informasi 1) Informasi
hak
kekayaan
intelektual

2) Informasi

1) Informasi hak
kekayaan intelelirhral

2) Informasi hasil riset
hak
kekayaan
intelektual
Informasi
hasil riset
terapan
yang terkait
bidang
industri

hasil ris€t
terapal yang
terkait
bidang
industri
Informasi
penerapan
teknologi
industri

terapan yang terkait
bidang industri
lnformasi penerapan
teknologi industri

3) Informasi
penerapan
teknologi
industri

4) Informasi hasil audit
teknologi

5) Informasi kerjasama
t€knologi industri

6) Informasijenis,
negara asal, dan
tahun pembuatan
teloxologi4) Informasi

hasil audit
teknologi

3) Informasi
perkembangan
teknologi industri

4) Informasi . . .
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4) Informasi
perkembangan
investasi industri

Informasi
investasi
industri yang
bersumber
dari investor
dalam
negeri/asing
(PMDN/PMA}

lnformasi
investasi
industri yang
bersumb€r dari
inveetor dalam
negeri/asing
(PMDN/PMA)

Inforrnasi investasi
industri yang
bersumber dari investor
dalam negeri/asing
(PMDN/PMA}

sumber daya wilayah
secara rrasional

2) Informasi
keunggulan sumber
da5ra daerah
Informasi rencana
tata ruang witrayah
Informasi
peningkatan nilai
tambah Bepanjang
rantai nilai

3)

5) Informasi
perwilayahan
industri

1) Informasi
pot€nsi
sumber
daya
wilayah
s€cara
nasional

2) Informasi
kcunggulan
sumber
daya daerah

3) Informasi
nencana tata
ruang
wilavah

1) Informasi
potensi
sumber daya
wilayah
a€cafa
nasional

2) Informasi
keunggulan
sumber daya
daerah

3) Informasi
rencana tata
ruang
wilayah

Informasi sumber
daya industri

6) 1) Informasi
eumber
daya

1) Informasi
sumber daya

1) lnformasi sumber
daya manusia
industri,
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7) Informasi Sarara
dan Prasarana
Industri

manusia
industri

2) Informasi
sumber
daya alam

3) Informasi
pengembang
an dan
pemanfaata
n kreativitas
dal inovasi

manusla
industri

2) Informasi
sumber daya
alam

3) Informasi
pengembang
an dan
pemanfaatan
kreativitas
dan inovasi

4) Infonnasi
penyediaan
sumber
pcmbiayaan

2) Informasi sumber
da5ra alam

3) Informasi
pengembangan dan
pemanfaatan
kreativitas dan
inovaBi

4) Informasi penyediaan
sumber pembiayaan

5) Informasi
pengembangan dan
pemanfaatan
teknologi industri

1) Informasi
standardisa-
si industri

2) Informasi
infrastruk-
tur industri

1) Informasi
sta.rrdardisasi
industri

2) Informasi
infrastruktur
industri

1) Informasi
standardisasi
industri

2) Informasi
infrastruktur industri
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8) Informasi
kebijakan industri,
perdagangan, dan
fasilitas industri

1) Informasi
kebijal<an
industri

2) Informasi
kebijakan
perdaga-
ngan
Informasi
fasilitas
industri di
dalam
negeri atau
neSara
mitra

1) lnformasi
keb[iakan
industri

2) lnformasi
kebijakan
perdagangan

3) lnformasi
fasilitas
industri di
dalam negeri
atau negara
mitra

1) Informasi kebijakan
industri

2) Informasi kebijakan
perdagangan
Informasi fasilitas
industri di dalam
negeri atau negara
mitra

4 Pembinaan dan
pengawasan terhadap
perusahaan industri,
perusahaan kawasan
industri, serta
pemerintah daerah

Tersosialisaeikannya
SIINas kepada
pemangku kepentingan

1)

2l

3)

4l

Perusahaan
industri
Perusahaan
kawasan industri
Pemerintah
provinsi
Pemerintah
kabupaten/
kota

800

90

25

300

1000

100

30

400

1500

t20

34

520

Kementerian Perindustrian
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5 PenJrusunan dan
p€n8integra8ian sistem
Neraca Komoditas

Terintegrasinya SIINas
dengan Sistem
Nasional Neraca
Komoditas

Sektor Indutri 4 33 33 Kementerian Perindustrian,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Kementerian
Perdagangan, Kementerian
Pertanian, Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral,
Kementerian Ke8ehatan,
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, Kementerian
Keuangan, Kementeriari Kel,autan
dan P€rikanan, BPS

VII. KEBIJAKAN
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vII. KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN INDUSTzu

Kebijakan Pemberdayaan Industri meliputi: (1) Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah, (2) Pengembangan Industri Hijau, (3) Pengembangan
Industri Strategis, (4) Pengembangan Peningkatan Produk
Dalam Negeri, (5) Pengembangan Kerjasama Internasional di Bidang
Industri, (6) Pemberdayaan Industri Halal, dan (7) Pengembangan Jasa
Industri.
A. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

l. Isu strategis dan Uraian Frogram

Industri Kecil dan Menengah (IKM) telah menjadi kunci
peningkatan pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan
pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kendala utama yang
dihadapi saat ini adalah rendahnya nilai tambah usaha, lemahnya
kompetensi dan rendahnya produktivitas tenaga kerja IKM,
kurangnya dukungan aspek kelembagaan formal (izin usaha,
sertifikasi, kolateral) serta kurangnya dukungan pembiayaan bagi
IKM.

Tumbuhnya IKM perlu didukung oleh ekosistem bisnis yang
kondusif dari sisi regulasi (insentif, perizinan dan
usaha), (inovasi sumber pembiayaan alternatif,
penyederhanaan persyaratan dan prosedur pengajuan, kecepatan
pelayanan dan sosialisasi), pengembangan pasar (buszness
matching, e-smart IKM, layanan ekspor terpadu, serta kemitraan
sentra IKM dan industri besar).

Pengembangan dan peningkatan produktivitas IKM di era ekonomi
digital saat ini dapat dicapai dengan berbagai cara antara lain
melalui pemanfaatan platform digitd (e-ammere), inovasi
pembiayaan melalui fuancial tectmologg lfmtech), kolaborasi rantai
pasok, sertifikasi dan standardisasi produk, serta
produk termasuk fasilitasi halal bagi IKM.

Selain penguatan kelembagaan dan fasilitasi yang telah
dilaksanakan, program pengembangan IKM dalam rangka

era industri 4.O difokuskan pada tiga aspek utama:
1) Peningkatan kompetensi internal IKM melalui penerapan e-

hzsiness dalam rangka efisiensi proses bisnis, standardisasi
produk dan sertifikasi kompetensi keahlian, konsultansi
bisnis dan pengembangan produk, dan digitalisasi IKM (aspek
internal).

2l Pembangunan ekosistem bisnis IKM yang kondusif dan
mendukung
usaha yang

melalui layanan pengembangan
komprehensif (aspek ekstemal).
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3) Pengembangan pemasok untuk calon investor, pelatihan
ekspor dan kemitraan pemasaran jangka panjang, serta
restrukturisasi kegiatan prioritas pengembangan IKM untuk
lebih terintegrasi dalam mendukung industri,
serta partisipasinya dalam rantai pasok yang lebih luas.

2. Sasaran Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah (IKM) adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kompetensi intemal IKM di era Industri 4.0,
yaitu efisiensi proses bisnis, mendorong IKM untuk
perizinan/legalitas usaha, peningkatan kualitas produk dan
kompetensi tenaga kerja, dengan diterapkannya e-business
oleh 1.00O IKM, serta terbentuknya platform pusat bantuan
IKM (help @nter) yang memberikan pelayanan standardisasi
produk, perizinan, dan sertilikasi kompetensi;

b. Terlaksananya pendampingan dan konsultansi IKM yang
melibatkan berbagai pihak antara lain konsultan industri,
perguruan tinggr, mahasiswa, atau lembaga dfiat
kementerian/lembaga, termasuk konsultansi, advokasi dan

hukum bagi IKM;

c. Meningkatnya aktivitas pengembangan produk IKM digital
melalui kompetisi start-up berbasis teknologi minimal 1 kali
per tahun yang menghasilkan 15 inovasi produk digital atau
15 start-up IKM berbasis teknologi;

d. Tersusunnya regulasi insentif dan sumber pembiayaan bagi
IKM yang mengatur jenis, besaran, serta persyarataa IKM
yang memperoleh insentif dan pembiayaan;

e. Terbentuknya layanan terpadu satu pintu bagi IKM
berorientasi ekspor;

f. Terbangunnya skema kemitraan antara sentra IKM dan
industri besar sehingga dapat tedalin kemitraan antara IKM
dengan core bisnis nraupun sektor lainnya sehingga dapat
mendorong perkuatan struktur industri nasional;

skala keekonomian melalui pembangunan
infrastruktur sentra IKM seperti fasilitas penyimpanan dan
pengemas.rn terpadu;

penguatan kelembagaan (sentra, Unit
Pelayanan Teknis/UPI, dan Tenaga Penyuluh); dan

Pemberian fasilitas untuk IKM.

c.

h

1
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3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah (IKM) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.1 ...
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Tabel 7.1. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan IKM

Terlaksananya pelatihan dan
pcndampingar IKM dalam penggunaan
e-bzsiness

UNit IKM

Peningkatan
KompetenEi internal

Terbcntuknya platform pusat bantuan
IKM (seruie enter) yarg memberikan
pelayanan standardisasi produk, Unit

dan sertifrkasi kompetensi

Terselenggaranya kompetisi srcrt-r?
IKM berbasis teknologi

Produk Inovasi atau
Unit Sfcrt-qr berbasis

200 200 200
Kementerian Perindustrian, Kementerian
Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas, Kementerian Keualgan,
Kementerian Komunikaei dan Informatika,
Kem€nterian Kop€rasi dan UKM, Bank Indonesia,
Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemerintah Daerah

1 I I

15 15 l5

Kementerian Perindustrian, Kement€rian
Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Per€ncanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian
Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank
lndonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan
Pemerintah Daerah
Kementerian Perindustrian
Kementerian Ifuordinator Bidang Perekonomian,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,
Kementerian KeuanSan, Kement€rian Kopcrasi dan
UKM, Xementerian Komunikasi dan Informatika,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

26r 26t 261

I

2

Membangun ekosistem
bisnis yalg kondusif
dan mendukung
pembcrdayaan IKM

Tersusunnya regulasi insentif dan
sumber pembiayaan bagi IKM yang
mengatur jenis, b€saran, serta
persyaratan IKM l.ang memperoleh
insentif dan pembiayaan

Rekomendasi

3 Penguatan lGlembagaan Penguatan Sentra IKM Unit Sentra IKM

Kreatif . . .
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i?,.E!tE!TrrE
tvrs

4 Pemberian Fasilitas

52

Ifteatif/ Otoritag Jaaa

Revitalisasi dan pembangunan Unit
Pelayanan Tekni8 (UPT)

Unit UPT 52 52

Kemen

Kementerian
Perencanaan

Otoritas Jasa
talr

Penyediaan dan Pemberdayaaa Tenaga
Penyuluh (PFPP, TPL IKM)

Penyuluh (Orang) 240 240 240

Kementerian
Kementerian
Per€ncanasn
Kementerian

N

Otoritas Jasa
dan

Kerjasama dengan lembaga
pendidikan, lembaga litbang, asosiasi
industri, asosiasi profesi serta
kerjasama dengan sektor lainnya

Kerjasama 4 4 4

Kementerian Kementerian
Kementerian

Bappenas,

Otoritas Jasa

dan

Peningkatan kompetensi SDM dan
sertiflkasi kompetensi

Peserta diklat (orang) rs2 152 152 Kementerian P€rindustrian, Kementerian
Ketenagakedaan, Kementerian Koordinator Bidang
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2.858

Perekonomial, Kementerian Perencanaan
Pembangunal Nasional/Bappenas, Kementerian
Dalam Nbgeri, Kementerian Keuangan, Pemerintah
Daerah, I*mbaga Sertifikasi Profesi, Lembaga
Pendidikan, Lembaga Litbang, Asosiasi Industri,
dan Asosiasi Profesi

Pemberian baltuafl dan bimbingan
teknis Pclaku IKM (orang)

Unit IKM

2.858

195

2.858

Kementeriar
Koordinator Bidang

N terian
Dalam tah
Daerah,
Asosiasi dan

Pemberian bantuan serta fasilitasr
bahan baku dan bahan penolong 195 195

terian
terian

Perencanaan Bappenas,

Litbang,

Pemberian bantuan mesin atau
peraLatan

Unit IKM

Pengembangan produk IKM (termasuk
fasilitasi halal)

Unit IKM

233 233

530 530

233

Kementerian
Kementerian

Perencanaart
Kementerian

N

Industri

530
tor

Perencanasrt

Kementerian
Kementerian
Kementerian

Badal

Nasional . . .
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IlJt rrt Lct tt

tor
Negeri,

Pem2727 27Unit IKMPemberian bantuan Pencegahan
pencema-ran lingkungan hiduP

Nasional/Bappenas,
Badan Standardisasi

Industri

Naeional,
Pendidikan,

L€m

Kementerisn
Pem300 300300Unit IKMPcmberian bantuan informasi pasar,

promoai, dan pemasaran

1.260 r.260t-260Unit IKMFasilitasi akses pembiayaan

Kement€rian Perindustrian, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian

Kem€nterian

PerencanaanKementerianDalam Negeri,
KementerianN Bappenas,asional/Pembangunan

dan UKM,Kementerian KoperaaiKeuangan,
danKomunikasi lnformatika,

2 22Unit pcngolahan limbahPenyediaan Sentra IKM untuk IKM
yang berpotensi mencemari lingkungan
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trirE[EEa
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Baparekraf, Bank lndonesia, Otoritas Jasa
Keuangan, dan Pemerintah Daerah

FaBilitas kemitraan antara industri
kecil dengan industri menengah,
industri kecil dengal indushi besar,
industri menengah dengan industri
besar, serta industri kecil dan
menengah dengan industri besar
maupun dengan sektor ekonomi
lainnya

UNit IKM 56 56

t

56

Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN,
Kementeriart Perdagangan, Kementerian

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Baparekraf, Bank Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan, dan Pemerintah Daerah

Terausunnya peraturan menteri terkait
hubungan kemitraan industri seauai
arnarlat Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 29
Tahun 2018 tentang Pemberdayaan
Industri

Peraturan Menteri

Unit IKM

Kem€nterian Perindustrian, Kementerian Hukum
dan HAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian
Keuangan, Kementerian lfuperasi dan UKM,
Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kementerian Psriwisata dan Ekonomi
t<reatif/Baparekraf, Bank Indonesia, Otoritas JaBa
Keuangan, dan Pemerintalt Daerah

Fasilitasi Kl terhadap IKM 300 300 300

Kementerian Perindustrian, Kementerian
Koot'dinator Perekonomian, Kem€nterian
Perencanagn Nasional/Bappenas,

KementerianKementerian Dalam

SK No 002856 C
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I!.t r.l lrEfdt

600 600 600Fasilitasi penerapan standar mutu
produk bagi IKM Unit IKM

B. Program . . .
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B. Program Pengembanga.n Industri Hijau

1. Isu Strategis dan Uraian Program

Kebijakan Industri Nasional menyatakan bahwa visi
Industri Nasional adalah Indonesia menjadi negara industri
tangguh di dunia, dan salah satu tujuanjangka panjangnya adalah
pembangunan industri dengan konsep pembangunan yang
berkelanjutan atau sustainable deuelopment dimana harus ada
keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Pencapaian visi tersebut akan dilakukan supaya sektor industri
mampu menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional,
menjadi salah satu pilar penopang penting bagi
nasional, dan menjadi andalan pembangunan industri yang
berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber
bahan baku yang elisien dan pengelolaan lingkungan yang baik.

Pertumbuhan positif ekonomi nasional yang disokong oleh indushi
nasional, ternyata juga diiringi oleh semakin meningkatnya tingkat
konsumsi sumkr daya alam baik dalam bentuk bahan/ material,
energi, dan air yang apabila tidak dilakukal dengan bijak
dikhawatirkan akan mempercepat krisis sumber daya alam dan
menurunnya daya dukung lingkungan.

Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka mendorong
sektor industri manufaktur nasional beralih dari Ifusiness as Usual
(BAU) menjadi industri hijau telah menjadi isu penting dan muflak
untuk segera dilaksanakan guna tercapainya elisiensi produksi
serta menghasilkan produk hijau. Industri hijau merupakan suatu
pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui
tindakan hemat dalam pemakaian bahan/material, air, dan energi;
penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang aman
terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi
rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan
minimisasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna
memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan
lingkungan.

Implementasi kebijakan internasional yang diratifrkasi oleh
Pemerintah Indonesia, dimana salah satu bentuk konsekuensi
Pemerintah Indonesia dari meratilikasi kebijakan tersebut adalah
kewajiban menerapkan ketentuan yang ada di sektor terkait salah
satunya sektor industri. Hal-hal yang cenderung menjadi
pengaturan dari kebijakan internasional tersebut adalah
pengurangan dan penghapusan beberapa bahan atau produk yang
menjadi bahan baku industri, serta penerapai Best Auailable
Teclmiques (BAT) dan Best Enuironmental Pradies (BEP/. Untuk

implementasi . . .
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implementasi kebijakan tersebut diperlukan harmonisasi dengan
kebljakan nasional dan mempertimbangkan kesiapan sektor
industri, sehingga dapat tercapai keseimbangan dari sisi ekonomi,
sosial, dan lingkungan dan mendorong peningkatan daya saing
industri untuk berkompetisi secara global.

Kebijakan pemerintah dalam pengpmbangan industri hijau
dilakukan melalui pengembangan standar industri hijau,
penguatan infrastruktur industri hijau, fasilitasi insentif Iiskal dan
non fiskal industri hijau, peningkatan elisiensi sumber daya
industri (bahan baku, energi, dan air) dan pengendalian dampak
lingkungan kegiatan industri, dan promosi peningkatan daya saing
industri melalui penerapan industri hijau. Program kerja
pengembangan industri hijau secara rinci untuk peiode 2022-
2024 sebagat berikut:

a. Pengembangan Standar Industri Hijau, meliputi:

1) Penyusunan, penetapan, penerapan, pemeliharaan, dan
pemberlakuan serta pengawasan Standar Industri Hijau;

2) Penyusunan kajian kebdakan pemberlakuan Standar
Industri Hijau secara wajib.

b, Penguatan Infrastruktur Industri Hljau, meliputi;

1) Pengembanga.n l,embaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH)
antara lain ketersediaan jumlah LSIH, pengembangan
ruang lingkup, sistem sertifikasi, dan lainnya;

2) Peningkatan kompetensi auditor industri hijau dan tim
teknis;

3) Pengawasan l,embaga Sertifrkasi Industri Hijau (LSIH);

4) Penyusunan kajian kualilikasi auditor industri hijau
sebagai jabatan fungsional.

c. Fasilitasi Insentif Fiskal dan Non Fiskal Industri Hijau,
meliputi;

1) Pemberian fasilitas konsultasi, pendidikan dan pelatihan
dalam penerapan industri hijau;

2) Pemberian banhran teknis dalam sertifikasi industri hijau.

efisiensi sumber daya industri (bahan baku,d.
energi, dan air) dan pengendalian dampak lingkungan
kegiatan industri, meliputi:

1) Peningkatan . . .
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1) Peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca
sektor industri;

2) Penyu.sunan panduan/ peta jalan / peraturan terkait
pengurangan emisi gas rumah kaca dan pembangunan
rendah karbon untuk sektor industri;

3) Penyusunan kebijakan konservasi dan optimasi energi dan
air sektor industri;

4) Peningkatan implementasi sistem manajemen energi dan
manajemen air di sektor industri;

5) Pengembangan ekonomi sirkular sektor industri;

6) Peningkatan kapasitas pengujian lingkungan sektor
industri; dan

7l upaya pengelolaan limbah sektor industri.

e. Promosi peningkatan daya saing industri melalui penerapan
industri hijau, meliputi :

1) Penyelenggaraan promosi dan pemasyarakatan industri
h[jau dalam bentuk Penghargaan Industri Hijau;

2) Diseminasi dengan instansi terkait untuk mewqjudkan
industri hijau;

3) Penyusunan strategi atau kebijakan dalam menerapkan
kebijakan ratilikasi konvensi internasional;

4) Penyelarasan kebijakan nasional terkait industri hijau
dengan melibatkan lintas Kementerian/l,embaga;

5) Peningkatan kerjasama antar negara dalam rangka
pengembangan industri h{jau.

2. Sasaran program pengembangan industri hijau

Sasaran yang ingin dicapai dalam program pengembangan industri
hijau adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Standar Industri Hiiau yang menjadi pedoman
fagi perusahaan industri untuk menerapkan industri hijau;

2. prinsip penerapan industri hijau untuk
meningkatkan jumlah industri yang memiliki Sertifrkat
Industri Hijau;

Meningkatnya infrastruktur industri hijau dalam rangkaian
penyelenggaraan kegiatan sertifikasi;

Tersedianya fasilitas insentif liskal dan non fiskal terkait
industri hijau;

5. MeningkatnYa. . .

3

4
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5. Meningkatnya efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
(bahan baku, energi, dan air) dan
lingkungan kegiatan industri.

dampak

6. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia industri
hijau;

7. Meningkatnya promosi peningkatan daya saing industri
melalui penerapan industri hijau dan dengan
mempertimbangkan isu-isu internasional; dan

8. Harmonisasi kebijakan terkait pemanfaatan limbah sebagai
bahan baku industri dan efisiensi energi.

3. Kegiatan prioritas dan rencana al<si pengembangan industri hijau

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi pengembangan
industri hijau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel7.2...
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Tabel7.2 Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Hiljau

1. Pcttgc[bapgr! Etrldrs Indu.trl Hlr.u

1
PenJrusunan Standar
Industri Hijau

Tersedianya Standar
Industri Hiiau

2 Pemberlakuan Standar
Industri Hijau Wajib

Ditetapkannya pemberl,akuan
Standar Industri Hljau wajib
untuk komoditi tertentu

Standar Industri Hijau (RSIH)
untuk sub sektor industri 4.0
(Utamanya komoditi makanan
minuman, kimia, elektronika,
tekstil, dan otomoti0

l5 l5 20 Kementerian Perindustrian

Jumlah Stsndar lndustri Hijau
wajib I I I Kementeriar Perindustrian

2. FCl8rstrn hrir.trultur Indu.trt lltfu

1

Peningkatan dan
Pendalaman
Kompet€nsi Auditor
Industri Hiiau

Terbentuknya kualilikasi
komp€tensi auditor industri
hijau

Membangun l@pasitas
kompetensi
sumber da5ra manusia di
industri hliau

Jumlah kualilikesi kompetensi
auditor industri hijau 2 3 3

Kementerian Perindustrian

2
Peningkatan Kapasitas
SDM terkait Industri
H{iau

Oraru 50 Kementeria! Perindustrian50 50

3.Fasilitasi...
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rliqFrrlE]Tilr

3. Fs.lllt rt llrcntlf Fl.hl d.r lton FLL.l llduttrt H{tru

1

Kebijakan Insentif
Fiskal atau Non-Fiskal
Dalam Penerapan
Indu8tri Hijau

Tersusunnya konsep kebijakan
skema ins€ntif Rekomendasi Kebijakan 2 2

30

20

2

Kementerian Perindustrian, Kementerian
Keuangan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas,
Kementeriar Koordinator Bidang
Perekonomian

2
Bantuan Seftifikasi
Industri Hijau

Membantu industri dalam
penerapan industri hijau Perusahaan 30

to

30
Kementerian Perindustrian

3.
Bantuan fasilitasi non
frskal untuk penerapan
indusEi hijau

Industri mendapatkan
bimbingan teknis, bantuan
audit, sertifftasi standar
internasional, dan bantuen non
fiskal Lainnya terkait manajemen
energi, pemanfaatan energi
terbarukan, manajemen air, dan
penurunan gas rumah kaca

Perueahaal 20

Kementerian Perindustrian, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral,
Kementeriar Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Ralryat

.1. pcr.rntts+rn lEli.lGnal Suubcr Deyr ttrduttrl
1 Pengembangan

Ekonomi Sirkular
Sektor Industri

Tersusunnya strategi, rencala
aksi, dan implementasi ekonomi
sirkular sektor industri

Rekomendasi Kebijakan

I I 1

Kementerian Perindustrian, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanar,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Kem€nterian
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas, BRIN

2SK No 002874 C



PRESIDEN
REPIJ BLIK INOONESIA

-165-

EEiFEf,]

40/" So/" 60/o

Kementerian Perindustrian, Kementerial
Lingkungan Hidup dan Kehutanal,
Kementcrian Koordinator Bidang
Perekonomian

2 Pengendalian emisi
GRK ke Sektor Industri

Tercapainya penurunan emisi
GRK sektor industri

Persentase penurunan emisi
GRK

3

Kebljakan Konservasi
dan Optimasi Energi
serta Penggunaan
Energi Baru
Terbarukan di Sektor
Industri

Tercapainya efrsiensi energi dart
penggunaan energi terbarukan
di sektor industri

Tercapainya efisiensi air sektor
industri di beberapa Bektor
industri terpilih

rt%
Tingkat Efisiensi Energi darl
bauran penggunaan Energi
Baru Terbarukan

13o/o t50/"

Kementerian Perindustrian, KemenGrian
Energi dan Sumber Daya Mineral, Dewan
Energi Nasional

4.
Kebijakan Manajemen
dan Elisiensi Air sektor
industri

Tingkat efisiensi atau tingkat
daur ulang air sektor industri 40/o

1

10

s%o 60/"

Kementerian Perinduetrial, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
I(ementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralq.at, Kementerian Energi dan
Sumber DaJ.a Mineral

5
Peningkatan Kapasitas
Pengujian Lingkungan
Sektor Industri

Peningkatan Upaya
Pengelolaan Limbah
Sektor Industri

Meningkatnya kompetensi Balai
Industri dalam mengendalikan
dampak lingkungan sektor
induetri

Jumlah Balai Industri 2 2 Kementerian Perindustrian

6 Meningkatnya pengelolaan
limbah sektor industri Perusahaan 15 Kementerian Perindustrian, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BRIN
15
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3. Protro.l Ecrbtlrtrn dtyr 
'rlnt 

bd!.trl ,lchlul pGrcnp.! tadurtrl hlrru

1
Penghargaan Industri
H!jau

Industri mendapatkan sosialiaasi
dan penghargaan industri hijau

Terinformasikannya prinsip
penerapan industri hijau sektor
industri (informasi terkait
Kebijakan, Standar Industri
Hijau, Sertifikasi dan
Kelembagaan Industri Hiiau)

Perusahaan 100 100

5 5

100 Kementerial Perindustrian, Kementerian
Lingkungaa Hidup dan Kehutanan, BRIN

o Diseminasi penerapan
Industri Hliau

JurDIah daerah yaag
terinformasi prinsip penerapan
Industri Hiiau

5

Kementerian Perindustrian, Pemerintah
Daerah

C. Program
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Program Pengembangan Industri Strategis

1. Isu Strategis dan Uraian Program

Industri Strategis merupakan Industri prioritas yang memenuhi
kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakJrat atau menguasai
hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau
tambah sumber daya alam strategis, atau

menghasilkan nilai

dengan pertahanan serta keamanan negara.
Meskipun disadari pentingnya keberadaan Industri Strategis
dalam pembangunan Industri nasional, namun dalam
kenyataannya Industri Strategis belum berperan secara berarti.
Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain nilai investasi yang
relatif besar, risiko usaha yang tinggi, margin keuntungan yang
relatif kecil, dan memerlukan teknologi yang tinggi, Oleh karena
itu, pengembangan Industri Strategis tidak dapat sepenuhnya
mengharapkan peran swasta mengingat faktor-faktor tersebut di
atas sehingga memerlukan keterlibatan dan penguasaan
Pemerintah untuk mempercepat
Penguasaan Pemerintah dalam

kaitan

Industri Strategis.
Industri Strategis

dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan,
pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga,
serta pengawasan.

2. Sasaran Program Pengembangan Industri Strategis

Sasaran pengembangan Industri Strategis adalah sebagai berikut:
1) Ditetapkannya rekomendasi atau usulan atas kepemilikan

Industri Strategis;

2) Tersusunnya rekomendasi jenis Industri Strategis sebagai
masukan untuk penyusunan rancangan Peraturan Presiden
yang diamanatkan;

3) Tersusunnya rekomendasi fasilitas fiskal dan non-fiskal yang
diberikan kepada Industri Strategis yang melakukan
pendalaman struktur, penelitian dan
teknologi, pengujian dan sertifikasi, serta restrukturisasi
mesin dan peralatan antara lain dalam bentuk kemudahan
pelayanan perizinan, kemudahan akses lahan/lokasi, serta
pemberian bantuan teknis;

4) Tersusunnya rekomendasi penetapan.Industri Strategis
sebagai obyek vital nasional.

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Industri Strategis

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi Pengembangan
Industri Strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.3...

SK No 132760A



PFIESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-168-

Tabel 7.3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi program Pengembangan Industri Strategis

D. Program

T.rrrt/
t7

I Pen€tapar r€komendasi atau u8ulan atas
kepemilikan industri strategis

Ditetapkannya rekomendasi atau usulan atas
kepe milikan industri strategis

Rekomendasi 1 1 t
Kementerian Perindustrian

2 Penyusunan rekomendasi jenis industri strategis Tersusunnya rekomendasi jenis industri strategig Rekomendasi I 1 1 Kementerian Perindustrian

3 Penyusunan rekomendasi fasilitas fiskal dan non-
frskal yang diberikan kepada industri stEtegis
yang melakukan pendalarnan struktur, penelitian
dan pengembangan teknologi, pengujian darr
sertilikasi, serta restrukturisasi mesin dan
peralatan

Tersusunnya rekomendasi fasititas fiskal dan
non-fiskal yang diberikan kepada industri
strategis yang melakukan pendalaman struktur,
penelitian dan pengembangan teknologi,
pengujian dan scrtifikasi, serta restrukturisasi
mesin dan peralatan

Rekomendasi I I I Kementerian Perindustrian

4 Penyusunan rekomendasi penetapan industri
strategis sebagai o\rek vital nasional

Tersusunnya rekomendasi penetapan industri
strategis sebagai obyek vital nasional

Rekomendasi 1 I I
Kementerian Perindustrian
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D. Program Penggunaan Produk Dalam
Negeri (P3DN)

1. Isu Strategis dan Uraian Program

Indonesia tengah menghadapi tantangan berupa menurunnya
tingkat serta kontribusi PDB sektor industri
manufaktur dalam kurun wakh"r lO tahun terakhir. Kondisi
semacam ini memberikan sinyal negatif mengenai kemampuan
negara dalam nilai tambah dalam rangka mencapar
visinya. sebagai negara industri tangguh pada tahun 2035
sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 14 Tahun 2O15 tentang
Rencana Induk Pembangunan tndustri Nasional dan untuk
mendukung capaian tersebut terdapat pula regulasi keberpihakan
terhadap penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diatur
dalam PP 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan
Keppres Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional p3DN yang
mempunyEu tugas antara lain melakukan koordinasi dan evaluasi
terhadap pelaksanaan tugas tim PBDN pada lembaga negara,
kementerian, lembaga pemerintah non kementerian lembaga

lainnya, satuan kerja perangkat daerah, badan usaha
milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan
usaha milik daerah, dan badan usaha swasta.

Tingkat pertumbuhan serta nilai tambah industri yang tinggi
sangat diperlukan, terlebih pada saat Indonesia dihadapkan pada
bonus demograli sampai dengan tahun 2030. Kegagalan dalam
merespon bonus demografi tersebut berpotens
Indonesia masuk ke dalam jebakan negara
menengah (middle tn@ne trap| Oleh karena itu, dibutuhkan
serangkaian upaya untuk mengubah tmjectory penurun€rn
sebagaimana dimaksud melalui pemusatan sumber daya pada
program-pr,ogram industrialisasi yang bersifat prioritas.

Dua hal yang kerap disebut-sebut sebagai bagian dari masalah
penurunErn tersebut adalah rendahnya kapabilitas produksi untuk
melakukan ekspor serta tingginya arus produk impor di dalam
negeri. Dalam konteks ini, Program peningkatan penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN) memiliki peran pentin[-aaUm
penanganan dua masalah tersebut, yakni mendorong produksi
industri dalam negeri sekaligus meredam tingginya penetrasi
produk- produk impor.

Fungsi dari Program P3DN adalah serta
mem utilisasi industri nasional melalui penyediaan
jaminan maupun penjagaan terhadap pasar produk tertentu yang
telah diproduksi di datam negeri. Hal tersebut diharapkan mampu

nasional untuk meningkatkan
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kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan
sehingga pada akhirnya rampu bersaing secara mandiri di pasar
internasional. Dalam aspek mengurangi ketergantungan pasar
domestik terhadap produk impor, program P3DN juga menjadi
proteksi tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar.
Dalam praktiknya, program P3DN dilaksanakan menggunakan dua
pendekatan yakni dengan terlaksananya berbagai kampanye

penggunaan produk dalam negeri dan melalui
optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dari dua
pendekatan tersebut, porsi alokasi sumber daya lebih
dititikberatkan pada strategi kedua mengingat adanya potensi nilai
belanja barang dan modal Pemerintah yang cukup besar, aspek
efektivitas dalam implementasinya, kemampuan Pemerintah untuk
melakukan kontrol, serta cakupan jenis produk dan rentang waktu
pelaksanaan. Secara teknis, strategi kedua tersebut dilaksanakan
melalui penetapan serta pembaharuan berbagai regulasi yang
terkait.

2. Sasaran Program P3DN
Sasaran yang ingin dicapai dalam Program P3DN adalah sebagai
berikut:
a. Meningkatnya penggunaan barang/jasa produksi dalam

negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui
peningkatan jumlah jenis produk yang terdapat dalam sistem
informasi P3DN, terwujudnya regulasi yang harmonis terkait
pengadaan barang/jasa dan peningkatan pengguna€rn produk
dalam negeri, terlaksananya pengawasan dan pengendalian
dalam pengadaan barang/jasa, serta tersedianya laporan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
secara nasional;

b. Meningkatnya cakupan penyediaan barang/jasa produksi
dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang
ditandai dengan meningkatnya jumlah produk tersertifikasi
TKDN >25% yang masih berlaku dan meningkatnya jumlah
perusahaan industri yang memahami tata cara perhitungan
TKDN;

c, Tersedianya pengelolaan kelembqgaan PSDN yang berfungsi
secara efektif dalam hal koordinasi antar instansi,
penyelesaian sengketa, serta penyediaan informasi terkait
Program P3DN yang ditandai dengan berfungsinya sekretariat
tim nasional P3DN sesuai dengan yang dikehendaki;

SK No l328l4A
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Peningkatan capaian TKDN pada pengadaan barang/jasa
pemerintah di KILIDIUBUMN/BUMD dan peningkatan
peran serta masyarakat untuk mengutamakan penggunaan
produksi dalam negeri melalui berbagai kampanye
peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta

pengguncran produk dalam negeri di sektor
pemerintah dan K/L/D ll /BUMN/BUMD.

3, Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan P3DN

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) disajikan dalam tabel
berikut.

d

Tabel7.4 .. .
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Tabel 7.4. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Program P3DN

Fitur (iumlah) I I I Kementerian Perindustrian, I€mbaga Kebljakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1 I I Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Inv€stasi, Kementerian Hukum
dan [IAM, Sekretariat Kabinet, lmbaga Kebtakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1 I I Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Kementerian I(oordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi, kmbaga Kebijakan
Pcngadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepolisian Negara
RI

1 Peningkatan penggunaan
barang/jasa produksi
dalam negeri dalam
pengadaan barang/jaea
pemerintah

Berkembangnya litur serta jenis
informasi daLam sistem daring
pengadaan Barang/Jasa

Diperolehnya regulasi yang
harmonb terkait pengadaan
barang/jasa dan peningkatan
penggunaan produk dalam negeri

Rekomendasi
0umlah)

Terlaksananya pengawasan dan
pengendalian dalam pengadaan
barang/jasa produk dalam negeri

Rekomendasi
0umlah)

Tersedianya laporan monitoring dan
evaluasi peLaksanaan prengadaan
barang/jasa secara nasional

Iaporan
monitoring dan

evaluasi (iumlah)

I I 1 Kementerian Perindustrian, kmbaga Kebiia&an
Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan

2 Peningkatan cakupan
penyediaan barang/jasa
produksi dalam negeri

Meningkatnya jumlah produk
tersertifikasi TKDN : 25% yarrg
masih berlaku

Produk
tersertifikasi
TKDN > 25 0/6

0umlah)

7.130 7.640 8.400 Kementeria-n Perindustrian
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dalam pengadaan barang/
jasa pemerintah

150 150MeninglGtnya jumlah perusahaan
industri yang memaharni tata cara
perhitungan TKDN

Perusahaan
0umlah)

Persen

Layanan
0umlah)

150 Kementerisn Perindustrian, Kemerrterian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian
Koordinator Bidang Perckonomian, I€mbaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Meningkatnya percentase lrilai
capa.ian penggunaan produk dalam
negeri dalam pengadaan barang dan
jasa pcmerintah

Berfung8inya sek€tariat tim
nasional PtIDN secara efektif

49,47 50,95 52,44

IGmenteriafl Perindustrian, I(ementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi, L€mbaga Kebiiakan
Pengadaan Bamng/Jasa Pemerintah, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembanguna.n

3
Pengelolaan lGlembagaan
P3DN yang berfungsi secera
efektif

Peningkatan capaian ?KDN
pada pengadaan
barang/jasa pernerintah di
KlLlDltlBuMN IBUMD
dan masyarakat untuk
menSutamakan
penggunaan produksi
daliam negeri

I I

4

1

4

Kementerian Perindustrian, Kementerian Ifuordinator
Bidang Kemaritiman dan Invests,si

4

Terlakcananya bcrbagai l5srnpanyg
peningkata! penggunaan produk
dalam negeri

Kegiat€r
Kampan5.e
Iumlah)

Meningkatnya penggunaan produk
dalam negeri di sektor pcmerintah
dan KILIDIUBUMN/BUMD

TKDN rerata
tertimbang

(perscn)

3 Kementerian PerinduBtrian, Kementerian Perdagangan

44,69 49,67 50
Icmenterian Perindustrian, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
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E. Program Pengembangan Kerjasama Intemasional Bidang Industri

1. Isu Strategis dan Uraian Program

Era globalisasi menjadi tantangan sekaligus peluang dalam
pembangunan ekonomi di tengah perekonomian dunia yang
bergerak secara dinamis. Perkembangan ekonomi global dapat
berdampak pada industri nasional, baik secara positif maupun
negatif. Untuk itu pemerintah perlu secara aktif mengantisipasi
perkembangan tersebut agar mampu menangkap peluang bagi

industri nasional. Potensi pengembangan perlu
diwadahi oleh payung hukum dalam bentuk perjanjian, baik
bilateral, regional maupun internasional. Perkembangan yang

negatif juga perlu diantisipasi untuk
industri nasional serta menciptakan iklim usaha dalam rangka
mengembangkan ketahanan industri di dalam negeri.

Sampai saat ini Indonesia telah menyetujui setidaknya 11 (sebelas)
perjanjian kerjasama ekonomi dalam bentuk Free Trade Agreemrent
(FtAl, Prefercntial Tariff Agreem.ent (PTA)' maupun
Eanomic Partnership Agreement (CEPA). Dari kesebelas perjanjian
tersebut, empat di antaranya sedang dalam proses reviu dan tiga
di antaranya merupakan kesepakatan baru yaitu: Indonesia-
Australia CEPA, Indonesia-Chile CEPA, dan Indonesia-EFTA CEPA.
Adapun perjanjian kerjasama ekonomi yang saat ini masih dalam
proses negosiasi sebanyak 8 (delapan) kerjasama, serta 12 (dua
belas) kerjasama ke depan sedang dalam proses inisiasi.

Kecenderungan globalisasi yang didukung adanya kerjasama
ekonomi dan perdagangan bebas (FTA) turut mendorong
tumbuhnya kolaborasi antara perusahaan industri sehingga
membentuk jaringan rantai pasok globsJ (globai ualue clwin) yang
memungkinkan terciptanya nilai tambah yang tinggi nalnun
dengan biaya yang rendah sebagai konsep baru Industri 4.O.

Pemerintah dapat memfasilitasi akses kolaborasi pada jaringan
rantai pasok gtobal bagi industri nasional yang telah memiliki
kemampuan, serta melakukan pembinaan lebih luas untuk
meningkatkan kolaborasi intemasional tersebut. Aspek
standardisasi yang berlaku global menjadi landasan penting dalam
kolaborasi intemasional.

World Ttade Organizatian (WTO) tahun 2Ol7 meflcata,t kontribusi
Indonesia dalam rantai nilai global {global ualue chainl masih
tergolong rendah, dimana indeks kontribusi Indonesia sebesar 43,5
di bawah rata-rata kontribusi agregat negara berkembang sebesar
48,5. Namun demikian, telah terjadi kenaikan dibanding
kontribusinya pada globol ualue chain di tahun 2015 yang hanya

sebesar . . .
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sebesar 37,1 di mana rata-rata kontribusi agregat negara
berkembang pada saat itu sebesar 41,4.

Globalisasi ekonomi secara umum juga mendorong peningkatan
arus investasi antar negara agar kian lancar. Selain itu, integrasi
ekonomi ini turut membawa perubahan teknologi yang semakin
masif. Perkembangan teknologi di suatu negara dapat terjadi
karena inovasi yang berlangsung di dalam negara tersebut, atau
karena adanya alih teknologi dari negara lain. Umumnya, hal ini
dipengaruhi oleh adanya investasi yang dilakukan dari negara
maju ke negara berkembang. Karena modal untuk penciptaan
teknologi sendiri sangat tinggi, maka bagi negara berkembang,
investasi asing dianggap memerankan peranan penting dalam
rangka transfer teknologi.

Investasi khususnya pada sektor Industri Pengolahan baik
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman
Modal Asing (PMA) cenderung menurun dari tahun ke tahun.
Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 2O19 terealisasi
sebesar Rp72,67 triliun turun dibanding tahun 2018 sebesar
Rp83,64 triliun. Demikian halnya terjadi penurunan pada
Penanaman Modal Asing pada tahun 2019 terealisasi sebesar
USD9,55 miliar, turun dibanding tahun 2018 sebesar USD1O,34
miliar. Nilai realisasi investasi ini masih jauh di bawah target yang
ditetapkan dalam RIPIN, dimana tahun 2020 investasi baik PMDN
maupun PMA ditargetkan total terealisasi sebesar Rp616 triliun.
Ditinjau dari posisi Indonesia terhadap dunia saat ini dapat dilihat
dari berbagai indikator, di antaranya yang paling umum dipakai
yaitu Global hrdex dan fuse of Doing Businr-ss,
Hasil penilaian World Eanomic Forum (WEF) terh,adap Global
Competitiuencss Index 4.O tahun 2019 dari 141 negara, Indonesia
menempati peringkat 50. Peringkat tersebut turun dari tahun
sebelumnya dimana Indonesia berada pada posisi 45. Indonesia
masih harus bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya
yang beberapa telah berada di peringkat atas, seperti: Singapura
(peringkat l), Malaysia (peringkat 271 darr juga Thailand (peringkat
4O). Melihat peringkat ini, sehingga otomatis di Asia Tenggara,
Indonesia berada di peringkat empat dari 1O negara anggota
ASEAN.

Adapun indeks kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business
(EODB) tahun 202O menurut penilaian Bank Dunia, Indonesia
berada pada peringkat 73 dari 190 negara, posisi tersebut tidak
berubah dari posisi tahun sebelumnya, tahun 2019. Di antara
negara ASEAN, posisi Indonesia ini berada di belakang lima negara
Asia Tenggara lainnya, berturut-tumt dari peringkat teratas yaitu:
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Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Vietnam. Bank Dunia
menilai Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi di
sejumlah kategori indikator kemudahan berusaha. Meski begitu
beberapa indikator dinilai belum optimal untuk mempermudah
menjalankan usaha.

2. Sasaran Program Pengembangan Kedasama Intemasional Bidang
Industri

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program
Kerjasama Internasional Bidang Industri adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya diversilikasi ekspor produk industri

Implementasi berbagai perjanjian ekonomi yang dilandasi
kepentingan industri sudah semestinya mampu
meningkatkan jenis produk yang diekspor ke negara mitra.
Diharapkan selama periode 2O2O - 2024 akart meningkatlan
diversifikasi jumlah produk industri yang diekspor tiap tahun
sebesar 57o.

b. Keterlibatan industri dalam jaringan produksi global

c.

Kemampuan industri dalam negeri dalam menembus jaringan
produksi global akan berdampak besar pada keberlangsungan
ekspor produk bernilai tambah tinggi, Dalam kurun waktu
lima tahun periode 2O2O - 2024, ditargetkan sebanyak 1O

(sepuluh) perusahaan nasional dapat menjadi bagian dari
jaringan produksi global baru.

Investasi perusahaan multinasional

Realisasi perusahaan multinasional untuk menanamkan
modalnya di Indonesia akan menunjukkan kepercayaan dunia
intemasional terhadap iklim usaha di Indonesia, selain itu
juga berkontribusi pada peningkatan nilai tambah,
penyerapan tenaga kerja, terjadinya transfer dan
implementasi teknologi industri 4.0, serta keterlibatan
pemasok lokal dalam jaringan rantai pasoknya. Pada periode
2O2O -2024 ditargetkan sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan
multinasional merealisasikan investasinya di Indonesia.

d. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya industri dari luar
negeri

Sebagai. . .
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Sebagai negara yang sedang dalam proses industrialisasi,
banyak sumber-sumber daya industri yang masih dibutuhkan
dari luar negeri. Melalui kerjasama internasional, diharapkan
sumber-sumber daya baik bahan baku, teknologi,
peralatan/mesin, dan tenaga ahli yang diperlukan bagi proses
manufaktur dapat diperoleh dengan dengan lebih mudah,
Selama periode 2O2O - 2024 ditargetlan 1O (sepuluh) sumber
daya yang diperlukan oleh industri dari luar negeri dapat
terpenuhi dan dimanfaatkan oleh pelaku industri.

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Kerjasama
Internasional Bidang Industri
Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi Pengembangan
Kerjasama Internasional Bidang Industri dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 7.5..,
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Tabel 7.5. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Program Kerjasama Internasional Bidang Industri

I Meningkatnya
diversifikasi ekspor
produk industri

Riset potensi/ peta
persaingan di pasar global
dan inisiasi FTA/PIA

Rekomendasi 1 I I Kementerian Perindustrian, Kementerian
Perdagangan

Penjmsunan posisi runding FTA 12

2

4

12

2

t2 Kementerian Perindustrian, Kementerian
Perdagangan

Penanganan Hambatan
Ekspor

|IIIM 2 Kementerian Perinduatrian, Kementcrian
Perdagangan

2 Investasi
peruEahaan
multinasional

Promosi dan pendampingan
Investaai

Komitmen Investaai 5 5 Kementerian Perindustrian, Kementerian
Inveetasi/BKPM

3 Keterlibatan
industri dalam
Jaringan Produksi
Global

Fasilitasi peningkatan
kemampuan ekspor

Perusahaan loo

2

100 100 Kementerian Perindustrian

Fasilitasi Ekspansi Induatri
di Luar Ne8eri

Perrsahaan 2 2 Kementerian Perindustrial, IGmenterian
Investasi/BKPM
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ETTET,:I

Fasilitasi dan penjajakan
kerjasama SDI dengan
negara mitra

SDI 4 5 6 Kementerian Perindustrian, I(ementerian
Sekretariat Negara, IGmenterian Perencanaan
Pembsngunan Nasional/ Bappenas

4 Kesepa-katan
Kerjasama SDI

F. Program
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Program Pemberdayaan Industri Halal
1. Isu Strategis dan Uraian Program

Ekonomi syariah dan industri halal berkembang sangat pesat
dalam dasawarsa terakhir ini baik skala nasional maupun global.
Sebogai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia
perlu bertransformasi menjadi pemain utama industri halal secara
global. Dafam hal ini pemerintah telah menetapkan Masterplan
Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2OL9-2O24'dart
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2O2O-2O24 di mana peningkatan industri halal dilaksanakan
sebagai bagran dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
yang mencakup: (1) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan; (2)
pengembangan industri halal; (3) pembentukan suatu badan
pengembangan ekonomi syariah (komite nasional ekonomi dan
keuangan syariah); (4) pelaksaaaan rencana induk ekonomi dan
keuangan syariah; dan (5) penerap:rn kebijakan perlindungan
konsumen dan tertib niaga.

Selanjutnya, pemerintah membentuk Komite Nasional Ekonomi
dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui Peraturan presiden Nomor
28 Tahun 2O2O tentang Komite N
Syariah, dengan tugas utama
memperluas, dan memajukan

asional Ekonomi
KNEKS adalah

dan Keuangan
memp€rcepat,
ekonomi dan

keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi
nasional Ruang lingkup ekonomi dan keuangan syariah sesuai
Perpre s tersebut meliputi: a. pengembangan industri produk halal;
b. pengembangan industri keuangan syariah; c. pengembangan
dana sosial syariah; dan d. pengembangan dan perluasan kegiatan
usaha Syariah,

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021
tentang Bidang Jaminan Produk Halal,

bahwa Kementerian Perindustrian berperan dalam
pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri terkait dengan
bahan baku, bahan olahan , bahan tambahan, dan bahan penolong
yang digunakan untuk produk halal.

P"9qf umum terdapat enam bidang dalam fokus pengembangan
halal yaitu Makanan Halal, Keuangan Syariah, Wisata Halal,
Busana Muslim, Media dan Rekreasi Halal, serta Kosmetik dan
Farmasi Halal, Walaupun secara umum, Indonesia menempati lima
besar dalam Global /re,lamic Ea namg Index 2O19-2020, akan tetapi
Indonesia masih tertinggal di bidang makanan hatal, kosmetik
halal, dan farmasi atau obat-obatan halal.
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Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di
dunia, yakni 87,2o/o dari 268 juta penduduk Indonesia, yang
merupakan 13olo dari seluruh populasi muslim di dunia sehingga
kebutuhan produk halal Indonesia sangat besar. Pangsa pasar
makanan halal Indonesia tahun 2O 17 mencapai USD 170 Miliar dan
pangsa pasar makanan halal dunia tahun 2018 mencapai USD1,37
Triliun ISGIE Report 2O19/202q, namun Indonesia belum dapat
berbicara banyak dalam hal ekspor makanan halal ini.

Tantangan pemberdayaan industri halal yang harus segera
diselesaikan dari sisi produksi adalah pemanfaatan potensi SDA
belum optimal, proses produksi belum efisien, daya saing industri
halal nasional belum kompetitif, dan literasi produsen masih
rendah terhadap jaminan produk halal. Dari sisi konsumsi,
tantangan yang dihadapi adalah tingkat literasi masyarakat rendah
terhadap produk non-halal dan turunannya. Dari sisi ekosistem
industri halal, beberapa hal yang harus segera diselesaikan yaitu
regulasi halal belum lengkap, infrastruktur halal belum memadai
secara kualitas dan kuantitas dari tiap rantai nilai, serta riset halal
masih tertinggal dalam hal substitusi bahan baku non-halal dan
mate rial impor.

Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan industri halal
dilakukan melalui pen5rusunan kebilakan industri halal,
penguatan infrastruktur industri halal, penerapan Sistem Jaminan
Produk Halal (JPH) atau sistem manajemen halal, pemberian
insentif frskal dan non-fiskal industri halal, kerja sama
internasional dalam rangka akses bahan baku halal, perluasan
akses pasar, termasuk pengakuan sertilikasi halal nasional melalui
Mutual Reagnition Agreement (MRA) dengan negara lain, literasi,
edukasi, kampanye, sosialisasi, serta promosi peningkatan

industri hdal melalui
penghargaan dan festival industri halal nasional. Program kerja
pemberdayaan industri halal secara rinci untuk peiode 2022-2024
sebagai berikut:

a. Pemberdayaan industri halal meliputi pen5rusunan kebljakan,
percepatan, pembinaan dan fasilitasi industri halal.

b. Penguatan infrastruktur industri halal, meliputi:
1) Pengembangan Irmbaga Pemeiiksa Halal (LPH);

2l Peningkatan kompetensi auditor halal dan tim teknis;

3) Peningkatan kompetensi penyelia halal;

4) Peningkatan...
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4l Peningkatan laboratorium uji halal.

Fasilitasi insentif fiskal dan non frskal industri halal, meliputi:

1) Pemberian fasilitas konsultasi, pendidikan, dan pelatihan
dalam penerapan industri halal;

2l Pemberian bantuan teknis dalam sertifikasi produk halal;

3) Pemberian fasilitas pendampingan Proses Produk Halal
(PPH) untuk IKM;

4l Pemberian fasilitas pengembangan proses dan produk
halal;

5) Pemberian fasilitas pembiayaan dalam rangka substitusi
impor dan peningkatan ekspor produk halal;

6) Pemberian fasilitas kawasan industri halal.

Peningkatan rantai nilai, rantai pasok halal, dan poros halal
(halal labl meliputi:

panduan/peta jalan/peraturan Grkait
pengembangan industri halal dan kawasan industri
halal;

2l Penyusunan sistem informasi industri halal yang
terintegrasi;

3) Penyusunan Sistem Manajemen Halal (Halal Assurance
Sysfem) di sektor industri;

4l Peningkatan implementasi Sistem Manajemen Halal
lHalal Assurane Sgsteml di sektor industri;

5) Peningkatan ekspor produk halal sektor industri;

6) substitusi impor bahan baku, bahan
olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang
digunakan untuk menghasilkan produk halal;

7l Peningkatan akses pembiayaan (berbasis syariah).

Promosi, sosialisasi, edukasi, dan diseminasi Jaminan Produk
Halal, meliputi:

sosialisasi, diseminasi, promosi dan
tan produk halal dalam bentuk kegiatan

penghargaan / fesnval I campaign industri halal;
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2l Penyelarasan kebijakan nasional terkait industri halal
dengan melibatkan lintas Kementerian/ Lembaga dan
daerah;

3) Penyusunan strategi dalam penerapan kesepakatan
internasional di bidang industri halal;

4l Penyusunan strategi dan kerja sama saling pengakuan
(Mttual Reagnition Agreem.ent (MRA)) sertifikasi halal
antar negara;

5) Peningkatan kerja sama antar negara dalam rangka
pengembangan industri halal.

2. Sasaran program pemberdayaan industri halal

Sasaran yang ingin dicapai dalam program pemberdayaan induski
halal adalah sebagai berikut:

a, jaminan produk halal untuk
meningkatkan jumlah industri yang memiliki Sertilikat
Produk Halal;

b. Meningkatnya infrastruktur industri halal dalam rangkaian
penyelenggaraan kegiatan sertifikasi;

c. Tersedianya fasilitas insentif fiska1 dan non fiskal terkait
industri halal;

d. Meningkatnya rantai nilai dan rantai pasok produk halal
nasional dalam
(halal lubl;

Indonesia sebagai poros halal

e. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di bidang
industri halal;

f. Meningkatnya promosi, sosialisasi, edukasi dan diseminasi
Jaminan Produk Halal.

3. Kegiatan prioritas dan rencana aksi pengembangan industri halal

Rincian kegiatan prioritas dan rencaaa aksi
industri halal dapat dilihat pada tabel berikut.

SK No 132824A
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Tabel7 .6 Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pemberdayaan Industri Halal

irfiI.rJIrF,I-'TG

1. Kcbt .tea FaEbctdryua ladurtrl Hehl
I Kebijakan teknis terkait

pcmberdayaan industri halal
Tersedianya identifikasi dan
kebijalan teknis pemberdayaan
industri halal (kebllakan bahan
baku/penolong/olahan, halal uafu e
chain, insentif fiskal dan nonliskal,
kawasan industri)

Rekomendasi kebijakan
pemberdayaan industri halal

Peta jalan pengembangan
industri halal dan kawasan
industri halal

Tersedianya pedoman dan arah
dalam menyuaun perencanaan
bagi seluruh pemangku
kepentingan yang terlibat

Rekomendasi kebfiakan

o 2 3 Kemcnterian Perindustrian

2 I 1 Kementerian Perindustrian,

2. PGttgErtE Inlb.rtnrltur hdr3trl H.Id
I Pelatihan dan uji kompetensi

penyelia halal
Terbentuknya kualif ikasi
kompetensi penyelia halal

Jumlah penyelia halal 200 500 looo

Terbentuknya kualilikasi
kompetensi auditor haLal

Jumlah auditor halal 100 100 100

Terbcntuknya LPH Jumlah LPH 3 3 4

Jumlah Laboratorium Uji
Halal

Terbentuknya Laboratorium Uji
Halal

3 3 4

Kementerian Perindustrian, BPJPH

2. Pelatihan dan qji kompetensi
auditor halal

Kementerian Perindustrian, BPJPH

3 Pembentukan Irmbaga
Pemeriksa Halal (LPH)

Kementerian Perindustrian, BPJPH

4 Pembentukan Laboratorium
Uji Halal

Kementerian Perindustrian, Kementerian
Keuangan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Bappenaa
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t[-i11
Bi!,r, rtf,Jl;l+lTrn

3. FrrlItt .t lrl.ctltlf ALlrl drr IIor trLl.I ladErtsl ErLl
1 Pemberian pendidikan dan

peLatihan s€rta konsultansi
dalam penerap,an industri
halal

Meningkatkan pengetahuan dan
kompetensi SDM industri dalam
penerapan sertilikasi halal

Perusahaan l.OOO 2.OOO 2.000 Kementerian Perindustrian, BPJPH

2 Pemberian bantuan teknis
sertifikasi produk halal

Meningkatka! jumlah sertifikasi
halal di p€rusahaan industri
khususnya IKM

Perusahaan l.OOO 2.OOO 2.000

2.OOO

Kementerian Perindustrian

3 Pendampingan Proses Produk
Halal (PPH) untuk IKM

Meningkat*an jurnlah IKM yang
siap untuk melaksanakar
sertifikasi halal

Peruaahaan I.000

Meningkatkan produktivitas/
elisiensi proses produksi di
industri/ IKM yang sudah
tersertilikasi hatral

Perusahaan 4

Terfasilitasinya akses trrmbiayaan,
penjaminan dan asuransi untuk
peningkatan ekBpor produk halal
maupun eubetitusi impor bahan
baku halal

Perusahaar 6

2.OOO Kementerian Perindustrian, Ormas,
Perguruan Tinggi, Badan Usaha

4 Pengembangan proses dan
manufaktur produk halal

6 8 Kementerian Perindustrian

5. Pembiayaan dalam rangka
substitusi impor dan
peningkatan ekspor produk
h"tal

8 10 Kementerian Perindustrian, Kcmenterian
Keuangan
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Perusahaan Kawasan
Industri

1 1 I Kementerian Perindustrien6 Fasilitasi kawasan industri
halal

Meningkatkan jumlah kawasan
industri halal dalam rangka
meningkatkan produk halal

4. PcdrElrtrn r.!td nllel, r.nt l p..ol h.Ll dr! poEo3 hrlal (hafd hubl

1 Pembangunan sistem
informasi industri halal yang
terintegrasi

Meningkatkan fungsi sistem
informasi PPIH eebagai sarana
plntform peng}]]ub]ung (hzb) artara
kemampuan industri halal
indonesia (supplgr) dan kebutuhan
produk halal DN/LN lderan$
yang terintegrasi

Keaiatan

1 I 1 Kementerian Perindustrian

Kementerian Perinduskian, Badan
Standardisasi Nasional, BPJPH

20 Kementerian Perindustrian, BPJPH

2 PenJrusunan Sistem
Manajemen Halal/Halal
Assumnce Sgslrm di sektor
industri

Meningkatkan jaminan produk
halal secara menyeluruh (bahan,
proscs produksi, dan kemasan)

Standar Manajemen Halal 1

103 Implementssi Sistem
Manajemen Halal/Halal
Assumnc€ Syst€m di sektor
industri

Meningkatkar jaminan produk
halal secara menyeluruh (bahan,
proses produksi, dan kemasan)

Perusahaan 5

4 Peningkatan ekspor produk
halal sektor industri

Meningkatnya perusahaan yang
melakukan ekspor produk halal

Perusahaan 5 8 Kementerian Perindustrian, Kementerian
Perdagangan

5. Peningkatan . . .
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'],
Jumlah HS 4 6 8

Unit Sumber Pembiayaan 2 3 4

5 Peningkatan substitusi impor
bahar baku, bahan olahan,
bahan tambahan, dan bahan
penolong yang digunakar
untuk menghasilkaa produk
halal

Meningkatnya jumlah barang
(dalarn kode HS) substitusi impor
untuk menghasilkan produk halal

Kementerian Perindustrian, Kementerian
Perdagangan

6. PeningkataJr akses
pembiaya,ar (berbasis syariah)

Meningkatnya jenis sumber
pembiaya^an syariah bagi industri
halal

Kementeriar! Perindustrian, Bank Indonesia,
Otoritas Jasa Keuangan, KNKES

5. Prororl, .oahll...l, cdulerl den dlrcEhr.l Janltt.n prodrl II hl
1

2

Sosialisasi, diseminasi,
promosi dan pemasyarakatan
produk halal dalam bentuk
kegiratan
penghargaan/ festival/
kampanye Industri Halal

Meningkatnya aurcreness,
kepedulian, dan kesadaran
masyara*at

Kegiatan 2

Kegiatan a

2

o

2 Kementerian Perindustrian, BPJPIT

Kementerian Perindustrian, Kementeriar
Pertanian, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Pemerintah Daerah, BPJPH

Penyelarasan kebijakan
na8ional terkait industri halal
dengan m€libatkan lintas
Kementerian / L€mbaga dan
daerah

Menin gkatkan harmonisasi
kebijakan pengembangan industri
halal dengan K/L t€rkait dan
Pemerintah daerah

2

3 Penyusunan strategi dalam
penerapan kesepakatan

Tersusunnya rumusan strategi
kebiia.kan penerapan kesepakatan

Dokumen 3 3 3 Kementerian Perindustrian, Kementerian
Perdagangan, Kementerian Agama
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intemasional di bidang
industri halal

internasional di bidang industri
halal

4 Penl.usunan strategi kerja
sama saling
pengakuan/ Mr,tual Re@gnitbn
Agreentent (MRAI sertilikaei
halal antar negara

Peningkatan kesepakatan kerja
sama saling pengakuan/ Mufr.tal
Reagnition Agreem€n, (MRA)
sertifrkasi halal antar negara

Jumlah kesepakatan

Peningkatan perjanjian kerja sama
dengan negara-negara dalam
pengembangan industri halal,
termasuk promosi pmduk halal
indonesia dan itput data
kebutuhan pasar tiap negara

Perjanjian kerja sama

2 3 4 Kementerian Perindustrian, Kementerian
Agama

5. Peningkatan kerja sama altar
negara dalam rangka
pengembangan industri halal

5 10 10 Kementerian Perindustriar, Kementerian
Luar Negeri, Kedutaan Elesar Negara Muslim
di Indonesia

G. Program
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G. Program Pengembangan Jasa Industri
1. Isu Strategis dan Uraian Program

Saat asa industri sering kali melekat pada
produk/barang industri, padahal sangat antara
jasa industri dan produk industri berada pada lingkup Yang
berbeda. Pada rantai nilai industri, jasa industri berperan sebagai
perekat antar aktivitas/ proses produksi. Perusahaan industri
dapat menjadi pemasok sekaligus sebagai pengguna dari JASa
industri dari industri lainnYa. Sementara ini, aktivitas
pembinaan jasa industri belum terkoordinasikan secara baik. Hal
ini mengakibatkan sulitnya untuk melakukan identifikasi,
koordinasi, kebijakan, dukungan Prograrn'
pengawasan serta pelaksanaan sejauh mana peran dan kontribusi
jasa industri di sektor industri. Pada sisi yang lain, adanYa
tuntutan global akan jasa industri Yang semakin berkembang
dinamis sesuai industri dan teknologi
membutuhkan Positioning iasa industri dalam memberikan
penawaran maupun permrntaan dalam kerjasama industri
internasional Pada tingkat internasional telah digunakan
pedoman Central Product Classifiution (CPC) dalam kategorisasi
asa, termasuk jasa industri. Ditambah kondisi saat ini Yang

menuntut transformasi industri 4.O, akan semakin banYak
bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri.
Berdasarkan kondisi tersebut, sudah saatnya sektor industri
memperhitungkan positioning dan kontribusi jasa industri dalam
aktivitasnya guna kontribusi sektor industri Yang
lebih besar dalam nasional.

2. Sasaran Program Pengembangan Jasa Industri
Sasaran pengembangan jasa industri untuk tahun 2022-2024
adalah sebagai berikut:
1) Tersedianya klasifrkasi aktivitas jasa industri
2l Terpetakannya kontribusi jasa industri dalam PDB nasional

3) Tersusunnya rekomendasi kebijakan pengembangan jasa
industri Prioritas, diantaranYa:

a) Jasa Rancang Bangun dan Konstruksi Industri
b) Jasa Instalasi dan Commisioning Peralatan Industri
c) Jasa Riset, Rekayasa, dan Desain Industri
d) Jasa Proses Industri (presisi dan bernilai tambah tinggi)

e) Jasa Perawatan dan ReParasi

m1 J

J

f)Jasa...
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f) Jasa Konsultansi Manajemen Industri

g) Jasa logistik dan Distribusi untuk Industri

h) Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi, dan Kalibrasi

i) Jasa Pengepakan

j) Jasa Pendukung Industri 4.O

4l Meningkatnya infrastruktur pendukung jasa industri

5) Meningkatnya kemampuan jasa industri dalam negeri untuk
mendukung sektor industri

6) Meningkatnya kompetensi SDM jasa industri dalam negeri

7l Meningkatnya peran jasa industri di tataran global

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Jasa Industri

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi Pengembangan Jasa
Industri dapat ditihat pada tabel berikut.

Tabel7.7 .. .
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Tabel7.7. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi program Pengembangan Jasa Industri

1 Tersediannya klasifr kasi aktivitas
Jasa Industri

PenJruBunan klasilikasi a.ldivitas Jasa Industri
(definisi, ruang lingkup)

Rekomendasi
(kumulatif)

1 1 1 Kementerial Perindustrian, Kementerian
Perdagangan, Bank Indonesia

2 Pemetaan kontribuai Jasa Industri
dalam PDB Nasional

Tersedianya basis data kontribusi Jasa
Industri dalam PDB Nasional

Basis data
(kumulatifl

I I 1

3 PenJrusunan rekomendasi
kebijakan Jasa Industri prioritas

Tersedianya rekomendasi peta ja.lan
Pengembangan Jasa Industri

Rekomcndasi
(kumulatif)

I I I Kementerian Perindustrial, Kementerian
P,erdagangan, Kementerian peketjaan
Umum dan Perumahan Rakvat.
K€menterian Energi dan Suirb6r Daya
Mineral, BRIN, Baiian Standardisasr
Nasional

Kementerian Perindustrian, Kementerial
Perdagangan, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Kementerian
K€tenagakerjaan, Kementerian pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, Badan
Standardisasi Nasional

4 Peningkatan infrastruktur
pendukung Jasa Industri

Me-ningkatnya infrastruktur pendukung Jasa
Industri untuk sertifikasi koirpetensi d"an
sertilikasi Btandardisasi:
a) JasasRancang Bangun dan Konstruksi

b) Jasa Instalasi dan Commisioning peratatan
Industri

cl Jasa Riset, Rekayasa dan Deeain Industri
d, Jasa ProseE Industri (presisi dan bernilai

ramoah bnggrl
e) Jasa Perawatan dan Reoarasi
f) Jasa Konsultansi Manajemen Industri

Infrastruktur l0 10 10

g) Jasa . . .
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g) Jasa logistik dan Distribusi untuk Industri
h) Jasa Ses+likasi, Pengujian, Inspeksi, dan

i) Jasa Pengepakan
j) Jaea Pendukunc Industri 4.0

5 Peningkatan kemampuan Jasa
Industri dalam negeri untuk
mendukung sektor industri

Jumlah NSPK yang dirumuskan untuk:
a) Jasa Rancang Bangun dan Konstruksi

Industri
b) Jasa Instalasi dan Commisioning peraLatan

Industri
c) Jasa Riset, Rekayasa dan Desain Industri
d) Jasa Proses Induski (pr€sisi dan bemilai

tambah tinggi)
e) Jasa Perawatan dan Reparasi
I) Jasa Konsultansi Manajemen Industri
g) Jasa Iogistik dan Distribusi untuk Industri
h) Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi, dan

Kalibrasi
i) Jasa Pengepakan
j) Jasa Pendukung Industri 4.0

NSPK 10 10 10 Kementerian Perindustrian, Kementeriar
Perdagangan, KementErial Ketenagakerjaan

Jumlah perusahaan Jasa Industri yang sudah
memenuhi NSPK Jasa Industri
a) Jasa Rancang Bangun da.rr Konstruksi

Industri

Perusahaal Jasa
Industri

20 40 60 Kementerian Perindustrian, Kementrrian
Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan

b) Jasa. . .
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b) Jasa Instala8i dan Commisioning Peralatan
Industri

c) Jasa Riset, Reka5rasa dan Desain Industri
d) Jasa Pros€s lndustri (presisi dalr bemilai

tambah tinggi)
e) Jasa Perawatan dan Reparasi
0 Jasa KonsultanEi Manajemen Industri
g) Jasa Iogistik dan Distribusi untuk Industri
h) Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi, dan

Kalibrasi
i) Jasa Pengepakan
j) Jasa Pendukung Industri 4.O

6 Peningkatan kompetensi SDM Jasa
Industri melalui Birnbingan Teknis
dan Sertilikasi

Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi
SDM Jasa Industri
a) Jasa Rancang Bangun dan Konstmksi

Industri
b) Jasa Instalasi dan Commisioning Peraliatar!

Industri
c) Jasa Rk€t, Rekayasa dan Desain Industri
d) Jasa Proses Industri (presisi dan bernilai

tambah tinggi)
e) Jasa Perawatan dan Reparasi
0 Jasa Konsultansi Manajemen Industri
g) Jasa Logietik dafl Distribusi untuk Industri

SDM 100 200 300 Kementerian Perindustrian, Kementerian
Ketenagakedaan
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Persentase 30 20 10
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h) Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi, dan
Kalibrasi

i) Jasa Pengepakan
j) Jasa Pendukung Industri 4.O

7 Meningkatnya peran Jasa Industri
di tataran global

Persentaoe impor jasa industri terhadap niLai
tambah jasa industri

Kementerian Perindustrian, Kementerian
Perdagangan, Kementerian Luar Negeri,
Badan Pusat Statistik

Persentase ekspor jasa industri terhadap nilai
tambs.h jasa industri

Persentase 10 20 30 Kementerian Perindustrian, Kementerian
Perdagangan, Kem€nterian Luar N€geri,
Badan Pusat Statistik

VIII. KEBIJAKAN. . .
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VIII. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERWII/,YAHAN INDUSTRI

Pengembangan perwilayahan industri bertujuan untuk
pusat-pusat industri baru dalam rangka penyebaran dan pemerataan

industri melalui pengembangan WPPI, KPI, kawasan
industri, dan pembangunan atau revitalisasi sentra IKM.

A. Program Pengembangan Wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI)

1. Isu Strategis dan Uraian Program

Sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak utama
di wilayah, WPPI sebagian besar telah terlingkupi dalam kawasan
strategis nasional yang memperoleh prioritas penyediaan
infrastruktur secara nasional. Keseluruhan WPPI yang berjumlah
22 telah memiliki ma.sterplan serta telah dikaji kebutuhan
infrastruktumya. Namun demikian, pada implementasi
pengembangan WPPI saat ini belum didukung oleh perangkat
regulasi berupa pedoman pengembangan WPPI sehingga
pengembangan WPPI belum berjalan optimal. Pedoman ini menjadi
penting mengingat sebagai panduan bagi pemerintah baik pusat
rraupun Pemerinta-h Provinsi dan Kabupaten / Kota dalam
penyediaan infrastruktur industri, pengembangan Kawasan
Peruntukan Industri, pembangunan kawasan industri, penguatan
konektifitas, dan promosi investasi di dalam WPPI.

Selain itu, perencanaan yang telah disusun terkait WPPI perlu
disosialisasikan secara lebih intensif kepada seluruh unsur
pemangku kepentingan agar sasaran pengembangan yang telah
ditetapkan dalam masterplan diakomodasi dalam dokumen
perencanaan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
terkait. Sasaran pengembangan tersebut misalnya terkait
penyediaan pusat pengembangan SDM, pusat inovasi teknologi,
pengembangan infrastruktur digital dalam rangka implementasi
industri 4.0, promosi investasi serta penguatan konektivitas antara
WPPI. Selanjutnya dalam rangka melihat efektivitas implementasi
pengembangan WPPI diperlukan sistem monitoring dan evaluasi
misalnya dari sisi pertumbuhan PDRB atau penyerapan tenaga
kerja di wilayah-wilayah yang termasuk dalam suatu WPPI. Selain
itu perlu dilakukan reviu atas usulan penambahan
kabupaten/ kota ke dalam WPPI yang telah ada atau penetapan
WPPI baru.
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Program pengembangan WPPI diarahkan pada:

1. Penyusunan pedoman pengembangan WPPI;

2. Diseminasi kebijakan dan program WPPI ke K/L terkait dan
Pemerintah Daerah;

3. Reviu 22 WPPI;

4. Redesain zona industri berbasis WPPI;

5. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI; dan

6. Kedasama teknis dan penguatan konektivitas antar WPPI.

2. Sasaran Program Pengembangan WPPI

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Pengembangan WPPI
adalah sebagai berikut:

1) Tersusunnya pedoman pengembangan WPPI;

2) kebijakan dan program WPPI ke K/L
terkait dan Pemerintah Daerah;

3) Tersusunnya dokumen evaluasi 22 WPPI;

4l Tersusunnya peta jalan untuk pemenuhan infrastruktur 22
WPPI;

5) Terintegrasinya penjaminan ketersediaan SDA kedalam
dokumen perencanaan pusat dan daerah yang terkait;

6) infrastruktur industri dan infrastruktur
pendukung di dalam WPPI;

7l Terbentuknya forum koordinasi Pemprov dan Pemkab/kota
terkait WPPI;

8) Terselenggaranya promosi investasi industri untuk WPPI; dan
e) rekomendasi kebijakan terkait penguatan

konektivitas antar WPPI.

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan WPPI

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi Pengembangan WPPI
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.1 ...
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Tabel 8.1. Rencana Aksi Pengembangan WPPI

tffillEtlrnMA
I Penyusunan pedoman

pengembangan WPPI
Tersusunnya pedoman pengembangan
WPPI

Permenperin Kementerian Perindustrian{
o Diseminasi kebijakan dan

program WPPI ke K/L
terkait dan Pemerintah
Daerah

Tersosialisasikannya kebijakan dan
program WPPI ke K/L terkait dan
Pemerintah Daeral

Kementerian / Lembaga lo 10 10 Kementerian Perindustrian

Pemerintah Provinsi 6 7 Kementerian Perindustrian

Pemerintah lkb/Kota 30 35 40 Kementerisn PerindustriEn

3 Evalua8i WPPI Tersusunnya pedoman penilaian WPPI
(untuk klastering WPPI yang ada atau
untuk Kabupaten/ Kota yang diusulkan
masuk WPPI)

Permenperin {
Kementerial Perindustrian, Pemerintah
Daerah

Tersusunnya dokumen evaluasi 22 WPPI Jumlah WPPl/jumlah
kab/kota dalam WPPI

5 5 5 Icmenterian Perindustrian, Pemerintah
Daerah

4 Penyuaunan Permenperin
tent,.ng Roa.dnw
pengembargan WPPI

Tersusunnya Permenperin tentang
Ro odmap Pengembangan WPPI

Permenperin , o 2 Kementerian Perindustrian,
Kementerian Pekeiaan Umum dan
Perumahan Ralryat, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral,
Kementerian Perhubungan,
Pemerintah Daerah
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5 Pembangunan infrastruktur
untuk mendukung WPPI
dengan menjamin
ketersediaan infrastruktur
industri seperti Lahan
industri, jaringan energi
dan kelistrikan, jaringan
telekomunikasi, jaringan
sumberdaya air, fasilitas
sanitasi, dan jaringan
transportasi

Terselesaikannya permasalahan terkait
pemenuhan infrastruktur dalam WPPI

Forum koordinasi 5 5 5 Kementcrian Perindustrian,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Kementerian Energi
dan Sumber Dqya Mineral, Kementerian
Perhubungan, Pemerintah Daerah

Tersusunnya peta jalan untuk
pemenuhan infrastruktur 22 WPPI

Peta Jalan

Terbangunnya infrastruktur industri
dalam WPPI

Jumlah program
pembangunan infrastrulirtur
dalam Rencana Kerja K/L

1 1 1 Kementerian Perindustrian,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Kementerian
Perhubungan, Pemerintah Daerah, PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT
Perusahaan Gaa Negara

1 I I Kementerian Perindustrian,
Kem€nterian Pekerjaan Umum dan
Pe rumahan Ralgrat, Kemcnterian
Perhubungan, Pemerintah Daerah, PT
Perusahaan Ustrik Negara (Pers€ro), PT
Perusahaan Gas Negara

Kementerian Perindustrian,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi, Pemerintah
Daerah

7 Pembangunan sarana dan
prasarana pengembangan
SDM, riset dan teknologi,
lab uji yartg mendukung

Terselenggaranya forum koordinasi
pengembalgan SDM di WPPI

Forum l(oordinasi 1
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pengemban8an WPPI dan
pengembangan SDM seperti
pusat pendidikan dan
pelatihan industri

Terbangunnya sarana prasarana
pengernbengan riset dan teknologi di
WPPI Grtentu

Forum Koordinasi I

Kementerian Perindustrian, BRIN

Terbangunnya laboratorium pengujian
standar industri di WPPI tertentu

Forum Koordinasi 1 Kementerian Perindustrian

Terbentuknya forum koordinasi Pernprov
dan Pemkab/kota terleit WPPI

Forum koordinasi 1 1 1 Kementerian Perindustrian, Pemerintah
Daerah

Tersusunnya rekomendasi kebiiakan
telkait penguatan konekivitas antar
WPPI

Jumlah rekomendasi I 1 1 Kement€rian Perindustrial

Penguatan kerjasama antar
WPPI

9
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1 1 1 Kementerian Perindustrian, Pemerintah
Daerah

9 Peningkatan promosi
investasi industri untuk
masuk dalam WPPI

Terselenggaranya promosi investasi
industri untuk WPPI

Jumlah promosi investasi

Jumlah fasilitasTerselenggaranya fasilitasi insentif dalam
WPPI melalui perbedaan p€rlakuan
insentif pajak, perbedaan biaya listrik,
perbedaan biaya togistik, pemberian
fasilitas kepabeanan, pemberian fasilitas
keimigrasian, dan kemudahal perizinan

1 I I Kementerian Perindustrian,
Kementerian Keuangan, Pemerintah
Daerah

B. Program . . .
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B. Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

l. Isu Strategis dan Uraian Program

Penetapan kawasan peruntukan industri merupakan inisiatif
kabupaten/ kota dan dicantumkan dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/Kota. Pada implementasinya sering dijumpai
penetapan KPI yang belum memenuhi syarat yang mendukung
pembangunan industri dalam KPI tersebut, misalnya terkait akses
terhadap infrastruktur jalan, pelabuhan, sarana logistik, energi, air
baku, serta sarana pengelolaan limbah, Untuk itu perlu disusun
NSPK terkait kriteria teknis KPI agar penentuan dan penetapan KPI
menjadi selaras antara target pemerintah daerah dan target
Pemerintah Pusat.

Review KPI perlu dilaksanakan khususnya bagi daerah yang
mempunyai potensi untuk industri dan Kawasan
Industri. Penetapan KPI dalam RTRW akan menjadi jaminan bagi
investasi industri di daerah.

Program pengembangan KPI diarahkan pada:

a. Koordinasi penetapan KPI di dalam RTRW;

b. Reviu pengembangan KPI;

pemanfaatan KPI; danc.

d. Pemenuhan infrastruktur yang mendukung KPL

2. Sasaran Program Pengembangan KPI

Sasaran pengembangan KPI yaitu:

1) Terwujudnya koordinasi penetapan KPI di dalam RTRW;

2l Terlaksananya reviu KPI dalam RTRW;

3) jaminan pemanfaatan KPI oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;

4l Disepakatinya jaminan infrastruktur pengembangan KPL

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan KPI

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi Pengembangan KPI
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.2...
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Tabel 8.2. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

1

.ruSf.f.ftu

Koordinasi penetapan KPI di dalam
RTRW

Tersusunnya materi
penetapal KPI di dalam
RTRW

Daerah 5 5 5 Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah

2 Rwiu pengembangan KPI: identifrkasi
lokasi KPI pada tingkat kecamatan
dan mem.{asilitasi penJ rsunan
Rencana Detail Tata Ruang

Tersusunnya krit€ria
pengembangan KPI

Regulasi/NSPK 1 Kementerian Perindustriari, Kementerial Agraria
dan Tata Ruang,/BPN, Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah

TerlakEananya reviu KPI
dalam RIRW

Daerah yang direview 10 10 10 Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/BPN, Kementeriar Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah

Terfasilitasinya penyelesaian
permasalahan KPI

Daerah 5 5 5 Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah

Terselenggaranya bimbingan
teknis Pengembangan KPI

Daerah 50 50 50 Kementcrian Perindustrian, Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah
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3 Penjaminan pemanfaatan KPI
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Dis€pakatinya jamin€n
pemanfaatan KPI oleh
Pemerintah Pusat dan
Daerah

Dokumen
kesepakatan pusat
dan daerah

I I 1 I(ementerian Perindustrian, Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah

Kementerian PerinduBtrian, Kementeriar Agraria
dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah

4 Penjaminan infrastruktur dalam
mendukung pengembangan KPI
seperti jaringan energi, jaringan
kelistrikan, jaringal sumber daya air,
dan jaringan transportasi

Disepakatinya jaminan
infrastruktur pengembalgan
KPI

Dokumen
kesepakatan pusat
dan daerah/
rekomendasi

I 1 1

C. Program . . .
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C. Program Pembangunan Kawasan Industri
l. Isu Strategis dan Uraian Program

Kawasan Industri adalah tempat pemusatan kegiatan Industri
yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang
dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
Pembangunan Kawasan Industri diprioritaskan pada daerah-
daerah yang berada dalam WPPI. Daerah-daerah di luar WPPI
diharapkan menjadi bersinergi baik dalam hal pemenuhan bahan
baku, SDM, dan sistem logistiknya.

Kawasan Industri sebagai salah satu daya tarik investasi dibangun
dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan
hidup. Dengan adanya industri yang bergabung di dalam Kawasan
Industri, akan tercipta keuntungan aglomerasi dalam hal
perizinan, serta penyediaan infrastruktur.
Selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan pengembangan
kawasan industri dari sisi jumlah dan luasannya. Dari sisi jumlah
terjadi peningkatan sebesar 44 kawasan industri dari tahun 2014,
sedangkan dari sisi luas meningkat sebesar 15.566,14 Ha. Total
Kawasan Industri saat ini sejumlah 118 kawasan dengan luas total
51 ribu hektar seperti yang ditunjukkan pada Tabel 8.3.

Tabel 8.3.1 Jumlah Kawasan Industri Tahun 2019

Perkembangan kawasan industri yang cukup signifikan bisa
menjadi peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi terutama
investasi dari luar negeri dan sebagai destinasi relokasi
perusahaan industri global. Kondisi sosial politik global yang
kurang stabil menjadi alasan bagi perusahaan industri untuk
memindahkan lokasi usahanya ke negara yang bisa memberikan
stabilitas di bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Luas lHal
2(J14 wfg, 2(J14 ,w9

1 Jawa 50 7L 26,t27.40 35,549.55
2 Kalimantan 3 8 946.00 2,374.t3
3 Sulawesi 2 3 2,203.OO 3,893.0O
4 Sumatera L9 36 7 019.10 9,105.96

74 118 51 L.64
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Sebagai usaha menarik perusahaan industi global untuk masuk
menjadi tenant, Kawasan Industri perlu dilengkapi dengan
infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung. Infrastruktur
dasar berupa jaringan energi dan kelistrikan, jaringan sumber daya
air dan pasokan air baku, jaringan transportasi, jaringan
komunikasi dan sanitasi. Sedangkan infrastruktur pendukung
berupa perumahan, pusat penelitian dan pengembangan,
pendidikan dan pelatihan, fasilitas kesehatan, pemadam
kebakaran dan ternpat pembuangan sampah.

Arahan kebijakan pembangunan Kawasan Industri terbagi atas 2
(dua) yaitu: 1) Pembangunan Kawasan Industri di Jawa untuk
industri-industri berbasis teknologi tinggi, dan 2) Pembangunan
Kawasan Industri di luar Pulau Jawa untuk industri berbasis
sumber daya alam. Sesuai dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2O2O

tentang RPJMN Tahun 2O2O-2O24, terdapat 27 Kawasan Industri
(KI) yane menjadi prioritas pembangunan selama 5 [ima) tahun ke
depan. Data dan sebaran KI prioritas RPJMN 2O2O-2O24 seperti
yang tertera di Tabel 8.3.2.

Tabel 8.3.2 Data Kawasan Industri Prioritas RPJMN 2O2O-2O24

ti tl rrr-lTyllnfiiBTrtlTt
1 Teluk Weda Kec. Weda Tengah

Kab. Halnahera Tengah
Maluku Utara

Nikel PT Indonesia Weda Bay
Industrial Park

2 IGtapang Kec. Pagar Mentimun
Ikb. Ketapang
Kalimantar Barat

Alumina

Kec. Gunung Kijang
Kab. Bintan
Kepulauan Riau

Alumina

Kcc. Kumai
Kab. Kota$,aringin Barat
Kalimantan Tengah

Agro (Sawit)

PT Ketapang Bangun
Sarana

3 Galang Batang PT Bints! Alumina
Indonesia

4 Surya Bomeo

Sadai

PT Surya Bomeo Industri
(sawit sumbermaa sarana
Group)

5 Kec. Tukak Sadai
IGb. Bangls Selatan
Bangka Belitung

Aneka Industri
(Industri Berat,
Industri Sedang,
Industri Ringian)
dan Terminal

Pf Ration Bangka Abadi

6 Tanjung Enim Kec. Tanjung Enim
Kab. Muara Enim
Sumatera Selatan

Hilirisasi Batu Bara
(sJmgas untuk
bahan baku urea,
DME dan
polypropylene).

PT Bukit Asam Tbk (PTBA)

7 Bahrlicin IGc. Batulicin
Kab. Tanah Bumbu
IGlimantar Selatan

Aneka lndustri Pf Jhonlin Mega Industri

8Bintan...
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Bintan Aerospace Kec. Kuala lobam

Kab. Bintan
Kepulauan Riau

Maintenance,
Repair and
Overhaul Aircraft
(Jasa industri

Aneka Industri

Metal based

Aneka industri

g PT Bintan Aviation
Investments

9 Jorong

Tanah Kuning

Kec. Jorong
Kab. Tanah l,aut
Kalimartan Selatan

PT Jorong Port
Development

1. Indon€sia Strategis
Industri
2. Adhidaya Supra Kencana
3. Kayan Patria Propertindo
4. Dragon l,and
5. Bulungan Cipta Agro
Persada (anak perusahasr)

10 Kec, Mangkupadi
Kab. Bulungan
Kalimantan Utara

11 Kuala Tanjung Kec, Sei Suka
Kab. Batubara
Sumatera Utara

PI Prima Pengembangan
Kawasan

t2 Sei Mangkei Kec. Bossr Malingas
Kab. Simalungun
Sumatera Utara

Agro (Sawit dan
Karct)

PT KINRA (Kawasan
Industri Nusantara)

Hilirisasi Agro :

1. Kelapa Sawit
2. Karet
3. Kelapa Dalam
4. Kopi
5. Teh
Hilirisasi lainnya :

1, Batubara
2. Gas

PT Jambi Kemingking
Ecopark

P€trokimia
(MethanoD

Aneka Industri PT Bangun Palu Sulteng

l3 Kemingking Kec. Taman Rajo
Kab. Muaro Jambi
Jambi

Desa Onar
Distrik Sumuri
Kab. Teluk Bintuni
Papua Barat

Desa Baiya
Kec. Palu
Kota Palu
Sulawesi Tengah

l4 Teluk Bintuni

15 Palu

Bangkalanl6 Desa Mrandung
Kec. Klampis
Kab. Bangkalan
Jawa Timur

Metal based PI Boma Bisma Indra
(Persero)

t7 TanSgamus Kec. Kota Agung
Ihb. Tanggamus
Lampung

Industri Maritim PT Pertamina Ttans
Kontinental

18 Tenayan Kec. Tenayan Raya
Kota Pekanbaru
Riau

ASro PT Safana Pcmbangunan
Pekanbaru

19 Brebes . . .
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Gambar 8.3. Persebaran Kawasan Industri Prioritas RPJMN 2O2O-2O24

rFT?FTTI'!:IEEF?TI
l9 Brebes Kec. Bulukamba, Tanjung

dan Losari
Kab. Brebes
Jawa Tengah

Aneka Industri
(tekstil dan garmen)

20 Tanjung Buton Kec. Mcngkaparr
Kab. Siak
Riau

Agro (Sawit) PT Kawasan Industri
Tanjung Buton

2t Way Pisang Kec. Way Pisang
Kab. lampuflg Selatan
Lampung

Ago PD Iampung Jaya Utama

22 Katibung Desa Tanjungan
Kec. Katibung
Kab. Lfinpung Selatan
Lampung

Migas

23 Fesawaran Kec. Tegineneng
Kab. Pesawaran
l€rnpung

Aneka Induetri

24 I:dong Kec. Mesjid Raya
Kab. Aceh Besar
Aceh

Aneka Industri PT Pembangunan Aceh
(PEMA}

25 Batanjung IGc. KEpuas Kuala
Kab. Kapuas
Kalimantan Tengah

ASro

26 TaI<alar Kec. Mangarabombang
Ikb. Takalar
Sulsweei Selatan

lagam (Nonferrous
Metal Recycling)

PI Kawasan Berikat
Nusantara

27 Sumbawa Barat Kec. Sekongkang
Kab. Sumbawa Barat
Nusa Tenggara Barat

Smelter Tembaga PT Amman Mineral
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Pada periode 2OL4-2O19 dari 14 Kawasan Industri (KI) prioritas
yang didorong pengembangannya, terealisasi 8 KI yang beroperasi
dan di periode 2O2O-2O24 ini terdapat 19 KI baru yang didorong
untuk beroperasi (Tabel 8.3.3)

Tabel 8.3.3
Daftar KI capaian RPJMN 2Ol4-2O19 dan KI baru di RPJMN 2O2O-2O24

Capaian KI RPJMN 2014-
2019

KI baru RPJMN 2O2O-2O24

1. KI Sei Mangkei
2. KI Ketapang
3. KI Batulicin
4. KI Palu
5. KI Bantaeng
6. KI Konawe
7. KI Morowali
8. KI Bitung

1

2
3
4
5
6
7
8
9

. KI l,adong

. KI Galang Batang
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI

tan Aerospace

Tenayan
Tanjung Buton
Kemingking
Tanjung Enim
Sadai
Way Pisang

10. KI
11. KI
t2. Kt
13. KI
14. KI
15. KI
16. KI
17. KI
18. KI
19. KI

Pesawaran
Ihtibung
Brebes
Bangkalan
Batanjung
Surya Borneo
Tanah Kuning
Takalar
Sumbawa Barat
Teluk Weda

Dalam proses pembangunannya Kawasan Industri menemui
beberapa hambatan dari aspek lahan (tata ruang, status, legalitas,
sertifikasi, pembebasan), badan pengelola, pembiayaan,
pemenuhan infrastruktur (energi, air baku baik untuk pasokan
maupun jaringan) dan tenant. Beberapa kendala yang dihadapi
oleh KI yang telah terbangun saat ini antara lain pada status lahan
ketika perluasan, ketersediaan infrastruktur pendukung, dan
okupansi lahan.

Selain . . .
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Selain beberapa kendala yang dihadapi, terdapat potensi
pengembangan KI tematik di masa depan antara lain KI Halal, KI
khusus IKM, serta KI Hortikultura.
Berdasarkan isu-isu strategis di atas, program
Kawasan Industri adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait KI;

2. Penataan KI;

3. Pembangunan KI; dan

4. Pembangunan KI tematik.

2. Sasaran Program Pembangunan Kawasan Industri
Sedangkan sasaran progrErm pembangunan Kawasan Industri,
meliputi:

a. Terpenuhinya standar kawasan industri oleh perusahaan
kawasan industri;

b. pembangunan dan
pengembangan KI serta fasilitasi relokasi investasi industri ke
dalam KI;

c. Terbangunnya infrastruktur dasar dan pendukung KI; dan

d. Terbangunnya KI tematik.

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan
Industri
Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi Pengembangan
Kawasan Industri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.3.4...
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Prioritas dan Rencana Aksi Kawasan Industri IKI}

fsgLtra DrLdt .

A. EcrFtunr! lcblrrtrn tcstrlt K
1 Penlrusunan standar kawasan

industri
Tersusunnya standar kawasan
industri

Peraturan
Menteri

1

Peraturan
Menteri

1 1

Kementerian Perinduatrian, Kementerian
Hukum dan HAM

2 Penyusunan peraturan terkait
kawasan tertentu

Tersusunnya peraturan terkait
kawasan industri halal,
kawasan hortikultura, kawasan
diqital

1 Kementerian Perindustrian, Kementerian
Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian,
BPJPH, Pemerintah Daerah,

3 Penyusunan rcadmap
pengembangan kawasan indusui
nasional

Tereusunnya roadmap
pengembangan kawasan
industri nasional

Peraturan
Menteri

I Kementerian Perindustrian, Kementerian
Agraria darr Tata Ruang/BPN,
Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah
Daeral.

B. P.lltrrr XI
1 Penataar kawasan industri Terselesaikannya permasalahan

tata ruang KI darr perluasan KI
KI 5 5 5 Kementerian Perindustrian, Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/BPN,
Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah
Daera.l.
Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi, Kementerian
Perindustrian, Kementerian

Pemerintah Daerah

2 Fasilitasi Penyiapan KI untuk
Relokasi Industri

Terfasilitasinya penyiapan KI
untuk Relokasi Industri

KI 2 1 1

c.
I Inkiasi Pembangunaa KI oleh Terbangunnya infrastruktur KI atTt 1 1 Kementerian Perindustrian, Kementerian

Daerah
1
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2. Pembangunan infrastruktur
industri untuk mendukung
kawasan industri seperti jaringsn
energi dan kelistrikan, jaringan
telekomunikasi, jaringan sumber
daya air dan jaminan pasokan air
baku, sanitaei, dan jaringan

Promosi Investasi KI

Terbangunnya infrastruktur KI KI I 1 I Kementerian Perindustrian, Kementerian
Keuangan, Pemerintah Daerah

3 Realisasi investasi iadustri di KI KI 1 1 1 K€menterian Investasi/BKPM,
Kementerian Perindustrian

D, Pcnbeaguaaa KI tcnrtll
4 Pembangunan KI tematik Terfasilitasinya pembangunan

KI Tematik (KI Hafal, KI khusus
IKM, KI Hortikultura)

KI 2 2 2 Kementerian Perindustrian, Kementerian
Keuargan, Pemerintah Daerah

D. Program . . .
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D. Frogram Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah

1. Isu Strategis dan Uraian Program

Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian, pengembangan perwilayahan industri
dilakukan antara lain melalui pengembangan sentra IKM.
Pembangunan sentra IKM merupakan salah satu upaya untuk
percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke
seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan kondisi saat ini, banyak potensi pengembangan
produk daerah yang dapat dikembangkan pada skala IKM. Selain
itu pada beberapa daerah telah muncul lokasi pertumbuhan IKM
yang terjadi secara alami namun secara populasi masih tersebar
dan belum secara optimal memanfaatkan economic o/soope. Salah
satu permasalahan dalam pengembangan Sentra IKM adalah
kurangnya sarana prasarana dan kelemahan pada aspek legalitas
usaha. Oleh karena itu pedu dilakukan pembangunan sentra IKM
yang dapat melingkupi aktivitas relokasi atau penempatan IKM
baru, Permasalahan lainnya adalah terkait lemahnya permintaan
terhadap produk-produk sentra IKM sehingga menjadi kendala
tumbuhnya populasi IKM di sentra tersebut.

Pengembangan sentra IKM difokuskan pada penyusunan pola
pengembangan sentra IKM, pengembangan skema kemitraan
antaxa sentra IKM dan industri besar sebagai jaminan uptiue
market terhadap produk-produk sentra, serta penyebaran
pembangunan sentra ke luar Pulau Jawa.

2. Sasaran Program Pengembangan Sentra IKM

Sasaran Program Pengembangan Sentra IKM, meliputi:

a. Tumbuhnya sentra IKM di luar Pulau Jawa yang beroperasi
sejumlah 3O sentra pada tahun 2024; dart

b. Terbangunnya pola kemitraan sentra IKM dan industri besar.

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Sentra IKM

Rincian kegiatan prioritas dan rencana aksi pengembangan sentra
IKM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.4...
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Tabel 8.4. Kegiatan Prioritas darr Rencana Aksi Pengembangan Sentra IKM

Identihkasi pengembangan Bentra
IKM yallg mendukung industri
besar, KPI, WPPI

Tersusunnya peta identifi kasi
pengembangan skema
kemitraan sentra IKM yang
mendukung industri besar

Peta identilikasi
pengembangan skema
kemitraan sentra IKM dan
industri besar

1 1 I Kementerian Perindustrial,
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN, Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah

Kementerian Perindustrian,
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN, Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah

2 Penlrusunan NSPK terkait
pembangunan sentra IKM

Tersusunnya NSPK
pembangunan sentra IKM

NSPK Pembangunan Sentra
IKM

1

6 63. Pembangunan sentra IKM di luar
Pulau Jawa

Terbangunnya sentra IKM di
luar Pulau Jawa yang
beroperasi

Sentra IKM di luar Pulau
Jawa yang terbangun dsn
beroperasi

6 Kementerian Perindu strian,
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN, KemenErian Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah

IX. KEBIJAKAN. . .
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KEBIJAKAN FASILITAS FISKAL DAN NON FISKAL

A. Program Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Nonfiskal

1. Isu Strategis dan Uraian Program

Penyediaan fasilitas fiskal dan nonfiskal diarahkan pada
pendayagunaan berbagai insentifyang saat ini telah tersedia untuk
sektor manufaktur namun belum dimanfaatkan secara efektif oleh
pelaku usaha industri dikarenakan keterbatasan informasi dan
perlunya koordinasi, pemetaan, dan sosialisasi pemanfaatan yang
sistematis,

Pada saat ini fasilitas fiskal yang dapat dimanfaatkdn oleh sektor
industri antara lain fasilitas pengurangan pajak penghasilan neto
(Tax Holidag, Tax Allouane, Inuestment Alloutanel dan fasilitas
pengurangan penghasilan bruto (Super Dedudion Tal/,,
pembebasan bea masuk impor barang modal/bahan baku dalam
rangka investasi (Moster Li"st), dan Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah (BMDTP). Beberapa bentuk fasilitas nonfiskal antara
lain berupa pengusulan dan fasilitasi sektor industri sebagai objek
pembiayaan melalui skema penugasan khusus ekspor oleh
kmbaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pelatihan SDM
Industri, sertilikasi kompetensi profesi, pelimpahan hak produksi
atas suatu teknologi yang lisensi patennya telah dipegang oleh
Pemerintah, jaminan pengaman.rn investasi berupa penetapan
Perusahaan Industri atau Kawasan Industri sebagai Objek Vital
Nasional Sektor Industri (O\IND, fasilitasi perolehan sertifikasi
produk, bantuan pembangunan sarana prasarana fisik berupa
infrastruktur industri, bantuan promosi, dan lain sebagainya.

Pemerintah juga berencana menambah fasilitas nonfiskal yaitu
dalam bentuk penerapan perizinan berusaha berbasis risiko.
Pemberian izin berusaha dilakukan berdasarkan penetapan
tingkat risiko kegiatan usaha melalui perhitungan nilai tingkat
bahaya dan nilai potensi terjadinya bahaya terhadap aspek
kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pemanfaatan sumber
daya.

Penyediaan
menciptakan

fasilitas fiskal dan nonfiskal bertujuan untuk
iklim usaha industri yang kondusif serta
kinerja investasi dan kine{a industri dalam negeri.

2. Sasaran Program Fasilitasi Fiskal dan Non-Fiskal

Fasilitasi fiskal dan non-Iiskal diarahkan pada sasaran utama
pembangunan industri, melalui empat fokus

a. Upaya ...
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a. Upaya pertumbuhan sektor industri dalam
daya saing dan produktivitas (peningkatan

kinerja ekspor dan subtitusi impor, serta
penyiapan SDM Industri yang kompeten);

b. Upaya penguatan dan pendalaman struktur industri nasional
bagi investasi baru sektor industri (khususnya industri
pioner) atau perusahaan industri existing yang melakukan
perluasan komoditi baru;

c. Upaya mendorong industri melakukan inovasi, invensi, dan
penguasaan teknologi baru; dan

d. Upaya pemerataan pembangunan sektor industri di seluruh
wilayah Indonesia.

3. Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Fasilitasi Fiskal dan Non-
Fiskal

Rincian kegiatan prioritas dan rencana alsi Fasilitasi Fiskal dan
Non-Fiskal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9.1 ...
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Tabel 9.1. Rencana Aksi Fasilitasi Fiskal dan Non-Fiskal

1 Penyusunan
Rekomendasi Kebiiakar
Fiskal Sektor Industri
dalam rangka
Peningkatan Populasi
Industri

Meningkatnya nilai
investasi sektor industri

Jumlah rekomendasi I I t Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian
Perdagangan

2. Penyusunan
Rekomendasi Kebijakan
Fiskal Sektor Industri
dalam rangka
Peningkatan Daya Saing
Industri

Meningkatnl.a daya
saing industri

Jumlah rekomendasi 2 2 2 Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuanga-n,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian
Perdagangan

3. Penlausuna.lr
Rekomendasi Kebijakan
Non Fiskal daLam Rangka
Akselerasi Pertumbuhan
Sektor Industri

Meningkatnya daya
saing industri

Jumlah rekomendasi I I I Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan,
Kementerian Perdagangan, BRIN, Badan Standardisasi
Nasional, Icmbaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

4. PenJrusunan
Rekomendasi Kebijal<arr
Non Fiskal dalam rangka
Penguatan Strulfirr
Industri

Meningkatnya nilai
investasi sektor industri

Jumlah rekomendasi 1 1 1 Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan
Kementerian Perdagangan, BRIN, Badan Standardisasi
Nasional, kmbaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

5. Penyu.sunan . . .
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Kementerian Perindustrian, Ketilenterian Keuangan, BRIN5. Penyrsunan Insentif
Investasi Telsrologi untuk
irhplementasi Marcing
Indonesia 4.O

Tersediallza inaentif
investasi teknologi

Jumlah insentif 1

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan dan
Hukum,
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